MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PMK.07/2017
TENTANG 5

i
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran,
pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan,
pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengaL Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 187/PMK.07/20 116 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48 /PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor  49/PMK.07/2016  tentang Tata  Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa;

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,
dan akuntabilitas  penganggaran, pengalokasian,
penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan,
dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa, perlu mengatur kembalj ketentuan mengenai

pengelolaan Transfer ke Daerah dan? Dana Desa;
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Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Ni mor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembara | Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

LFOI);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Negara Republik Indonesia Nomor 4

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negéra Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Ypgyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahunm 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara 'Republik Indonesia

Nomor 5339);
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Menetapkan

9. Peraturan Menteri Keuangan Nom

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara]a Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

! :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 lomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

lr 231/PMK.02/2015
tentang Tata Cara Perencanaaﬁ, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN
DANA DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya
disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada Daerah dan esa dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan
kepada Daerah dan Desa. ‘

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur .
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah berwenaJ@ mengatur dan
mengurus urusan pemerintahaI dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi
fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah,
Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa ysml ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri
atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kegpada daerah tertentu
berdasarkan kriteria tertentu de¢ngan tujuan untuk
memberikan penghargaan atas! perbaikan kinerja
tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah,
pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan
untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentaﬁg Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang,
dan Undang-Undang Nomor 11 [Fahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.

Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi
Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya
disingkat DTI adalah dana tambahan yang besarnya
ditetapkan antara Pemerintah  dengan  Dewan
Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada
setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk
pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disingkat Dana Keistimewaan DIY adalah
dana vyang dialokasikan untuk penyelenggaraan

urusan keistimewaan Daerah Ii[stimewa Yogyakarta,

‘sebagaimana  ditetapkan dala[m Undang-Undang
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14.

15.

16

17.

18.

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus, baik f!isik maupun nonfisik
yang merupakan urusan daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka
persentase tertentu dari pendapatan negara untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi

Dana Bagi Hasil Pajak yang selapjutnya disebut DBH
Pajak adalah bagian daerah 'yang berasal darl
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak
Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan
bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat
PPh WPOPDN adalah Pajék Penghasilan terutang oleh
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan
ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak
Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8)
Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Dana Bagi Hasil Cukai Ha il Tembakau yang
selanjutnya disingkat DBH CHT| adalah bagian dari
Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi
penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya
disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal
dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral
dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi,
pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut
DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan ﬁoritas nasional.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya
disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan
urusan daerah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya
disingkat Dana BOS adalah dana yang digunakan
terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi
satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai

pelaksana  program  wajib  belajar dan dapat
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26.

27.

28.

29.

dimungkinkan untuk mendanai bgberapa kegiatan lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Dana BOP-
PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya
operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal
bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD
adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki
sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan peruridang-undangan.
Dana Tambahan Penghasilan Gurli Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang selanjutnya dising lat DTP Guru PNSD
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum
mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang selanjutnya disingkat Dana TKG PNSD
adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah sebagai kompensansi atas kesulitan
hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus,
yaitu di desa yang termasuk daham kategori sangat
tertinggal menurut indeks desa membangun dari
Kementerian Desa, Pembangunai'x Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan
Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya
disingkat Dana BOK dan BOKB adalah dana yang
digunakan untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya
pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan
angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, -

serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana
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31.

32.

33.

34.

39;

36.
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dengan peningkatan akses dan. kualitas pelayanan
Keluarga Berencana yang merata.

Dana Peningkatan Kapasitas Klperasi, Usaha Kecil
Menengah yang selanjutnya disigkat Dana PK2UKM
adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional
penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan
usaha kecil menengah.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disingkat Dana Pelayanan Adminduk
adalah dana yang digunakan untuk menjamin
keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data
dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam
di seluruh Indonesia.

Pembantu Pengguna Anggaran| Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat|PPA BUN adalah unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran ‘yang
berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara. ‘

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang selanjutnya disingkat Indikasi Kebutuhan
Dana TKDD adalah indikasi dana yang perlu
dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKDD.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat BA BUN adelah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga. a}

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
PPA BUN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah |yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa yang selanjutnya disingkat Rencana Dana
Pengeluaran TKDD adalah rencana kerja dan anggaran
yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka
pelaksanaan TKDD.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
yang selanjutnya disingkat PNBP SDA adalah bagian
dari Penerimaan Negara Bukan Pdjak yang berasal dari
sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara,
perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan
panas bumi.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya
disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha
tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan
eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan
kontrak kerja sama.

Pengusaha Panas Bumi adalah Pertamina atau
perusahaan penerusnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kontraktor kontrak
operasi bersama (joint operation cohtract), dan pemegang
izin pengusahaan panas bumi.

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil ya ig selanjutnya disebut
Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH
yang  dihitung Dberdasarkan realisasi rampung
penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan
ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan
prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun

anggaran tertentu.
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45.

46.
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Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat
Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang
dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan
negara dengan DBH yang telah :isalurkan ke Daerah
atau DBH yang dihitung berdasarian prognosa realisasi
penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang
kewenangan  penggunaan anggaran kementerian
negara/lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan
kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor
pusat maupun kantor daerah dtau satuan kerja di
kementerian  negara/lembaga | yang  memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan'untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
Kuasa BUN.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang
selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem
pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan
bisnis proses dan sistem informasi manajemen
perbendaharaan  dan anggaran — negara terkait
manajemen DIPA, penyusunan anggaran, manajemer
kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran,
manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang
selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang

dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem

z



51.

S2.

53.

54.

9593.

56.
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perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat
instansi  meliputi modul penganggaran, modul
komitmen, modul pembayaran, modul bendahara,
modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi
dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan
teknologi informasi.

Aplikasi Online Monitoring Sistem |Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi
OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka
memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai
kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi
atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi
daerah kota.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Meniteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penylmpanan uang
daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau
walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk | membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang|ditetapkan.

Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat
keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer
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setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode
tertentu.

Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang
selanjutnya disingkat SKPRDD adalah surat keputusan
yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
yang memuat rincian jumlah | Dana Desa setiap
kabupaten/kota dalam satu tahun|anggaran.

Surat Permintaan Pembag/amnI yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi
permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA
BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana .
yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana  yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat peri htah yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendajaraan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat
yang diberi kewenangan olen PA BUN/PPA BUN/KPA
BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran Transfer ke Daerah.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUfN untuk melakukan
pengujian  atas  permintaan | pembayaran dan

menerbitkan perintah pembayaranl.
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B3, Lembér Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang
memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa oleh Daerah.

64. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang selanjutnya disingkat LRT adalah dokumen yang
memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa oleh Daerah dalam 1 (sLtu) tahun anggaran.

67. Infrastruktur adalah fasilitas tLeknis, fisik, sistem,
perangkat keras, dan lunak yarllg diperlukan untuk
melakukan pelayanan kepada masyarakat dan
mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan
ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan

baik.

Pasal 2
(1) TKDD meliputi:
a. Transfer ke Daerah; dan
b. Dana Desa.
(2) Transfer ke Daerah, terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;

b. DID; dan
¢. Dana Otonomi Khusus serta Dana Keistimewaan
DIY.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.
(4) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, terdiri atas:
a. DBH; dan
b. DAU. |
(5) DBH sebagaimana dimaksud pad‘ia ayat (4) huruf a,
terdiri atas:
a. DBH Pajak, meliputi:
1. DBH PBB;
2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan

g
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3. DBH CHT; dan

DBH SDA, meliputi:

1. DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi;
DBH Pengusahaan Panas Bumi;

DBH Mineral dan Batubara;

il

DBH Kehutanan; dan
5. DBH Perikanan.

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a.
b.

DAK Fisik; dan

DAK Nonfisik, meliputi:
Dana BOS;

Dana BOP PAUD;
Dana TP Guru PNSD;
DTP Guru PNSD;
Dana TKG PNSD;
Dana BOK dan BOKB;
Dana PK2UKM; dan

> O e g e g

8. Dana Pelayanan Adminduk.

Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a.
b.

C.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;

Dana Otonomi Khusus Provinsﬁ Papua;

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;

Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan

Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN TKDD

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan TKDD, meliputi:

a
b.

O

Ela

Penganggaran,

Pengalokasian; ‘
|

Penyaluran,;

Penatausahaan, Pertanggungjawabgn, dan Pelaporan;

Pedoman Penggunaan; dan

2
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BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA
BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan
Dana TKDD.
Indikasi Kebutuhan  Dana KDD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikkan kepada Direktorat
Jenderal Anggaran paling lambat b{'ulan Februari.
Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan
Dana TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan  mengenai tata  cara  perencanaan,
penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan
pengesahan DIPA BUN.

Pasal 5
Indikasi Kebutuhan Dana TKDD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
a. Indikasi Kebutuhan Dana Traaner ke Daerah; dan
b. Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk
Dana Transfer Umum berupa DBH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, disusun
dengan memperhatikan:
a. perkembangan DBH dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
dan
b. perkiraan penerimaan pajak dan PNBP yang
dibagihasilkan.
Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk
Dana Transfer Umum berupa DAU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, disusun
dengan memperhatikan:

a. perkiraan celah fiskal per daergh secara nasional;

%



(4)

- 17 -

b. perkembangan DAU dalam 3 .(tiga) tahun terakhir;
dan '

c. perkiraan penerimaan dalam negeri neto.

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk

Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, disusun

dengan memperhatikan:

a. arah dan prioritas bidang/subbidang DAK Fisik
untuk mendukung pencapaian prioritas nasional
dalam kerangka pembangunan jangka menengah;

b. kebutuhan tahunan pendana'lan prioritas nasional
yang akan didanai melalui DAK Fisik;

c. kebutuhan pendanaan ntuk percepatan
penyediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana
dasar, serta percepatan pembangunan Daerah
perbatasan, Daerah tertinggal, dan Daerah
kepulauan;

d. kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan
sebesar 20% (dua puluh persen) dan kesehatan
sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. perkembangan DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3
(tiga) tahun terakhir.

Indikasi Kebutuhan Dana T1‘ansiler ke Daerah untuk

Dana Transfer Khusus be1~1.1pa DAK  Nonfisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b,

disusun dengan memperhatikan:

a. pengalihan dana dekonsentrasi menjadi DAK
Nonfisik;

b. perkembangan dana transfer lainnya dan/atau DAK
Nonfisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan

c. perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/atau
biaya per unit (unit cost) untuk masing-masing jenis
DAK Nonfisik.

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk

DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf b, disusun dengan memperhatikan:

l
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a. capaian kinerja Daerah di | bidang tata kelola
keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan
kesejahteraan masyarakat;

b. perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
dan

c. arah kebijakan DID.

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c,

disusun dengan memperhatikan:

'a. besaran Dana Otonomi Khusus dan Dana

Keistimewaan DIY yang ditetaﬂ!kan dalam peraturan
perundang-undangan; dan

b. kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dan
Dana Keistimewaan DIY.

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disusun dengan

memperhatikan:

a. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. kinerja pelaksanaan Dana Desa.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Indikasi Kebutuhan Dana

DBH:

a. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan perkiraan
penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN serta
PBB kepada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan
perkiraan penerimaan CHT kepada Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

c. Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan
perkiraan PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi,
pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan
panas bumi, kehutanan, dan perikanan kepada

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

-
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Perkiraan penerimaan PPh Pasal 41 dan PPh WPOPDN,
PBB, CHT, dan PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi,
pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan
panas bumi, kehutanan, dan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat

minggu pertama bulan Februari.

Pasal 7
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal
Anggaran bersama dengan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga
teknis membahas arah kebijakan, sasaran, ruang
lingkup, dan pagu DAK Fisik.
Kementerian Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan, menentukan
jenis/bidang/subbidang DAK Fisik.
Dalam rangka menentukan jenis/bidang/subbidang
DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
menyampaikan: ,
a. program dan/atau kegiatan y1 ng menjadi prioritas
nasional,
b. lokasi dari program dan/atau kegiatan yang menjadi
prioritas nasional;
c. perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai
kegiatan; dan
d. data pendukung,
kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.
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Dalam rangka menentukan jenis/bidang/subbidang

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kementerian Keuangan «c¢.q. [Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan menyiapkan:

a. kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan
sebesar 20% (dua puluh persen) dan kesehatan
sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. perkembangan DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun
terakhir.

Berdasarkan penentuan jenis/bidang/subbidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan, Kementerian Perencgnaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan PerLbangunan Nasional,

dan kementerian/lembaga eknis melakukan

pembahasan untuk menentukan jenis-jenis kegiatan

DAK Fisik.

Dalam rangka menentukan jenis-jenis kegiatan DAK

Fisik  sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

kementerian/lembaga teknis menyampaikan:

a. ruang lingkup, sasaran, dan target manfaat program
dan/atau kegiatan;

b. prioritas kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik;

c. rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target
output kegiatan, satuan biaya, dan lokasi kegiatan,

d. perkiraan kebutuhan anggari n untuk mendanai
kegiatan; dan

e. data pendukung,

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.
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Pasal 8

Berdasarkan penentuan jenis/bidang/subbidang dan
kegiatan DAK Fisik sebagaimallua dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5), Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimblangan Keuangan
menyampaikan surat  pemberitahuan mengenal
jenis/bidang/subbidang dan kegiatan DAK Fisik kepada
Kepala Daerah.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit memuat:
a. jenis DAK Fisik yang dapat diusulkan oleh Daerah;
b. bidang/subbidang DAK Fisik dan jenis-jenis

kegiatan dari masing-masing bidang/subbidang

DAK Fisik;
c. Format usulan DAK Fisik; dan |
d. Batas waktu usulan DAK Fisik.
Dalam hal setelah disampaikan gurat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada '~ ayat (1) terdapat
perubahan bidang DAK Fisik, Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Kepala

Daerah.

Pasal 9
Kepala Daerah menyusun usulan DAK Fisik dengan
mengacu pada surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.
Penyusunan usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan melmpertimbangkan:
a. kesesuaian usulan kegiataril dengan prioritas
nasional dan prioritas daerah;
b. sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
c. skala prioritas kegiatan per bidang/subbidang;
d. target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk
untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum,;

e. lokasi pelaksanaan kegiatan;

f. satuan biaya masing-masing kegiatan; dan

g
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g. tingkat penyerapan dana dan capaian output DAK
dan/atau DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 10

Kepala Daerah menyampaikan | usulan DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam

bentuk dokumen fisik (hardecopy) dan/atau dokumen
elektronik (softcopy) kepada:

a. menteri/pimpinan lembaga teknis terkait;

b. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional; dan

c. Menteri Keuangan.

Bupati/walikota menyampaikan salinan usulan DAK

Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.

Penyampaian usulan DAK Fisik s |bagaimana dimaksud

pada ayatr (1) dan salinan e‘usulan DAK Fisik

sebagaimana dimaksud pada ayht (2) paling lambat
tanggal 15 Mei.

Dalam hal tanggal 15 Mei bertepatan dengan hari libur

atau hari yang diliburkan, maka batas waktu

penyampaian usulan DAK Fisik dan salinan usulan

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada

hari kerja berikutnya.

Pasal 11
Kementerian Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan iement&:rian/ lembaga

teknis terkait masing-masing melakukan verifikasi

usulan DAK Fisik.
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Verifikasi usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan terhadap:
a. kelengkapan dan kesesuaian usulan DAK Fisik

dengan surat pemberitahuan sebagaimana
|

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

b. kesesuaian antara rekapitulasi usulan DAK Fisik
dengan rincian usulan DAK Fisik per
bidang/subbidang;

c. kesesuaian usulan DAK Fisik antara dokumen fisik
(hardcopy) dengan dokumen elektronik (softcopy);
dan

d. batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik.

Kementerian Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan mengkoordinasikan hasil

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Perinbangunan Nasional

dan kementerian/lembaga teknis.

Pasal 12

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga

teknis terkait masing-masing melakukan penilaian

kelayakan usulan DAK Fisik berdasarkan hasil verifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik oleh Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian usulan kegiatan dengan menu kegiatan
per bidang/subbidang DAK Fisik yang ditetapkan
oleh kementerian/lembaga teknis;

b. kewajaran nilai usulan kegiatan dan indeks

kemahalan konstruksi; dan

Z
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c. alokasi dan kinerja penyerapan DAK Fisik serta
tingkat capaian output tahun sebelumnya.

Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik oleh Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) | dilakukan  dengan

mempertimbangkan:

a. target output dan lokasi prioritas kegiatan per
bidang/subbidang per tahun secara nasional,;

b. target output dan lokasi prioritas kegiatan per
bidang/subbidang dalam jangka menengah secara
nasional; dan

c. target output dan prioritas nasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.

Penilaian  kelayakan usulan DAK Fisik oleh

kementerian/lembaga teknis terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. kesesuaian wusulan kegiatan| dengan jenis-jenis
kegiatan per bidang/subbidang DAK  Fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

b. usulan target output kegiatan dengan
memperhatikan:

1. data teknis kegiatan pada data pendukung
usulan DAK Fisik;

2. perbandingan data teknis kegiatan pada data
pendukung usulan DAK Fisik dengan data teknis
yang dimiliki oleh kementerian/lembaga teknis;

3. tingkat capaian Standar Pelayanan Minimum
bidang/subbidang yang terkait oleh daerah;

4. target output/ manfaat kegiatan per
bidang/subbidang DAK yang diusulkan oleh
daerah dalam jangka pendek dan jangka

menengah; dan

2
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5. target output/manfaat per bidang/subbidang
DAK secara nasional dalam jangka pendek dan
jangka menengah; dan

c. kewajaran nilai usulan kegiatan.

Pasal 13
Kementerian/lembaga teknis terkait menyusun hasil
penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berupa nama
kegiatan, target output, nilai wajar kegiatan, dan lokasi
kegiatan secara berurutan sesuai dengan prioritas
kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik per Daerah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
menyusun hasil penilaian kelayakan usulan DAK Fisik
berupa nama kegiatan, target output, dan lokasi
prioritas kegiatan secara berurutan sesuai dengan
lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang DAK
Fisik per Daerah.
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menyuéun hasil penilaian
kelayakan usulan DAK Fisik berupa persandingan
target output, nilai wajar kegiatan, indeks kemahalan
konstruksi, alokasi, dan kinerja penyerapan DAK Fisik
serta capaian output tahun anggaran sebelumnya per
bidang/subbidang DAK Fisik per Daerah.
Hasil penilaian kelayakan usulan DAK  Fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan oleh kementerian/lembaga teknis terkait
dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Juni.
Dalam hal tanggal 15 Juni bertep ‘Ltan dengan hari libur
atau hari yang diliburkan, batas| waktu penyampaian
hasil penilaian kelayakan usulan DAK  Fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja

o

berikutnya.
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Pasal 14
Berdasarkan hasil penilaian kelayakan Usulan DAK
Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menghitung dan menyusun rincian pagu per
jenis/bidang/subbidang DAK Fisik.
Rincian pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibahas antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

kementerian/lembaga teknis terkait.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pembahasan antara
Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga

teknis.

Pasal 15

Dalam rangka menyusun Indikasi Kebutuhan Dana

DAK Nonfisik:

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana BOS,
Dana BOP PAUD, Dana TP Guru PNSD, DTP Guru
PNSD, dan Dana TKG PNSD;

b. Kementerian Kesehatan menyampaikan perkiraan
kebutuhan Dana BOK;

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana
BOKB;

d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah menyampaikan perkiraan kebutuhan
Dana PK2UKM; dan l

e. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan perkiraan

kebutuhan Dana Pelayanan AdL’ninduk,

2
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kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Perkiraan kebutuhan pendanaan masing-masing jenis
DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat minggu pertama bulan
Februari.

Berdasarkan perkiraan kebutuhan pendanaan yang
disampaikan oleh kementerian/lembaga teknis terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi

Kebutuhan Dana DAK Nonfisik.

Pasal 16
Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan Dana
Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat, Gubernur Papua dan Gubernur Papua
Barat menyampaikan usulan Dana Tambahan
Infrastruktur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan Dana
Keistimewaan DIY, Gubernur DIY menyampaikan
usulan Dana Keistimewaan DIY Lkepada Menter:
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.
Penyampaian usulan Dana Tambahan Infrastruktur dan
Dana Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) paling lambat minggu pertama
bulan Februari.
Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana
Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat serta Dana Keistimewaan DIY.
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Pasal 17

Indikasi Kebutuhan Dana TKDD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) digunakan sebagai dasar

Kebutuhan Dana TKDD dan penyusunan arah kebijakan

serta alokasi TKDD dalam Nota Keuangan dan Rancangan

APBN.

BAB IV
PENGALOKASIAN,

Bagian Kesatu

Dana Bagi Hasil |

Paragraf 1
Rencana Penerimaan DBH Pajak dan DBH CHT

Pasal 18

Berdasarkan pagu penerimaan pajak dalam Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur
Jenderal Pajak menetapkan:
a. rencana penerimaan PBB; dan .
b. rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh

WPOPDN.
Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas rencana penerimaan PBB:
a. Perkebunan;
b. Perhutanan,;
c. Minyak Bumi dan Gas Bumi,
d. Pengusahaan Panas Bumi, dan
e. Pertambangan lainnya dan Sektor lainnya.
Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh
Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

5

paling lambat minggu kedua bulan| September.
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Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh

Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dirinci menurut Daerah kabupaten dan

kota.

Rencana penerimaan PBB  Migas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, dirinci berdasarkan:

a. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal daratan
(onshore) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota;

b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal perairan
lepas pantai (offshore) setiap KKKS; dan

c. PBB Minyak Bumi dan Gas Bgmi dari tubuh bumi
setiap KKKS.

Rincian rencana penerimaan PBB ]Tﬁnyak Bumi dan Gas

Bumi sebagaimana dimaksud padia ayat (5), dibedakan

untuk: |

a. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung
Pemerintah; dan

b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar
langsung oleh KKKS ke bank persepsi.

Rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dirinci

berdasarkan Pengusaha Panas Bumi setiap Daerah

kabupaten dan kota.

Rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan

sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e dirinci berdasarkan sektor pertambangan

lainnya dan sektor lainnya menujut Daerah kabupaten

dan kota.

Pasal 19
Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan:
a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia
tahun sebelumnya yang dirinci setiap Daerah; dan
b. rencana penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia
sesuai dengan pagu dalam Rancangan Undang-

Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh

-

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
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kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Realisasi penerimaan CHT dan |rencana penerimaan
CHT sebagaimana dimaksud pada'ayat (1) disampaikan
paling lambat minggu kedua bulan September.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
menyampaikan data rata-rata produksi tembakau
kering untuk 3 -(tiga) tahun sebelumnya kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat minggu kedua bulan September.

Paragraf 2
Penetapan Daerah Penghasil dan

Dasar Penghitungan DBH SDA

Pasal 20
Berdasarkan pagu PNBP SDA dalam Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan
oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan:
a. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil sumber daya
alam minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan
panas bumi; dan
b. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil sumber daya
alam mineral dan batubara, l
untuk setiap Daerah provinsi, kabupaten, dan kota
penghasil tahun anggaran berkenaan.
Surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil sumber daya

alam pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud

 pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan kontrak

pengusahaan panas bumi sebelum dan setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi.

Surat penetapan Daerah penghasil dan dasar

penghitungan bagian Daerah penghasil untuk sumber

= -
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daya alam minyak bumi dan gas bumi, dan
pengusahaan panas bumi sebagailnana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disampaikan oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua
bulan September.

(4) Surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil untuk sumber
daya alam mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat m_il}tggu kedua bulan

September. l

|
Pasal 21 |
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi, setelah berkoordinasi dengan
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan data:
a. estimasi distribusi revenue dan entitlement Pemerintah
setiap KKKS; dan
b. estimasi reimbursement Pajak Pertambahan Nilai setiap
KKKS,
kepada Direktur Jenderal Anggaran, paling lambat minggu

keempat bulan Agustus.

Pasal 22

(1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data perkiraan
PBB Minyak Bumi dan PBB Gas Bumi yang dirinci
setiap KKKS kepada Direktur Jenderal Anggaran
sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBP
SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi.

(2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data
perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap
KKKS serta PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap

A
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pengusaha untuk Setoran Bagian Pemerintah yang

sudah memperhitungkan data perkiraan komponen

pengurang pajak dan pungutan lai‘ nya kepada Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan.

Data perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

diterima secara lengkap:

a. faktor pengurang berupa:

1. perkiraan PBB Minyak dan Gas Bumi setiap
KKKS dari  Direktorat  Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

2. perkiraan PBB Pengusahaan Panas Bumi setiap
Pengusaha dari Direktorat Jenderal Pajak;

3. estimasi reimbursement Pajak Pertambahan Nilai
Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari Kepala
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas |Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21; dan

4. estimasi reimbursement Pajak Pertambahan Nilai
Panas Bumi setiap pengusaha dari Direktorat
Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;

b. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah sumber daya alam
minyak bumi dan gas bumi serta pengusahaan
panas bumi untuk setiap provinsi, kabupaten, dan
kota tahun anggaran berkenaan; dan

c. data estimasi distribusi revdnue dan entitlement
Pemerintah setiap KKKS untu!k sumber daya alam
minyak bumi dan gas bumi dan setiap pengusaha

untuk sumber daya alam pengusahaan panas bumi.

Pasal 23
Berdasarkan pagu PNBP SDA dalam Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh

%

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat:
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a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menerbitkan surat penetapan Daerah penghasil dan
dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP
SDA Kehutanan tahun anggar .n berkenaan; dan

b. Menteri Kelautan dan Perikapan menyusun data
pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA
Perikanan. |

(2) Surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA
Kehutanan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)
huruf a disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu
kedua bulan September.

(3) Data pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b .
disampaikan oleh Menteri Kelaliltan dan Perikanan
kepada Menteri Keuangan c.q| Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua

bulan September.

Paragraf 3

Perubahan Data

Pasal 24

(1) Perubahan data dapat dilakukan dalam hal terjadi:

a. perubahan APBN;

b. perubahan Daerah penghasil dan/atau dasar
penghitungan bagian Daerah jpenghasil DBH SDA
dan PNBP SDA; dan/atau

c. salah hitung.

(2) Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai,
atau Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan
perubahan data:

a. rencana penerimaan PBB, penerimaan PPh Pasal 21
dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1);

¢
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b. rencana penerimaan CHT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; atau

c. perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi Dan Gas Bumi
setiap KKKS dan PNBP SDA pengusahaan panas
bumi setiap pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2),

kepada Direktur Jenderal Per|mbangan Keuangan

paling lambat minggu keempat bulan Oktober.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau Menteri

Kelautan dan Perikanan menyampaikan perubahan

data:

a. penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil untuk
sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi,
pengusahaan panas bumi, dan mineral dan
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1);

b. penetapan  daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian daerah penghasil PNBP SDA
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf a; atau

c. pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf b,

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat

bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4 |

Prognosa Realisasi Penerimaan Pajak

Pasal 25
Direktur Jenderal Pajak melakukan perhitungan

prognosa realisasi penerimaan:

a. PBB; dan
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b. PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN setiap Daerah
kabupaten dan kota.

Prognosa realisasi penerimaan PBB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas prognosa

realisasi penerimaan PBB:

a. Perkebunan,;

b. Perhutanan;

c. Minyak Bumi dan Gas Bumi;

d. Pengusahaan Panas Bumi; dan

e. Pertambangan Lainnya dan Sektor Lainnya.

Prognosa realisasi penerimaan PBB Minyak Bumi dan

Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dirinci berdasarkan:

a. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung
Pemerintah; dan

b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar
langsung oleh KKKS ke bank persepsi.

Prognosa realisasi penerimaan PBB Minyak Bumi dan

Gas Bumi sebagaimana dimaksu | pada ayat (3) dirinci

berdasarkan:

a. PBB Minyak Bumi dan Gas B lmi dari areal daratan
(onshore) setiap KKKS menurut Daerah kabupaten
dan kota; dan

b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal perairan
lepas pantai (offshore) dan PBB Minyak Bumi dan
Gas Bumi dari tubuh bumi setiap KKKS.

Prognosa realisasi penerimaan PBB Pengusahaan Panas

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

dirinci menurut pengusaha setiap Daerah kabupaten

dan kota.

Prognosa realisasi penerimaan . PBB Pertambangan

Lainnya dan Sektor Lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e dirinci| berdasarkan sektor

pertambangan lainnya dan sektor lainnya menurut

Daerah kabupaten dan kota.
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Prognosa realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

paling lambat minggu keempat bulan Oktober.

Paragraf 5

Prognosa Realisasi Penerimaan PNBP SDA

Pasal 26
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri
Kelautan dan Perikanan masing-masing melakukan
penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA
yang dibagihasilkan pada tahun anggaran berkenaan
setiap Daerah provinsi, kabupaten, dan kota penghasil.
Penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
rekonsiliasi data antara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, dan Kement rian Kelautan dan
Perikanan dengan Daerah penghasil, yang melibatkan
Kementerian Keuangan.
Hasil rekonsiliasi data Sebagaimlana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
Prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan
Perikanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu

keempat bulan Oktober.

Pasal 27

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian

|

penghitungan prognosa realisasi lifting minyak bumi

g’

Energi dan Sumber Daya [Mineral melakukan
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dan gas bumi setiap Daerah provinsi, kabupaten, dan
kota penghasil tahun anggaran berkenaan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral melakukan penghitungan prognosa
realisasi produksi Pengusahaan Panas Bumi setiap
Daerah provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun
anggaran berkenaan.

Penghitungan prognosa realisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat |(2) dilakukan melalui

- rekonsiliasi data antara Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral dan daerah penghasil, dengan
melibatkan Kementerian Keuangan.

Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
Prognosa realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur
Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Oktober.
Prognosa realisasi produksi pengusahaan panas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat|(2) disampaikan oleh
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Anggaran dan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
minggu kedua bulan Oktober.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan prognosa
distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap
KKKS tahun anggaran berkenaan kepada Direktur
Jenderal Anggaran paling lambat ‘minggu kedua bulan

Oktober. |

2
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Prognosa distribusi revenue dan entitlement Pemerintah
untuk minyak bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) disampaikan menurut jenis minyak bumi setiap

KKKS tahun anggaran berkenaan.

Pasal 28
Berdasarkan prognosa realisasi [lifting minyak bumi dan
gas bumi, prognosa realisasi produksi pengusahaan
panas bumi, dan prognosa distribusi revenue dan
entitlement Pemerintah setiap [KKKS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7),
Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan
prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA:
a. Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS; dan
b. Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha.
Prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sudah memperhitungkan faktor
pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (3) huruf a.
Prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur
Jenderal Anggaran  kepada i Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat

bulan Oktober.

Paragraf 6
Realisasi Penerimaan Pajak, CHT, dan PNBP SDA

Pasal 29
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi
penerimaan PBB dan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN
setiap kabupaten dan kota kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan
setelah  hasil pemeriksaan Laporan  Keuangan

Pemerintah Pusat dikeluarkan olieh Badan Pemeriksa

Keuangan.

2
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(2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai! menyampaikan data
realisasi penerimaan CHT setiap kabupaten dan kota
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan
dan Perikanan, dan Direktur Jenderal Anggaran sesuali
tugas dan fungsi masing-masing menyampaikan
realisasi PNBP SDA Minyak Bumi | an Gas Bumi, Panas
Bumi, Mineral dan Batubard, Kehutanan, dan
Perikanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) '
bulan setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.

Paragraf 7

Penghitungan dan Penectapan Alokasi

Pasal 30

(1) DBH PBB terdiri atas: :

a. DBH PBB bagian provinsi, kablilpa'ten, dan kota;
Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten,
dan kota; dan

c. DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota.

(2) Berdasarkan rencana penerimaan PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan alokasi DBH PBB dan Biaya Pemungutan
PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(3) Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi, kabupaten,
dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dihitung  sesuai dengan  ketentuan peraturan

,
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perundang-undangan dan persentase pembagian antara
Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal
dari PBB bagian Pemerintah, yang seluruhnya dibagikan
secara merata kepada seluruh Daerah kabupaten dan

kota.

Pasal 31

Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (2) untuk PBB Minyak Bumi dan

Gas Bumi dan PBB Penguséhaan Panas Bumi

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi onshore dan PBB
Pengusahaan Panas Bumi ditatausahakan
berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak
untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi offshore dan PBB
Minyak Bumi dan Gas Bumi tubuh bumi
ditatausahakan menurut kabupaten dan kota
dengan menggunakan formula dan selanjutnya
dibagi sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan. i

Formula sebagaimana dimaksud pgada ayat (1) huruf b

ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang

ditanggung oleh Pemerintah menggunakan formula:

(20% x rasio JP) + (10% x rasio LW) + F‘EB figas
PBB per A el : | affshore dan
o=t (3% % rasto lnvers PAD) + (63% %} ¥ aom xeinn
kab fkota sty Liftine Migs PBE Migas
(rasio Lifting Migas) whb bl
Keterangan:
Jp = Jumlah Penduduk
LW = Luas Wilayah
PAD = Pendapatan Asli Daerah

dan
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b. untuk PBB Minyak Bumi c\lan Gas Bumi yang

dibayar langsung oleh KKK%": ke bank persepsi

menggunakan formula: |

PBB Migas
PBByper e ppns , of fshore dan
ab/kota = Rasio Lifting Migas x PBB Migas

Tubuh Bumi

Penghitungan PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi offshore
dan PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi tubuh bumi
setiap Daerah kabupaten dan kota dari PBB Minyak
Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung Pemerintah
ditetapkan sebagai berikut:
a. 10% (sepuluh persen) menggunakan formula
sebagaimana diatur pada ayat I2) huruf a; dan
b. 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara
proporsional sesuai dengan prognosa realisasi PBB
Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun anggaran
sebelumnya. |
Dalam hal data prognosa realisasi penerimaan PBB
Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) tidak disampaikan sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (7), penghitungan PBB Minyak Bumi dan
Gas Bumi offshore dan PBB Minyak Bumi dan Gas
Bumi tubuh bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b  dibagi secara  proporsional dengan
menggunakan rencana penerimaan PBB Minyak Bumi

dan Gas Bumi tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 32
Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi
jumlah penduduk setiap Daerah kabupaten atau kota

dengan total jumlah penduduk nasional.
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Rasio luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi luas
Wilayéh setiap Daerah kabupaten atau kota dengan total
luas wilayah nasional.

Rasio invers PAD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi

. 1%
invers PAD setiap Daerah kabupaten atau kota (Panz')'

dengan total invers PAD seluruh Daerah kabupaten dan

kOta (Z:-El[ﬂﬁgng ])*

Rasio lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dihitung dengan
membagi lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap
Daerah kabupaten dan kota pehghasil dengan total
lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi seluruh Daerah
kabupaten dan kota penghasil. |

Pasal 33

Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan PAD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a

merupakan data yang digunakan dalam penghitungan

DAU untuk tahun anggaran berkenaan.

Penggunaan data lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) diatur

dengan ketentuan:

a. untuk alokasi PBB Minyak ]?)umi dan Gas Bumi
menggunakan data prognosa |lifting Minyak Bumi
dan Gas Bumi tahun sebelumnya dari Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

b. untuk perubahan alokasi PBB Minyak Bumi dan
Gas Bumi menggunakan data prognosa atau
realisasi lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun
sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral.

Z
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Pasal 34

Berdasarkan rencana penerimaan . PPh  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) |huruf b, Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan meldkukan penghitungan

alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WROPDN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

(4)

Pasal 35
Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan hasil
penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh
WPOPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ditetapkan alokasi DBH Pajak untuk Daerah provinsi,
kabupaten, dan kota.
Dalam hal rencana penerimaan; Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat| (1) berbeda sangat
signifikan  dengan realisasi |penerimaan tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1), alokasi DBH Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan realisasi
penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya.
Dalam hal rencana penerimaan Pajak  tidak
disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), penghitungan alokasi
DBH Pajak dapat dilakukan berdasarkan data
penerimaan Pajak tahun sebelumnya.
Alokasi DBH Pajak menurut provinsi, kabupaten, dan
kota tercantum dalam Pera‘cureuf Presiden mengenai

rincian APBN.

Pasal 36
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menetapkan alokasi DBH CHT setiap provinsi
berdasarkan formula pembagian sebagai berikut:
DBH CHT per provinsi = {{58% x CHT) + (38% x TBK) +
(4% x IPM)} x Pagu DBH CHT

2
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Keterangan:

CHT = proporsi realisasi penerimaan cukai
hasil tembakau suatu provinsi tahun
sebelumnya E:rhadap realisasi
penerimaan cukai hasil tembakau
nasional

TBK = proporsi rata-rata produksi
tembakau kering suatu provinsi
selama tiga tahun terakhir terhadap
rata-rata produksi tembakau kering
nasional

IPM = proporsi invers indeks pembangunan
manusia suatu provinsi tahun
sebelumnya terhadap invers indeks
pembangunan manusia seluruh
provinsi penerima cukai hasil
tembakau

Pagu DBH = 2% (dua persen) dari rencana

CHT penerimaan CuLai Hasil Tembakau
tahun berkenaan

Alokasi DBH CHT setiap provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri

Keuangan c¢.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan kepada gubernur paling lama 5 (lima) hari

kerja setelah ditetapkannya Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN atau setelah diinformasikan

secara resmi melalui portal Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Pasal 37
Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap provinsi,
sebagaimana dimaksud dalam IPasad 36 ayat (2),
gubernur menetapkan pembagian DBH CHT, dengan
ketentuan:
a. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi yang

£

bersangkutan;
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b. 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten dan
kota penghasil; dan
c. 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten dan kota
lainnya.
Alokasi DBH CHT untuk kabupat 1 dan kota penghasil
sebagaimana dimaksud pada ayat| (1) huruf b, dihitung
berdasarkan variabel penerima n cukai, dan/atau
produksi tembakau, serta dapat mempertimbangkan
persentase penyerapan DBH CHT tahun sebelumnya di
setiap Daerah kabupaten dan kota penghasil.
Alokasi DBH CHT untuk kabupaten dan kota lainnya
sebagaimana dimaksud padé ayat (1) huruf c dihitung
secara merata atau menggunakan variabel jumlah
penduduk serta dapat mempertimbangkan persentase
penyerapan DBH CHT tahun sebelumnya.
Persentase penyerapan DBH CHT tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
merupakan persentase penyerapaA atas DBH CHT yang
telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembagian dan besaran alokasi DBH CHT
untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota di provinsi
yang bersangkutan ditetapkan dengan peraturan

gubernur.

Pasal 38

Gubernur menyampaikan penetapan pembagian DBH
CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada bupati
dan walikota di wilayahnya paling lambat minggu
keempat bulan November.

Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas
penetapan pembagian DBH CHT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) didasarkan hasil evaluasi atas kesesuaian

¢
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penetapan gubernur atas pembagian DBH CHT setiap
kabupaten dan kota terhadap ketentuan pembagian
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal gubernur tidak menyampaikan ketetapan
pembagian DBH CHT setiap kabup!aten dan kota sesual
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri Keuangan mehetapkan pembagian
berdasarkan formula pembagian tahun sebelumnya
dengan menggunakan data variabel penerimaan cukai
dan/atau produksi tembakau di setiap kabupaten dan
kota penghasil yang digunakan untuk menghitung
alokasi tahun bersangkutan.

Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan penetapan pembagian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan paling lambat bulan Desember.

Pasal 39 l

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan

penghitungan alokasi PNBP SDA r}ninyak bumi dan gas

bumi setiap Daerah penghasil berdasarkan data sebagai
berikut:

a. surat penetapan daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya
alam minyak bumi dan gas bumi, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan

b. data perkiraan PNBP SDA minyak bumi dan gas
bumi setiap KKKS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2).

Dalam hal PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi setiap

KKKS mencakup dua Daerah| atau lebih maka

penghitungan alokasi PNBP SDA minyak bumi dan gas

bumi sebagaimana dimaksud pac;E ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan:
a. untuk minyak bumi, PNBP SDA setiap Daerah

penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa



(1)

- 47 -

lifting minyak bumi setiap Daerah penghasil
menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBP

SDA setiap KKKS menurut jenis minyak; dan

b. untuk gas bumi, PNBP SDA setiap daerah penghasil

dihitung berdasarkan rasio prognosa lifting gas bumi

setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBP SDA

setiap KKKS. E
Dalam hal data PNBP SDA mim‘rak bumi dari suatu
KKKS tidak tersedia menurut (jenis minyak bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PNBP
SDA setiap Daerah penghasil dihitung berdasarkan
rasio prognosa lifting minyak bumi setiap Daerah
penghasil dikalikan dengan PNBP SDA KKKS yang
bersangkutan.
Berdasarkan alokasi PNBP SDA minyak bumi dan gas
bumi setiap Daerah penghasil, Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
alokasi DBH SDA Minyak Bumi Dan Gas Bumi untuk
Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-u i“Ldarylgan.
Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA
Minyak Bumi Dan Gas Bumi sel agaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi
Dan Gas Bumi untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan
kota.
Alokasi DBH SDA Minyak Bumi Dan Gas Bumi menurut
Daerah provinsi, kabupateri, dan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 40
Penghitungan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi

untuk kontrak pengusahaan panas bumi sebelum

berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

tentang Panas Bumi dilaksanakan|dengan ketentuan:
a. Direktorat Jenderal Perimbangan = Keuangan

melakukan penghitungan alokasi PNBP SDA

&’
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pengusahaan panas bumi setiap Daerah penghasil

berdasarkan data sebagai berikut:

1. surat penetapan daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil sumber
daya alam = pengusahaan panas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
dan

2. data perkiraan PNBP SDA; pengusahaan panas
bumi setiap pengusaha sepagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2);

b. Alokasi PNBP SDA pengusahaan panas bumi setiap
Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada
huruf a dihitung berdasarkan rasio bagian Daerah
penghasil dikalikan dengan perkiraan PNBP SDA

setiap pengusaha,;

c. Berdasarkan alokasi PNBP SDA pengusahaan panas

bumi setiap Daerah penghasil, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
alokasi DBH SDA pengusahaan panas bumi untuk
Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA

Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada huruf c, ditetapkan "alokasi DBH SDA
Pengusahaan Panas Bumi untuk Daerah provinsi,
kabupaten, dan kota.

Penghitungan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi

untuk kontrak pengusahaan panas bumi setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

tentang Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan
melakukan penghitungan alokasi DBH SDA
Pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi,
kabupaten, dan kota berdasatikan surat penetapan
daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian

daerah penghasil sumber da a alam pengusahaan

3
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panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3); dan |

b. Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA
pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, ditetapkan alokasi DBH SDA
Pengusahaan Panas Bumi untuk Daerah provinsi,
kabupaten, dan kota.

(3) Alokasi DBH SDA Pengusahaaﬁ Panas Bumi menurut
Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d Ldan ayat (2) huruf b

en mengenai rincian

tercantum dalam Peraturan Presi

APBN.

Pasal 41

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara,
Kehutanan, dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten,
dan kota berdasarkan:

a. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil untuk
sumber daya alam mineral dan batubara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4);

b. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah [penghasil PNBP SDA
kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2); dan

c. data pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3).

(2) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA
Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi
DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan
Perikanan untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

(3) Alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan,

dan Perikanan menurut provinsi, kabupaten, dan kota

i
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 42
Dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan
dan Perikanan terlambat menyampaikan data Daerah
penghasil, data dasar penghitungan bagian Daerah penghasil
DBH SDA dan data pendukung sesuai batas waktu yang
ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 23
ayat (2) dan ayat (3), penghitungan dan penetapan alokasi
DBH SDA dapat dilakukan berdasarkan data yang

disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 43
Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 24
ayat (2) huruf ¢ dan ayat (3) terlambat disampaikan, maka
penghitungan dan penetapan perubahan alokasi DBH SDA
dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan alokasi
DBH SDA menurut provinsi/kabupaten/kota yang telah

ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 44

(1) Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (5), Pasal 40/ayat (1) huruf d dan
ayat (2) huruf b, dan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42
dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi
PNBP SDA setiap Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun
terakhir.

(2) Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditetapkan di bawah pagu dalam
Undang-Undang mengenai APBN.
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Paragraf 8
Perubahan Alokasi DBH

Pasal 45

Alokasi DBH menurut provinsi, kabupaten, dan kota
yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenal
rincian APBN dapat dilakukan perubahan dalam hal
terdapat perubahan data dan/atau kesalahan hitung.
Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya
perubahan data sebagaimana: dimaksud dalam
Pasal 24, prognosa realisasi| penerimaan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam IPasal 25 ayat (7),
prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dan prognosa
realisasi PNBP SDA sebagaiman-a dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3).

Dalam hal prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan
prognosa realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (3) tidak disampaikan, Menteri
Keuangan dapat melakukan perubahan alokasi DBH
SDA berdasarkan prognosa realisasi PNBP SDA
semester II dalam Laporan Semes Er Pelaksanaan APBN
dan hasil rekonsiliasi dengan tLernente:rian/ lembaga

terkait,

Paragraf ©
Penghitungan Alokasi DBH

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Negara

Pasal 46
Berdasarkan data realisasi penerimaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29, Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan

g
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Y

realisasi alokasi DBH untuk setia;J provinsi, kabupaten,

dan kota.

Penghitungan alokasi DBH berdasarkan realisasi

penerimaan negara dilakukan melalui mekanisme

rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal alokasi DBH berdasarkan realisasi

penerimaan negara lebih besar dari alokasi DBH yang

ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN dan/atau perubahan alokasi DBH maka terdapat

Kurang Bayar DBH.

Dalam hal alokasi DBH berdasarkan realisasi

penerimaan negara lebih kecil; dari alokasi yang

ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN dan/atau perubahan alokasl DBH, maka terdapat

Lebih Bayar DBH.

Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), mencakup:

a. kurang bayar atas penghitungan penerimaan PNBP
SDA  tahun-tahun  sebelumnya  yang  baru
teridentifikasi daerah penghasilnya;

b. penerimaan PNBP SDA tahun-tahun sebelumnya
yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya;
dan

c. koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya
perubahan Daerah pengha;ﬂ dan/atau dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil untuk
tahun-tahun sebelumnya.

Pengalokasian kurang bayar atas penerimaan PNBP

SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat

ditelusuri Daerah penghasilnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b, dilakukan secara proporsional
berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran
berkenaan.

Kurang Bayar DBH disampaikan oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat

£
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Jenderal Anggaran untuk dianggarkan dalam APBN
Perubahan atau APBN tahun anggaran berikutnya.
Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat mencakup korecksi atas alEkasi sebagai akibat
adanya perubahan Daerah penghasil dan/atau dasar
penghitungan  bagian Daerah  penghasil untuk
tahun-tahun sebelumnya.
Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diperhitungkan dalam penyaluran atas alokasi DBH
tahun anggaran berikutnya.
Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH
menurut provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.
|
Bagian Kedua

Dana Alokasi Umut

Paragraf 1

Penyediaan Data

Pasal 47
Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data dasar
penghitungan DAU, yang meliputi:
a. indeks pembangunan manusia;
b. produk domestik regional bruto per kapita; dan
c. indeks kemahalan konstruksi,
kepada Menteri Keuangan c.q.; Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lamLat bulan Juli.
Penyampaian data sebagaimana di‘ aksud pada ayat (1)
disertai dengan penjelasan metode
penghitungan/pengolahan data.
Menteri Dalam Negeri menyampaikan data jumlah
penduduk, kode, dan data wilayah administrasi
pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan paling lambat bulan Juli.

¢
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Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan data
luas wilayah perairan provinsi, kabupaten, dan kota
kepada Menteri Keuangan c.q.lb Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling laml\‘at bulan Juli.

r

Negara dan Reformasi

Menteri Pendayagunaan Aparatu
Birokrasi menyampaikan data formasi Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan
data DBH, PAD, total belanja daerah, dan total gaji

Pegawai Negeri Sipil Daerah paling lambat bulan Juli.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 48
DAU untuk suatu Daerah |ialokasikan dengan

menggunakan formula:

DAU = CF + AD

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum
CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan formula:

CF = KbF — KpF

Keterangan:

Lale = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal
KpF = Kapasitas Fiskal

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji Pegawai
Negeri Sipil Daerah.

Kebutuhan fiskal daerah diukur/dihitung berdasarkan
total belanja daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas

wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Produk

7%
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Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks
Kemahalan Konstruksi, dengan menggunakan formula:
KbF =TBR (0, IP + a; IW + a3 IKK + a4 IITM+ as IPDRB per kaptta)
Keterangan:

KbF = Kebutuhan Fiskal

TBR = Total Belanja Rata-Rata |

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
[PM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRD per kapita = Indeks dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita

f[:fl f(: t‘i’s o A Lrl\’s 2 3 :
®, dan = bobot masing-masing variabel

yang ditentukan berdasarkan
hasil uji statistik
Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari

PAD dan DBH dengan formula:

KpF = PAD + DBH SDA +DBH Pajak
Keterangan:

KpF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah
DBH SDA = DBH Sumber Daya Alam

DBH Pajak = DBH Pajak

Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) digunakan oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dalam rangka menghitung
alokasi DAU menurut provinsi, kabupaten, dan kota
berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang

ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat

pemerataan keuangan antar-Daerah.
Hasil penghitungan alokasi DAEIL menurut provinsi,
kabupaten, dan kota berdasarkan Rencana Dana
Pengeluaran DAU nasional dengan menggunakan
formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan

7%
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Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat [ Nota Keuangan
dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai
APBN dan hasil pembahasan alokasi DAU menurut
provinsi, kabupaten, dan kota seFagaimana dimaksud
pada ayat (7), ditetapkan alokasi DAU menurut provinsi,
kabupaten dan kota. {A

Alokasi DAU menurut provinsi, kabupaten, dan kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Ketiga
DAK Fisik

Paragraf 1

Sinkronisasi dan Harmonisasi Kegiatan DAK Fisik

Pasal 49 i
Berdasarkan hasil pembahasan seéaagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3), Kementerian Keuangan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
dan kementerian/lembaga teknis melakukan koordinasi
dengan Pemerintah Daerah.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk melakukan  sinkronisasi dan
harmonisasi:
a. antarkegiatan pada bidang DAK Fisik per Daerah;
b. antarbidang DAK Fisik per Daerah;
c. antarbidang DAK Fisik pada bg‘berapa daerah dalam
satu wilayah provinsi; dan I
d. antara kegiatan yang akan didanai dari DAK Fisik
dengan kegiatan yang dijanai dari sumber
pendanaan lainnya.
Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan

rekomendasi gubernur atas salinan usulan DAK Fisik

2
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yang disampaikan oleh bupati/walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Paragraf 2
Penghitungan dan Penetapan Alokasi
i

Pasal 50
Berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi
sebagaimana dimaksud dalam! Pasal 49 ayat (2),
Kementerian Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga
teknis dapat melakukan penyesuaian target output per
jenis/bidang/subbidang DAK Fisik per daerah.
Penyesuaian target output sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembahasan
antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Keme itel'ian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan ! ementerian/lembaga

teknis.

Pasal 51

Berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dalam
Pasal 49 ayat (2) dan berita acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menyusun perhitungan alokasi DAK Fisik
per jenis/bidang/subbidang per daerah.
Hasil perhitungan alokasi DAK Fisik
per jenis/bidang/subbidang per |daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

iembahasan tingkat I

Dewan Perwakilan Rakyat dalam

Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang

£

mengenai APBN.



- 58 -

Pasal 52

(1) Berdasarkan pagu DAK Fisik dalam Undang-Undang
mengenai APBN dan hasil pembahasan alokasi
DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang per Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),
ditetapkan alokasi DAK Fisik per

jenis/bidang/subbidang per Daerah.
(2) Alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang per
1da ayat (1) tercantum

Daerah sebagaimana dimaksud p

dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 53

(1) Berdasarkan alokasi DAK Fisik yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) atau informasi resmi melalui
portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Daerah menganggarkan dalam APBD dan
menyampaikan usulan rencana kegiatan kepada
kementerian/lembaga teknis.

(2) Usulan rencana kegiatan sebagai; ana dimaksud pada
ayat (1) paling kurang memuat:

a. rincian dan lokasi kegiatan;
b. target output kegiatan;

c. prioritas lokasi kegiatan,;

d. rincian pendanaan kegiatan,;
e. metode pelaksanaan kegiatan;
f.  kegiatan penunjang; dan

g. jadwal pelaksanaan kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah dengan
kementerian/lembaga teknis terkait dan dituangkan
dalam berita acara. :

(4) Rincian dan lokasi kegiatan Seﬁagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan target output sebagaimana
pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri/pimpinan
lembaga teknis terkait paling la.mbat minggu kedua

bulan Januari dan disampaikan kepada Menteri

g’



-59 -

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Pasal 54

Pelaksanaan DAK Fisik berpedoman pada:

a. petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden; dan

b. standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan
menteri/pimpinan lembaga |mengenai petunjuk
operasional DAK Fisik.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak

5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ay‘at (2) untuk mendanai

kegiatan penunjang yang berhubungan langsung

dengan kegiatan DAK Fisik, yang meliputi:

a. desain perencanaan;

b. biaya tender;

c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang
dilakukan secara swakelola;

d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan
kontraktual;

e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan

f. perjalanan dinas ke/dari lol}kasi kegiatan dalam
rangka perencanaan, pengendalian, dan

pengawasan.

Bagian Keempat

DAK Nonfisik

Pasal 55
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan
penghitungan alokasi:
a. Dana BOS untuk provinsi, termasuk dana cadangan
BOS; |
b. Dana BOP PAUD untuk kabul-Laten/ kota, termasuk
dana cadangan BOP PAUD;
&
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Dana TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten,
dan kota, termasuk dana cadangan TP Guru PNSD;
DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan
kota, termasuk dana cadangan DTP Guru; dan

Dana TKG PNSD untuk provinsi, kabupateﬁ, dan
kota, termasuk dana cadangan TKG PNSD.

Penghitungan alokasi dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) termasuk memperhitungkan adanya:

a.

lebih salur atas penyaluran dana tahun anggaran
sebelumnya, untuk alokasi Dana BOS dan Dana
BOP PAUD; dan

kurang salur dan sisa dana|di kas daerah atas
penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya,
untuk alokasi Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD
dan Dana TKG PNSD.

Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a.

jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan per
siswa, untuk alokasi Dana BOS;

jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan
per peserta didik, untuk alokasi Dana BOP PAUD;
jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi
dikalikan dengan gaji pokok, untuk alokasi Dana TP
Guru PNSD;

jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi profesi
dikalikan dengan alokasi dana  tambahan
penghasilan per orang per bulan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN
tahun sebelumnya, untuk alokasi DTP Guru PNSD,
dan

jumlah guru PNSD di daerah khusus dikalikan
dengan gaji pokok, untuk alokasi Dana TKG PNSD.

Penghitungan alokasi dana cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a.

proyeksi perubahan jumlah siswa dari perkiraan
semula pada tahun anggaran |bersangkutan, untuk

alokasi dana cadangan BOS; (\
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b. proyeksi perubahan jumlah peserta didik dari
perkiraan semula  pada tahun anggaran
bersangkutan, untuk alokasi dana cadangan BOP
PAUD;

c. proyeksi perubahan jumlah guru PNSD yang sudah
bersertifikasi profesi dari perkiraan semula pada
tahun anggaran bersangkutan, untuk alokasi dana
cadangan TP Guru PNSD;

d. proyeksi perubahan jumlah guru PNSD yang belum
bersertifikasi profesi dari perkiraan semula pada
tahun anggaran bersangkutaﬂ untuk alokasi dana
cadangan DTP Guru PNSD; da

e. proyeksi perubahan jumlah guru PNSD di daerah
khusus dari perkiraan semula pada tahun anggaran
bersangkutan, untuk alokasi dana cadangan TKG
PNSD.

Dalam melakukan penghitungan alokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan  berkoordinasi dengan  Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Hasil penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat bulan Agustus. !

Hasil penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) digunakan sebagai bahan kebijakan

alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat

Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan

Undang-Undang mengenai APBN.

Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang

mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana

2

dimaksud pada ayat (7), ditetapkaﬁ alokasi:
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a. Dana BOS menurut provinsi, termasuk dana
cadangan BOS;

b. Dana BOP PAUD menurut kabupaten/kota,
termasuk dana cadangan BOP PAUD;

c. Dana TP Guru PNSD menurut provinsi, kabupaten,
dan kota, termasuk dana cadangan TP Guru PNSD;

d. DTP Guru PNSD menurut provinsi, kabupaten, dan
kota, termasuk dana cadangan DTP Guru; dan

e. Dana TKG PNSD menurut provinsi, kabupaten, dan
kota, termasuk dana cadangan TKG PNSD.

Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum

dalam Peraturan Presiden mengenéi rincian APBN.

Pasal 56

Kementerian Kesehatan melakukan penghitungan

alokasi Dana BOK untuk kabupaten/kota.

Rincian alokasi Dana BOK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdir1 atas:

a. BOK;

b. Akreditasi Rumah Sakit;

c. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; dan

d. Jaminan Persalinan.

Penghitungan alokasi Dana BOK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sberdas.su*kan:

a. biaya operasional Pusat Ke‘sehatan Masyarakat
dikalikan dengan jumlah | Pusat Kesehatan
Masyarakat, untuk BOK;

b. biaya akreditasi rumah sakit dikalikan dengan
jumlah rumah sakit yang akan diakreditasi, untuk

akreditasi rumah sakit;

c. biaya akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat

dikalikan dengan jumlah Pusat Kesehatan
Masyarakat yang akan diakreditasi, untuk akreditasi
Pusat Kesehatan Masyarakat; dan

d. biaya sewa rumah tunggu kelahiran ditambah
transportasi ibu  bersalin, biaya persalinan,

operasional rumah tunggu kelahiran dan konsumsi

2
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ibu bersalin dengan pendampi]}ng dikalikan jumlah

pasien ibu bersalin, untuk jaminan persalinan.
Penghitungan alokasi Dana !BOK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan
sisa Dana BOK di kas Daerah atas penyaluran dana
BOK tahun anggaran sebelumnya.
Dalam melakukan penghitungan alokasi Dana BOK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian
Kesehatan melakukan koordinasi dengan Kementerian
Keuangan c¢.q Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
Hasil penghitungan alokasi Dana BOK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampai can oleh Kementerian
Kesehatan kepada Kementerijn Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbang Keuangan paling
lambat bulén Agustus.
Hasil penghitungan alokasi Dana BOK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan
kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat
Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN.
Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang
mengenai APBN yang telah disetuyjui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), ditetapka}m alokasi Dana BOK
menurut kabupaten/kota. |
Alokasi Dana BOK menurLt kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 57
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional melakukan penghitungan alokasi Dana BOKB
untuk kabupaten/kota.
Alokasi Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas biaya operasional:

¢
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a. Balai Penyuluhan KB; |

b. distribusi alat dan obat kontraﬁepsi; dan

c. pergerakan Program KB di 1<:am]pung KB.

Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. biaya penyuluhan KB dikalikan dengan jumlah balai
penyuluhan, untuk operasional Balai Penyuluhan
KB;

b. biaya distribusi dikalikan dengan jumlah fasilitas
kesehatan, untuk operasional distribusi alat dan
obat kontrasepsi; dan

c. biaya pergerakan program KB dikalikan dengan
jumlah kampung KB, untuk operasional pergerakan
Program KB di kampung KB.

Penghitungan alokasi Dana EOKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuik memperhitungkan

sisa Dana BOKB di kas daerah atas penyaluran dana

BOKB tahun anggaran sebelumnya.

Dalam melakukan penghitungan alokasi Dana BOKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan

c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.

Hasil penghitungan alokasi Danal BOKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan

kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat

Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan

Undang-Undang mengenai APBN.

Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai

APBN dan hasil pembahasan penghitungan alokasi
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sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan
alokasi Dana BOKB menurut kabupaten /kota.

Alokasi Dana BOKB menunut kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat| (8) tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 58
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
menghitung alokasi Dana PK2UKM untuk provinsi.
Penghitungan alokasi Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah
peserta pelatihan dikalikan dengan biaya satuan per
paket pelatihan ditambah dengan honor dan fasilitasi
pendamping.
Penghitungan alokasi Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan
sisa Dana PK2UKM di kas daerah atas penyaluran Dana
PK2UKM tahun anggaran sebelumnya.
Dalam melakukan penghitungan alokasi Dana PK2UKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan
koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Hasil penghitungan alokasi Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kkepada
Kementerian Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.
Hasil penghitungan alokasi Dana FK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan
kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat
Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN.
Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai

APBN dan hasil pembahasan penghitungan alokasi

g
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sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan
alokasi Dana PK2UKM menurut provinsi.

Alokasi Dana PK2UKM menurut provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantiim dalam Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 59

Kementerian Dalam Negeri menghitung alokasi Dana

Pelayanan Adminduk untuk provinsi, kabupaten, dan

kota.

Penghitungan alokasi Dana Pelayanan Adminduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk provinsi, berdasarkan jumlah
kabupaten/kota yang dilayani dikalikan dengan
biaya satuan per kegiatan; dan.

b. untuk  kabupaten/kota, erdasarkan jumlah
penduduk yang dilayani dikalikan dengan biaya
satuan per kegiatan dan biaya satuan per layanan.

Penghitungan alokasi Dana Pelayanan Adminduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk

memperhitungkan sisa dana di kas daerah atas
penyaluran Dana Pelayanan Adminduk tahun anggaran
sebelumnya.

Dalam melakukan penghitungan Dana Pelayanan

Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan

Kementerian Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Hasil penghitungan alokasi Dana IPelayanan Adminduk

sebagaimana dimaksud pada ayat|(1l) disampaikan oleh

Kementerian Dalam  Negeri Repada Kementerian

Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan paling lambat bulan Agustus.

Hasil penghitungan eﬂokasi Dana Pelayanan Adminduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai

bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk
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disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan
dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai
APBN dan hasil pembahasan };enghitungan alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan
alokasi Dana Pelayanan Adminch%lk menurut provinsi,
kabupaten, dan kota.

Alokasi Dana Pelayanan Adminduk menurut provinsi,
kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai

rincian APBN.

Bagian Kelima

Dana Insentif Daerah

Paragraf 1

Penyediaan Data |

Pasal 60

Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data dasar
penghitungan DID yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan
Juli.

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
menyampaikan data opini Badan Pemeriksa Keuangan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat bulan Julj.

Menteri/pimpinan lembaga terkait menyampaikan data
dasar penghitungan DID yang bersumber dari
kementerian/lembaga terkait kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat bulan Juli.
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Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan
data APBD, realisasi APBD, dan penetapan Peraturan
Daerah mengenai APBD paling lambat bulan Juli.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 61

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan alokasi DID dengan mempertimbangkan
perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan
pemerintah mengenai besaran pagu DID.

Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian terhadap

perbaikan indikator kinerja tertentu di bidang tata
kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan
kesejahteraan masyarakat.

Indikator kinerja tata kelola‘ keuangan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian
terhadap perbaikan kinerja di | bidang pengelolaan
keuangan daerah, yang dapat berupa besarnya belanja
infrastruktur di APBD, kinerja penyerapan anggaran,
kinerja kemandirian fiskal, opini Badan Pemeriksa

Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah,

serta penggunaan e-government.

Indikator kinerja pelayanan dasar publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator yang

dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan
kinerja pelayanan dasar publik: '

a. bidang pendidikan berupa rata-rata lama sekolah;
bidang kesehatan berupa persentase bayi usia
dibawah 2 (dua) tahun d%mgan tinggi badan
pendek/sangat pendek; §

c. bidang infrastruktur berupa persentase rumah

tangga menurut akses sumber air minum layak,

g
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sanitasi layak, dan persentase jalan Daerah baik

dan sedang; dan
d. kemudahan investasi berupa kinerja pelayanan

terpadu satu pintu.
Indikator kinerja kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan indikator
yang dapat digunakan sebagai| penilaian terhadap
perbaikan kinerja peningkaltan kesejahteraan
masyarakat, yang dapat berupa |kinerja pengentasan
kemiskinan. |
Indikator kinerja tata kelola keuangan daerah,
pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat
yang digunakan dalam perhitungan alokasi DID
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5) sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 62
DID dialokasikan kepada Daerah dalam bentuk kategori
tertentu di bidang tata kelold keuangan daerah,
pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Alokasi suatu Daerah untuk mgsing-masing kategori
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan bobot Daerah tersebut dibagi total bobot
daerah yang mendapatkan alokasi untuk
masing-masing kategori dikalikan dengan pagu alokasi
masing-masing kategori. |
Penentuan pagu alokasi untuk masing-masing kategori
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Ralyat padi saat Pembahasan
Tingkat I Nota Keuangan dan [Rancangan Undang-
Undang mengenai APBN.
Berdasarkan pagu dalam Undaﬁg-Undang mengenai

APBN. dan hasil pembahasan penghitungan alokasi
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sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan
alokasi DID untuk setiap Daerah.

Alokasi DID wuntuk setiap Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Keenam

Dana Otonomi Khusus

Pasal 63
Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus
untuk Provinsi Aceh masing-masing setara dengan 2%
(dua persen) dari pagu DAU nasional.
Tambahan DBH SDA Minyak Bumi sebesar 55% (lima
puluh lima persen) dan Gas Bumi sebesar 40% (empat
puluh persen) dari penerimaan negara yang berasal dari
sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi dari
provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
pajak dan pungutan lainnya. '
Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
otonomi khusus Provinsi ]E’apuaI dan Provinsi Papua
Barat berdasarkan:
a. usulan provinsi untuk pembia;aan infrastruktur;
b. alokasi tahun sebelumnya,;
c. perkiraan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang

belum didanai dari DAK; dan

d. proporsi kebutuhan pendanaan infrastruktur antara

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 64
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghitungan alokgsi Dana Otonomi
Khusus, yang terdiri atas:

a. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan

&z

Provinsi Papua Barat;
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b. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh;

c. Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi
untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh; dan

d. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
pelaksanaan Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat.

Hasil penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat

Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan

Undang-Undang mengenai APBN.

Berdasarkan pagu dalam Undag g-Undang mengenai

APBN dan hasil pembahasan ﬁenghitungan alokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan

alokasi Dana Otonomi Khusus.

Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tercantum dalam Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN.

Bagian Ketujuh
Dana Keistimewaan DIY
i
Pasal 65 J
Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri’ Keuangan mengenal
tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana
Keistimewaan DIY.
Alokasi Dana Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN.

Bagian Kedelapan

Dana Desa

Pasal 66 L
Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan engenal tata cara

&
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pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan
dan evaluasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menurut kabupaten/kota tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu

|
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 67 |

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran TKDD, Menteri

Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD

menetapkan:

a. Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN
Transfer Dana Perimbangan,;

b. Direktur Pembiayaan dan Transfer Nondana
Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Nondana
Perimbangan; dan

c. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

Dalam rangka pelaksanaan | penyaluran TKDD

sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Pelaksanaan

Angga‘ran Direktorat  J endergl Perbendaharaan

ditetapkan sebagai koordinator KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa.

Kepala KPPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c

merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya

meliputi provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi

DAK Fisik dan Dana Desa.

Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan/atau huruf b berhalangan tetap, Menteri

Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal

Perimbangan ‘Keuangan sebagai belaksana tugas KPA

e
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BUN Transfer Dana Perimbangan| dan/atau pelaksana
tugas KPA BUN Transfer Nondana Perimbangan.
Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ berhalangan tetaﬁ; Mentert Keuangan
menunjuk Kepala Subbagian Umum KPPN sebagai
pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.
Tugas dan fungsi KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
sebagai berikut:
a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Penanda tangan SPM; |
b. menyusun SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD;
c. melakukan verifikasi atas dt

!
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

kumen persyaratan

d. melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa;

e. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA
BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

f. menatausahakan dan menyampaikan laporan
realisasi  penyerapan dan  capaian  output
pelaksanaan DAK Fisik dan laporan konsolidasi
realisasi penyerapan dan capa{ian output Dana Desa

kepada PPA BUN PengeloIEan TKDD melalul
AK Fisik dan Dana

Koordinator KPA Penyaluran
Desa;

g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN
Pengelolaan TKDD melalui  Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir
tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa.

7T
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(7) Penyusunan SKPRTD DAK Fjisik dan SKPRDD
sebagaimana dimaksud pada |ayat (6) huruf b,
menggunakan Aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(8) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf c, menggunakan aplikasi
SAKTI yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

(9) Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer Dana Perimbangan
dan KPA BUN Transfer Nondana Perimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali tugas dan fungsi KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaiména
dimaksud pada ayat (6).

(10) Tugas dan fungsi Koordinator KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

a. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan
realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;

b. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan
realisasi  penyerapan dan  capaian  output
pelaksanaan DAK Fisik dan rekapitulasi laporan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD,;

c. menyusun dan menyampaikaél konsolidasi laporan
keuangan atas pelaksanaan jnggaran kepada PPA
BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangaﬁ;

d. menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi
dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN
Pengelolaan TKDD;

e. menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada
PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan

f. menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan

rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik

D
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dan Dana Desa melalui aplikasi Cash Planning

Information Network (CPIN).

(11) KPA BUN Transfer Dana Perivaangan, KPA BUN

()

Transfer Nondana Perimbangan, !dan KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan

TKDD oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Pasal 68
KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN
Transfer Nondana Perimbangan 'menyusun Rencana
Kerja ~dan  Anggaran BUN TKDD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana Kerja dan Anggaran BUN TKDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN.
Rencana Kerja dan Anggaran BUN TKDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN
Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer
Nondana Perimbangan kepada Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan untuk direyiu.
Rencana Kerja dan Anggaran B‘UN TKDD yang telah
direviu oleh  Inspektorat Je:{vderal Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Dana
Pengeluaran BUN TKDD.
Rencana Dana Pengeluaran BUN TKDD yang telah
ditetapkan oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk

dilakukan penclaahan.

7 ¢
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Hasil penelaahan atas Rencana Dana Pengeluaran BUN

TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu

berupa Daftar Hasil Penelaa 1&1’1 Rencana Dana

Pengeluaran BUN TKDD diguxll{an sebagai dasar

pengesahan DIPA BUN TKDD. |

Penyusunan Rencana Kerja danr Anggaran, Rencana

Dana Pengeluaran, dan DIPA BUN TKDD untuk DAK

Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh Direktur

Pembiayaan dan Transfer Nondana Perimbangan selaku

KPA BUN Transfer Nondana Perimbangan.

DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada

Direktur Jenderal Anggaran.

Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA/DIPA

Induk/DIPA Petikan BUN TKDD berdasarkan hasil

penelaahan atas Rencana Dana Pengeluaran BUN TKDD

sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku

Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan

DIPA/DIPA Induk/DIPA Petikan BUN TKDD kepada:

a. Direktur Dana Perimbangan selaku KPA BUN
Transfer Dana Perimbangan untuk DIPA DAU dan
DAK Nonfisik, dan DIPA DBH;

b. Direktur Pembiayaan dan Transfer Nondana
Perimbangan selaku KPA BUN Transfer Nondana
Perimbangan untuk DIPA Dana Otonomi Khusus,
DIPA Dana Keistimewaan DIY, dan DIPA DID; dan

c. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui Koordin ‘tor KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa un‘j.\k DIPA Petikan DAK
Fisik dan Dana Desa. |

DIPA/DIPA Petikan BUN TKDD sebagaimana dimaksud

pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan  satuan kerja BUN dan  pencairan

dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

A
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Pasal 69
(1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN
Transfer Nondana Perimbangan dapat menyusun
perubahan DIPA BUN TKDD.
(2) Tata cara perubahan DIPA BUN TKDD dilakukan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangin mengenal tata cara

revisi anggaran.

Paragraf 2
SKPRTD, SKPRDD, SPP, SPM, dan SP2D

Pasal 70

(1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN
Transfer Nondana Perimbangan menetapkan SKPRTD
berdasarkan DIPA BUN TKDD sesuai dengan alokasi
untuk setiap daerah yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan. J

(2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dgna Desa menetapkan
SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD berdasarkan
DIPA/DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana Desa.

(3) SKPRTD dan SKPRDD scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh PPK BUN sebagai
dasar penerbitan SPP.

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM.

(5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan
sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Ketiga
Penyaluran TKDD!

Paragraf 1

Bentuk Penyaluran

Pasal 71
(1) Penyaluran TKDD dilakukan dalam bentuk:

a. Tunai; dan/atau

743
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b. Nontunai.
Penyaluran TKDD dalam bentuk tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan
cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
Dalam rangka penyaluran TKDD| dalam bentuk tunai
sebagaimana dimaksud pada iyat (2), Bendahara
Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
membuka RKUD pada Bank Sentral atau Bank Umum
untuk menampung penyaluran TKDD dengan nama
RKUD yang dikuti dengan nama Daerah yang
bersangkutan.
Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah wajib
menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dengan dilampiri:
a. asli rekening koran dari RKUD; dan
b. salinan keputusan Képala Daerah  mengenai
penunjukan bank tempat menampung RKUD.
Penyaluran TKDD dalam bentuk nontunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai konversi

penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk

nontunai.

Paragraf 2
DBH Pajak

Pasal 72
Penyaluran DBH PBB terdiri atas:
a. penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten
dan kota; J
b. penyaluran DBH PBB bagian Daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB
bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB

sektor Perkebunan, Perhutanan, serta

o

Pertambangan lainnya dan sektor lainnya; dan

7
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c. penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten,
dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian
provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor
Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas
Bumi.

Penyaluran DBH PBB bagi rata ntuk kabupaten dan

kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tghap, yaitu:

a. tahap I paling lambat bulan Apyil;

b. tahap II paling lambat bulan Agustus; dan

c. tahap III paling lambat bulan November.

Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. tahap | sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi; |

b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu
alokasi; dan

c. tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan
jumlah dana yang telah disaluljkan pada tahap I dan
tahap II.

Pasal 73

Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan
kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Perkebunan,
Perhutanan, serta Pertambangan lainnya dan sektor
lainnya dilaksanakan secara mingguan, yang dimulai
pada bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak
terutang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan
kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota sebagaimima dimaksud pada
ayat (1) untuk bulan Desember dJlaksanakan satu kali

sebesar sisa pagu alokasi. .
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Pasal 74
Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan
kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi,
Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan
secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
b. triwulan II paling lambat bulan|Juni;
c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan
kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
b. triwulan III paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari pagu alokasi; dan
c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada

triwulan I, triwulan 1I, dan triwrlan I11.

Pasal 75

Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN
dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
c. triwulan Il paling lambat bulan September; dan
d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan rincian sebagai berikut:
a. triwulan [ dan triwulan II rn| sing-masing sebesar

25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;

b. triwulan III paling tinggi selesar 30% (tiga puluh

2

persen) dari pagu alokasi; dan
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triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada

triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Paragraf 3
DBH CHT

Pasal 76

Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan,

yaitu:

a.
b
(oA

d.

triwulan I paling lambat bulan Maret;
triwulan II paling lambat bulan Juni;
triwulan I paling lambat bulan September; dan

triwulan IV paling lambat bulan Desember.

Penyaluran DBH CHT scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a.

triwulan [ dan triwulan II masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) darl
pagu alokasi; dan

triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada

triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Penyaluran triwulan I dan/atau triwulan 11 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala

Daerah menyampaikan:

a.

kepada Direktur Jenderal Perimba

laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester II
tahun anggaran sebelumnya,

surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa
lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun
anggaran sebelumnya,; dan

surat pernyataan telah menganggarkan dana dari
sumber selain DBH CHT untuk menggantikan DBH
CHT yang pada tahun arilggaran sebelumnya
digunakan tidak sesuai perunt\Ekannya,

ngan Keuangan.
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Penyaluran triwulan III dan/atau triwulan IV
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi
penggunaan DBH CHT semester I tahun anggaran
berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Paragraf 4
DBH SDA

Pasal 77

Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan,

yaitu:

a. triwulan I paling lambat bulan Maret,

b. triwulan II paling lambat bulan Juni;

c. triwulan III paling lambat bulan September; dan

d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.

Penyaluran DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi,

Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pengusahaan

Panas Bumi dilaksanakan dengan rincian sebagai

berikut:

a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dLri pagu alokasi;

b. triwulan III paling tinggi sebgsar 30% (tiga puluh
persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada
triwulan I, triwulan II, dan triwulan IIL.

Penyaluran DBH SDA Kehutanan dan Perikanan

dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-
masing sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu
alokasi; dan

b. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada

triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.



- 83 -

Penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas
Bumi dalam rangka otonomi khusus Provinsi Aceh dan
Provinsi Papua Barat dilaksanakan setelah gubernur
menyampaikan laporan tahunan penggunaan
Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas
Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada kabupaten/kota yang
bersangkutan dilakukan oleh| gubernur setelah
bupati/walikota menyampaikan| laporan tahunan
penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan
Gas Bumi kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan
rekapitulasi laporan tahunan penggunaan Tambahan
DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka
otonomi khusus yang disampaikan oleh bupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Tata cara penyaluran, penyampaian laporan, dan format
Japoran tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA
Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi
khusus sebagaimana dimaksud paida ayat (5) ditetapkan
oleh gubernur. }

Laporan tahunan penggunaan \ambahan DBH SDA
Minyak Bumi dan Gas Bumi d’jlam rangka otonomi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5), paling kurang memuat:

a. besaran dana;

b. program kegiatan yang didanai; dan

c. capalan output. '

Laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA
Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret dengan
melampirkan rekapitulasi laporan itahunan penggunaan

tambahan DBH SDA Minyak Bumi|dan Gas Bumi dalam

2
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rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).

Dalam hal tanggal 15 Maret belEtepatan dengan hari
libur atau hari yang dilibuli'kan‘, batas waktu
penyampaian laporan tahunan penggunaan Tambahan
DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka
otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

pada hari kerja berikutnya.

Pasal 78

Dalam hal terdapat perubahan alokasi DBH pada tahun
anggaran Dberjalan, penyaluran DBH dilakukan
berdasarkan perubahan pagu alokasi DBH.

Dalam hal perubahan pagu alokasi DBH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyebabkan Lebih Bayar
DBH, kelebihan pembayaran DBH dapat diperhitungkan
dalam penyaluran DBH yang ;Jlenggunaannya tidak
ditentukan dan/atau DAU pa{ia tahun anggaran
berikutnya.

Dalam hal perubahan pagu alokasi DBH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyebabkan Kurang Bayar
DBH, penyaluran Kurang Bayar DBH dilaksanakan

" secara sekaligus sesuai dengan jumlah Kurang Bayar

DBH yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Kurang Bayar DBH.

Paragraf S
DAU

Pasal 79
Penyaluran DAU dilaksanakan ]etiap bulan sebesar
1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan
Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja

pertama untuk bulan berikutnya.
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Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan

penyampaian:

a. Peraturan Daerah mengenai APBD;

b. laporan realisasi APBD semestér L

c. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. perkiraan belanja operasi dan belanja modal
bulanan;

e. laporan posisi kas bulanan; dan

f. laporan realisasi anggaran bulanan periode 2 (dua)
bulan sebelumnya oleh Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan pagu DAU nasional dalam

APBN Perubahan yang mengakibatkan perubahan

alokasi DAU per daerah, penyaluran DAU dilaksanakan

setiap bulan sebesar selisih pagu alokasi DAU pada

APBN Perubahan dengan jumlah DAU yang telah

disalurkan, dibagi dengan jumlah sisa bulan dalam

tahun anggaran berkenaan. L

Dalam hal pagu alokasi DAU dalam APBN Perubahan

lebih kecil dari yang telah disalurLan, kelebihan salur

DAU diperhitungkan pada penyaluran DAU tahun

anggaran berikutnya.

Paragraf 6
DAK Fisik

Pasal 80

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per bidang secara

triwulanan, yaitu:

a. triwulan I paling cepat pada- bulan Februari dan
paling lambat bulan April;

b. triwulan II paling cepat buli':m April dan paling
lambat bulan Juli;

c. triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling
lambat bulan Oktober; dan

d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling

5 &

lambat bulan Desember.
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Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi;

b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar selisih ant;‘a jumlah dana yang
telah disalurkan sampai dengan triwulan III dengan
nilai rencana penyelesaian kegiatan.

Nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan

nilai kontrak, ditambah dengan nilai kegiatan yang

dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana

yang digunakan untuk kegiatan penunjang.

Dalam hal nilai rencana penyelesaian kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ kurang

dari 80% dari pagu alokasi DAK Fisik, maka penyaluran

DAK Fisik triwulan berikutnya tidak disalurkan.

Dalam hal terdapat perubahﬂn besaran rincian

penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
melakukan perbaikan SKPRTD.

Pasal 81

Penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana

-dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilaksanakan setelah

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa  menerima  dokumen persyaratan
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. triwulan I berupa:
1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun
anggaran berjalan; dan ‘
2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output kegiatan DAK Fisik per bidang tahun

anggaran sebelumnya;

&
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b. triwulan II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dana yang
menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen) dari dana yang telah diterima di
RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik
per bidang triwulan I; dan
2. daftar kontrak kegiatan, da;‘ am hal kegiatan DAK

c. triwulan III berupa laporan |realisasi penyerapan

Fisik dilakukan secara konT"aktual;

dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh

puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di

RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per

bidang sampai dengan triwulan II  yang

menunjukkan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen); dan
d. triwulan IV berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dana yang
menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh
persen) dari dana yang tel?.h diterima di RKUD
dan capaian output kegiatan| DAK Fisik per bidang
sampai dengan triwulan IIl yang menunjukkan
paling sedikit 65% (enam pljluh lima persen); dan

2. laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian
kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian
output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik
per bidang.

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan
Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang
disam}ﬁaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa melehui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana D’lésa.

Laporan realisasi penyerapan dana dan capalan output
kegiatan DAK Fisik per bidang, daftar kontrak kegiatan,

dan nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana

~ ¢
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dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi.

Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan

capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang setiap

triwulan, daftar kontrak kegiatan, dan nilai rencana
penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D atas
penggunaan DAK Fisik per bidang dalam bentuk
dokumen elektronik (softcopy).

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik per bidang dan rekapitulasi SP2D
atas penggunaan DAK fisik per bidang dalam bentuk
dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan dokumen yang sah dan dapat
digunakan untuk keperluan pemeriksaan (audit).
Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. triwulan I paling lambat tanggal 31 Maret;

b. triwulan II paling lambat ‘canggl 1 30 Juni;

c. triwulan III paling lambat tanggal 30 September; dan
d. triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember.
Dalam hal tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September,
dan 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau
hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat
pada hari kerja berikutnya.

Penyaluran DAK Fisik per bidang dilakukan paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar.

?/é:’
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Pasal 82

Dalam hal pagu alokasi DAK Fisik bidang tertentu
sampai dengan Rpl1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah), penyaluran DAK Fisik bidang tertentu dapat
dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan April dan
paling lambat bulan Juli sebesar kebutuhan dana
dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik.

Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK| Fisik dan Dana Desa

menerima dokumen persyaratan | penyaluran, sebagai

berikut:

a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;

b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output bidang DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya; dan

c. daftar kontrak kegiatan.

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran

berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

berupa rekapitulasi penerimaan peraturan daerah

mengenai APBD tahun angga;ran berjalan yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan kepada Kepala KPPN sjlaku KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output

bidang DAK Fisik, dan daftar kontrak kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf ¢ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa.

Penyampaian dokumén persyaratan  penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat

tanggal 21 Juli. i

l

"
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Dalam hal tanggal 21 Juli bertepa'tan dengan hari libur
atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada hari kerja
berikutnya.

Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar.

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disan‘!tpaikan oleh Kepala
Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat bulan

November tahun anggaran berjalan.

Pasal 83

Dalam hal pada bidang DAK Fisik terdapat sebagian
atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat
dilakukan secara bertahap, kementerian teknis
menyampaikan rekomendasi terhadap kegiatan yang
pembayarannya tidak dapat dilak kan secara bertahap.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kementerjan Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat bulan Februari. '

Direktur Jenderal Perimbangan . Keuangan
menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui
Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya
rekomendasi.

Penyaluran bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

aa
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a. sebagian kegiatan dapat | dibayarkan secara
bertahap, disalurkan dengén rincian  sebagai
berikut:

1. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
pagu alokasi;

2. triwulan II dan triwulan III masing-masing
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu
alokasi; dan

3. triwulan IV sebesar selisih antara jumlah dana
yang telah disalurkan sampai dengan triwulan I
dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan
sebagaimana dimaksud dal1 m Pasal 80 ayat (3).

b. kegiatan tidak dapat dibayarltan secara bertahap,
disalurkan setelah terpenuhi Jiokumen persyaratan
penyaluran berupa:

1. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3);

2. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun
anggaran berjalan,

3. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya; dan

4. daftar kontrak kegiatan dan/atau  bukti
pemeséman barang atau bukti sejenis.

Pagu alokasi sebagéimana dima‘ksud pada ayat (4)

huruf a angka 1 dan angka 2 |adalah pagu alokasi

bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikurangi dengan nilai kegiatan yang pembayarannya

tidalk dapat dilakukan secara bertahap.

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran

berjalan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) huruf b

angka 2 berupa rekapitulasi penerimaan peraturan

daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan

Kevanean kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

DA F .. Adan Dana Desa melalui Koordinator KPA

e

hl

Pevyal on ik ik dan Dana Desa.
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Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b angka 2 dan %ngka 3 disampaikan
dalam hal seluruh kegiatan pada bidang DAK Fisik tidak
dapat dibayarkan secara bertahap;
Besaran penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b sebesar nilai pada ringkasan kontrak
dan/atau bukti pemesanan barang atau bukti sejenis;
Penyampaian dokumen  persyaratan  penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk
kegiatan yang pembayarannya dapat dilakukan secara
bertahap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6);
Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output,
daftar kontrak kegiatan dan/atau bukti pemesanan
barang atau bukti sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b angka 3 dan angka 4 disampaikan oleh
Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
tanggal 31 Maret.
Dalam hal tanggal 31 Maret bertepatan dengan hari
libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penyampaian  dokumen  persyaratan  penyaluran
sebagaimana dimaksud ayat (10) paling lambat pada
hari kerja berikutnya.
Penyaluran kegiatan bidang DAK Fisik yang
pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan
sekaligus setelah dokumen perpyaratan penyaluran
E (4) huruf b diterima
oleh KPPN selaku KPA Penyaluranl DAK Fisik dan Dana

sebagaimana dimaksud pada aya,

Desa dengan lengkap dan benar.

Dalam hal dokumen persyaratan belum disampaikan
sampai dengan tanggal 31 Maret sebagaimana
dimaksud pada ayat (10), penyaluran DAK Fisik yang
pembayarannya sebagian atau seluruhnya tidak dapat
dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 80.

7
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(14) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output

(1)

kegiatan DAK Fisik untuk bidang DAK Fisik yang

pembayarannya sebagian atau seluruhnya tidak dapat

dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan

Desember.

Pasal 84

Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
a._yelt .[l) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian
dokumen persyaratan  penyaluran sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 81 ayat (6), DAK Fisik triwulan
yang bersangkutan dan triwulain selanjutnya tidak
disalurkan.

Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimakéud dalam Pasal 82
ayat (2) huruf b dan huruf c, dan/atau melampaui
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5), DAK Fisik tidak
disalurkan.

Dalam hal bidang DAK Fisik hanya disalurkan
sebagian, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan
dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas
pelaksanaan kegiatan ..DAK Fisik menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
DAK Nonfisik

Pasal 85
Penyaluran Dana BOS untuk daerah tidak terpencil
dilakukan secara triwulanan, yaitu:
2 triwulan I paling cepat bulan Januari;
b triwulan II paling cepat bulan April;
¢. triwulizn (77 naling cepat bulan Juli; dan

triv .3 IV paling cepat bulan Oktober:.

7 ¢
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Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
alokasi,

b. triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu alokasi; dan

c. triwulan III dan triwulan IV masing-masing sebesar
20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.

Penyaluran Dana BOS untuk daerah terpencil

dilakukan secara semesteran, yaitu:

a. semester [ paling cepat bulan Januari; dan

b. semester Il paling cepat bulan Juli.

Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

a. semester 1 sebesar 60% (enam puluh persen) dari
pagu alokasi; dan L

b. semester II sebesar 40% (emp! t puluh persen) dari
pagu alokasi. ;

Pemerintah provinsi wajib menyalurkan Dana BOS

kepada masing-masing satuan pendidikan dalam

provinsi yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari

kerja setelah diterimanya Dana BOS di RKUD

provinsi  sesuai dengan = ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Penyaluran Dana BOS kepada masing-masing satuan

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5

didasarkan pada rincian alokasi Dana BOS per satuan

pendidikan yang dihitung sesuait data jumlah siswa

yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan.

Pasal 86
Pemerintah Daerah menyampaikan:
a. laporan realisasi penyerapan Dana BOS; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana BOS,
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan

g
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Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah.
Penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai
dengan Rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk
penyaluran Dana BOS. T
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagal berikut:
a. paling lambat tanggal 15 Juli untuk laporan
realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan triwulan I sampai dengan triwulan 11
bagi daerah tidak terpencil dan laporan realisasi
penyerapan dan laporan realisasi penggunaan
se;mester I bagi daerah terpencil; dan
b. paling lambat 15 Januari tahun anggaran
.Tl berikutnya untuk laporan reaﬁsasi penyerapan dan
laporan realisasi penggunaarl triwulan I samjpai
dengan triwulan IV bagi daerah tidak terpencil dan
laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan semester I dan semester Il bagi daerah
terpencil.
Laporar'l‘realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a menjadi persyaratan penyaluran Dana BOS
triwulan IlI bagi daerah tidak terpencil dan semester II
bagi daerah terpencil tahun anggaran berjalan.
Lapyran realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b menjadi persyaratan penyaluran Dana BOS
triwulan 1 bagi daerah tidak ter iencil dan semester [
bagi daerah terpencil tahun anggatan berikutnya.
Dalam hal Daerah tidak me!yampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), penyaluran Dana BOS triwulan atau semester

berik ‘nya tidak dapat dilaksanakan.

-



(7)

(10)

- 06 -

Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum dilaksanakan sampai
dengan tanggal 30 November, maka penyaluran Dana

BOS dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan

sesual dengan rekomendasi dari Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan c.q. Direktur |[Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah. {

Dalam hal tidak ada rekomendasi dari Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) maka Dana BOS yang belum disalurkan

dianggarkan kembali melalui APBN/Perubahan APBN
tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Dana BOS sampai dengan akhir tahun

anggaran tidak dapat disalurkan karena:

a. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan
sampai dengan tanggal 30 November sebagaimana
dimaksud pada ayat (7); dan

b. tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (8),
Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri
Dalam Negeri agar Kepala Daerah yang bersangkutan
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi penyerapan Dana BOS dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)

melalui aplikasi.

Pasal 87
Dalam hal terdapat kurang dan/ Itau lebih salur Dana
BOS, perhitungan kurang dan/atau lebih salur Dana
BOS disampaikan dalam laporan realisasi penggunaan
Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86

ayat (1) huruf b.

¢
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Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada “ayat (1), Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan
rekomendasi kurang dan/atau lebih salur Dana BOS
kepada Menteri Keuangan c.q.l Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.
Rekomendasi kurang dan/atau lebih salur Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan
berkenaan berakhir bagi daerah tidak terpencil dan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
semester berkenaan berakhir bagi daerah terpencil.

Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk daerah tidak terpencil,

lebih salur Dana BOS diperhitungkan dengan
ketentuan:

a. triwulan I, triwulan I,  atau triwulan  III
diperhitungkan dalam penﬁ'aluran Dana BOS
triwulan berikutnya; dan

b. triwulan IV diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk daerah terpencil, maka

lebih salur Dana BOS diperhitungkan dengan
ketentuan:

a. semester I diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS semester 1I; dan

b. semester II diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS semester I tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal terdapat kurang |salur Dana BOS,

rekomendasi kurang salur Dana BOS sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran dana
cadangan BOS.

Pemerintah Daerah provinsi wajib menyalurkan dana

cadangan BOS kepada masing-masing satuan

pendidikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

&
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diterimanya dana cadangan BOS di RKUD provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal terdapat sisa dana cadangan BOS atas
kurang salur triwulan IV untuk daerah tidak terpencil
atau semester II untuk daerah terpencil di RKUD
provinsi, sisa dana cadangan }BOS tersebut tidak
diperhitungkan sebagai lebih salur pada penyaluran
Dana BOS tahap berikutnya.

Daerah wajib menganggarkan kembali lebih salur Dana
BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
ayat (5) huruf b, dan sisa dana cadangan BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam Rancangan
APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88
Penyaluran Dana BOP PAUD dilakukan secara sekaligus
paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.
Kepala Daerah menyampaikm! laporan  realisasi
penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana
BOP PAUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan I{euangan dan  Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
paling lambat bulan Februari tahun anggaran
berikutnya.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi syarat penyaluran Dana BOP
PAUD.
Dalam hal Kepala Daerah menyampaikan persyaratan
penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada
ayat (2), penyaluran BOP PAUD dajpat dilakukan setelah
persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juni.

G
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Laporan realisasi penyerapan Dana BOP PAUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
Rekapitulasi SP2D atas penyaluran Dana BOP PAUD.
Dalam hal berdasarkan Laporan realisasi penyerapan
dan laporan realisasi penggunaan Dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), terdapat sisa Dana BOP PAUD
di RKUD, maka diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOP PAUD di tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOP PAUD se| agaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)
melalui aplikasi.

Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana BOP
PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam
Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 89
Dalam hal terdapat kurang salqr Dana BOP PAUD,
perhitungan  kurang  salur Dana BOP  PAUD
disampaikan dalam laporan realisasi penggunaan Dana
BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
avat 12, |
Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana BOP
PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
menyampaikan rekomendasi kurang salur Dana BOP
PAUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.
Rekomendasi kurang salur Dana BOP PAUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
penyaluran dana cadangan BOP PAUD.
Rekomendasi kurang salur Dana| BOP PAUD diterima

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

7

Keuangan paling lambat tanggal 15 Desember.
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Pasal 90
Penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan
Dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan I paling cepat pada bulan Maret;
b. triwulan II paling cepat pada bulan Juni;
c. triwulan III paling cepat pada bulan September; dan
d. triwulan IV paling cepat pada bulan November.
Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi;

b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pagu alokasi.

Daerah wajib membayarkan Dana TP Guru PNSD, DTP

Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada guru yang

berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan,

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya

Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG

PNSD di RKUD.

Kepala Daerah menyampaikani laporan realisasi

pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan

Dana TKG PNSD kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan secara semesteran,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. semester I disampaikan paling lambat tangal 15
September; dan

b. semester 1l disampaikan paling lambat tanggal 15
Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi semester I sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a menjadi persyaratan penyaluran

Dana TP Guru PNSD, DTP Guru &LNSD, dan Dana TKG

7

PNSD triwulan III tahun anggaran perjalan.
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(6) Laporan realisasi semester II sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b menjadi persyaratan penyaluran
Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG
PNSD triwulan I tahun anggaran berikutnya.

(7) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan
batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud
ayat (4), penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru
PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan berikutnya tidak
dapat dilaksanakan.

(8) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dilaksanakan sampai
dengan tanggal 30 November, maka penyaluran Dana
TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD
dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan
sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan. |

(9) Dalam hal tidak ada rekomendasi dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) maka Dana TP Guru PNSD, DTP Guru
PNSD, dan Dana TKG PNSD yang belum disalurkan
dianggarkan kembali melalui APBN/Perubahan APBN
tahun anggaran berikutnya.

(10) Dalam hal Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan
Dana TKG PNSD sampai dengan akhir tahun anggaran
tidak dapat disalurkan karena:

a. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan
sampai dengan tanggal 30 November sebagaimana
dimaksud pada ayat (8); dan

b. tidak ada rekomendasi dari Kementerian
Pendidikan  dan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9),

Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri

Dalam Negeri agar Kepala Daerah yang bersangkutan

dikenai sanksi administratif SeSL!ai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

73
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Dalam hal pemerintah daerah tidak membayarkan Dana
TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, étau Dana TKG PNSD
sesuai dengan hak guru, penyaluran Dana TP Guru
PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD periode
berikutnya dapat ditunda sebesar Dana TP Guru PNSD,
DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang tidak
dibayarkan kepada guru.

Penundaan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau
Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru

Kependidikan setelah melakukan gvaluasi atas laporan
PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Dalam hal Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau
Dana TKG PNSD yang telah disalurkan ke RKUD sampai
dengan triwulan IV, masing-masing tidak mencukupi
untuk kebutuhan pembayaran sampai dengan 12 (dua
belas) bulan, Pemerintah Daerah tetap melakukan
pembayaran kepada guru PNSD berdasarkan jumlah
bulan yang telah disesuaikan dengan Dana TP Guru
PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang

diterima di RKUD. L)
Dalam hal terdapat kurang salur Dana TP Guru PNSD,

[

DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD pada tahun
anggaran berjalan masing-masing akan diperhitungkan
dengan:

a. dana cadangan TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD,
atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berjalan;
atau

b. alokasi Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau
Dana TKG PNSD tahun anggaran berikutnya.

Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (14) huruf a dilakukan berdasarkan surat

rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

c.q. Direktur Jenderal Guru dan Teénaga Kependidikan.

3
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(16) Laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD,

DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk
dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik

(softcopy) melalui aplikasi.

Pasal 91
Penyaluran Dana BOK untuk daerah tidak terpencil
dilakukan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan I paling cepat bulan Februari,
b. triwulan II paling cepat bulan April;
c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan
d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober.
Penyaluran Dana BOK pada tiap triwulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing
sebesar 25% (dua puluh lima persén} dari pagu alokasi.
Penyaluran Dana BOK untuk daerah terpencil
dilakukan secara semesteran, yaitu:
a. semester I paling cepat bulan Februari; dan
b. semester II paling cepat bulan Juli.
Penyaluran Dana BOK pada tiap semester sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan masing-masing
sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan Dana
BOK sebagaimana dimaksud daleltm Pasal 56 ayat (2)

| asyarakat di wilayah

huruf a kepada Pusat Kesehatan
kabupaten/kota yang bersangkutan paling lama 14
(empat belas) hari kerja setelah  pemerintah
kabupaten/kota menerima permintaan penyaluran
Dana BOK dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud ayat (5)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan
daerah.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana

BOK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
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Perimbangan Keuangan dan Menteri Kesehatan c.q.
Sekretaris Jenderal Kementerian| Kesehatan, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. paling lambat bulan April untuk penggunaan
triwulan I;

b. paling lambat bulan Juli untuk penggunaan sampai
dengan triwulan II bagi daerah tidak terpencil dan
penggunaan semester I bagi daerah terpencil;

c. paling lambat bulan Oktober untuk penggunaan
sampai dengan triwulan III; dan

d. paling lambat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya untuk penggunaan triwulan I sampai
dengan triwulan IV bagi daerah tidak terpencil dan
penggunaan semester I sampai dengan semester II
bagi daerah terpencil.

Laporan realisasi penyerapan Dana BOK sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) disertai dengan Rekapitulasi

SP2D atas penggunaan Dana BOK.

Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi

penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) menjadi syarat penyaluran Dana BOK untuk
daerah tidak terpencil, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. penyaluran triwulan I, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan I
sampai dengan triwulan IL\/ tahun anggaran
sebelumnya;

b. penyaluran triwulan II, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan yang
menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari Dana BOK yang telah disalurkan
triwulan I;

c. penyaluran triwulan III, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan yang
menunjukkan paling sedikit 60% (enam puluh

persen) dari Dana BOK yang telah disalurkan

¢
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sampai dengan triwulan II dan laporan capaian
output paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan

d. penyaluran triwulan IV, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realislasi penyerapan yang
menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen) dari Dana BOK yang telah disalurkan
sampai dengan triwulan III dan laporan capaian
output paling sedikit 60% (enam puluh persen).

(10) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada
ayat‘(’?) menjadi syarat penyaluran Dana BOK untuk
daerah terpencil, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyaluran semester I, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
laporan realisasi penggunaan Dana BOK semester I
sampai dengan semester [I tahun anggaran
sebelufnnya; dan

b. penyaluran semester II, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan yang
menunjukkan 50% (lima puluh persen) dan laporan
capaian output paling sedikit 30% (tiga puluh
persen).

(11) Penyaluran Dana BOK untuk triwulan berikutnya bagi
Daerah tidak terpencil/semester berikutnya bagi Daerah
terpencil  dapat dilakukan setelah  persyaratan
penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
tanggal 15 Desember dan/atau realisasi penyerapan
dan penggunaan menunjukkan persentase sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) dan ayat (110).

(12) Dalam hal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf d terdapat sisa Dana BOK di RKUD,
maka diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOK di
tahun anggaran berikutnya.

(13) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik

2
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(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)
melalui aplikasi.

Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana BOK
sebagaimana dimaksud pada | ayat (12) dalam
Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92
Penyaluran Dana BOKB  dilaksanakan  secara
semesteran, yaitu:
a. semester I paling cepat bulan Februari; dan
b. semester II paling cepat bulan Juli.
Penyaluran dana BOKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan masing-masing semester sebesar
50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
Kepala Daerah menyampaika \ laporan realisasi
penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana
BOKB kepada Menteri Keuangan ¢.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling lambat bulan Juli untuk penggunaan
semester I; dan
b. paling lambat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya untuk penggunaan semester I sampai
dengan semester II.
Laporan realisasi penyerapan Dana BOKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Rekapitulasi
SP2D atas penggunaan Dana BOKE L
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOKB sebagai\;ana dimaksud pada
ayat (3) menjadi syarat penyaluraﬁ Dana BOKB, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. penyaluran semester I, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan

laporan realisasi penggunaan Dana BOKB
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semester [ sampai dengan semester II tahun
anggaran sebelumnya; dan
b. penyaluran semester II, daldm hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana
BOKB semester I yang tidak betnilai nihil.
Penyaluran Dana BOKB semester berikutnya dapat
dilakukan setelah persyaratan peryaluran disampaikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15
Desember dan/atau realisasi penyerapan menunjukkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
Dalam hal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b terdapat sisa Dana BOKB di
RKUD, maka sisa Dana BOKB diperhitungkan dalam
penyaluran Dana BOKB di tahun anggaran berikutnya.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOKB sebagairfiana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan/atau dokumen |elektronik (softcopy)
melalui aplikasi.
Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana BOKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Rancangan
APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 93
Penyaluran Dana PK2UKM dilakukan secara bertahap,
yaitu:
a. tahap I paling cepat bulan Maret; dan
b. tahap II paling cepat bulan Agdstus.
Penyaluran Dana PK2UKM |pada tiap tahap
sebagaimana dimaksud pada |ayat (1) dilakukan
masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari
pagu alokasi.
Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana

PK2UKM setiap tahap kepada Menteri Keuangan c.q.

5
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Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c.q. Deputi
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Laporan  realisasi penyerapan Dana  PK2UKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan
Rekapitulasi SP2D atas pengguna in Dana PK2UKM.
Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. paling lambat Juli untuk laporan penyerapan dan
penggunaan tahap I; dan
b. paling lambat Januari tahun anggaran berikutnya
untuk laporan penyerapan dan penggunaan tahap I
sampai dengan tahap II.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan syarat penyaluran Dana
PK2UKM tahap berikutnya.
Dalam hal Kepala Daerah menyafmpaikan persyaratan
penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada
ayat (5), penyaluran Dana PK2UKM untuk setiap tahap
dapat dilakukan setelah persyaratan penyaluran
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat tanggal 15 Desember.
Dalam hal terdapat sisa Dana PK2UKM di RKUD dalam
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,
maka sisa Dana PK2UKM dapat diperhitungkan dalam
penyaluran Dana PK2UKM di tahun anggaran
berikutnya.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana PK2UKM se |agaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)

melalui aplikasi.

&
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(10) Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana
PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam
Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(i) Penyaluran Dana Pelayanan Adminduk dilakukan
sekaligus paling cepat bulan Maret dan paling lambat
bulan Juli.

(2) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana
Pelayanan Adminduk kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kependudukan dan
Catatan Sipil paling lambat bulan Februari tahun
anggaran berikutnya.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana Pelayanan Adminduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi syarat penyaluran
Dana Pelayanan Adminduk.

(4) Dalam hal Kepala Daerah meny paikan persyaratan
penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada
ayat (2), penyaluran Dana Pelayanan Adminduk dapat
dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan
oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
bulan Juni.

(5) Laporan realisasi penyerapan Dana Pelayanan
Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan Rekapitulasi SP2D atas penyaluran Dana
Pelayanan Adminduk.

(6) Dalam hal terdapat sisa Dana Pelayanan Adminduk di
RKUD dalam laporan pemerintah|daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka iisa Dana Pelayanan
Adminduk diperhitungkan dala penyaluran Dana

Pelayanan Adminduk di tahun anggaran berikutnya.

7%
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(7) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana Pelayanan Adminduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk
dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik
(softcopy) melalui aplikasi.

(8) Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana
Pelayanan Adminduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dalam Rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan k]itentuan peraturan

perundang-undangan

Pasal 95

(1) Berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan DAK Nonfisik dari Daerah:

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melakukan verifikasi atas kebutuhan riil Dana BOS,
Dana BOP PAUD, Dana TP Guru PNSD, DTP Guru
PNSD, dan TKG PNSD;

b. Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi atas
kebutuhan riil Dana BOK;

c. Badan Kependudukan dan |Keluarga Berencana
Nasional melakukan verifikasi atas kebutuhan riil
Dana BOKB; .

d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah melakukan verifikasi atas kebutuhan riil
Dana P2UKM; dan

e. Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi atas
kebutuhan riil Dana Pelayanan Adminduk.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima:

a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
triwulan berjalan berakhir untuk BOS daerah tidak

2
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- terpencil, BOK daerah tidak terpencil, Dana TP Guru
PNSD, DTP Guru PNSD, dan dana TKG PNSD;

b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
semester berjalan berakhir untuk Dana BOS daerah
terpencil, BOK daerah terpencil, dan BOKB; dan

c. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
tahun anggaran berakhir untuk Dana BOP PAUD,
Dana P2UKM, dan Dana Pelayanan Adminduk.

Dalam hal berdasarkan rekonﬁendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih salur DAK

Nonfisik, maka dilakukan penghentian penyaluran

dan/atau penyesuaian jumlah penyaluran periode

berikutnya sesuai kebutuhan riil untuk memenuhi
pembayaran DAK Nonfisik sampai dengan akhir tahun

anggarar.

Paragraf 8
DID

Pasal 96
Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, yaitu:

a. tahap I paling cepat bulan Febnuari; dan

b. tahap II paling cepat bulan Juli.

Penyaluran DID pada tiap tahap s%bagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 50%

(lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi

penyerapan DID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. paling lambat bulan Juni untuk penyerapan tahap [;
dan |

b. paling lambat bulan J anuari tahun anggaran
berikutnya untuk penyerapan tahap 1 sampai

dengan tahap I

2
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Penyaluran DID tahap I sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Daerah

menyampaikan: '

a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;

b. rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan

c. laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran
sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan,

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Penyaluran DID tahap II sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan seJelah Kepala Daerah

menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID

tahap 1 kepada Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Laporan realisasi penyerapan DID tahap I sebagaimana

dimaksua pada ayat (5), menunjukkan penyerapan

paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang

diterima di RKUD.

Paragraf 9

Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY

(1)

Pasal 97
Penyaluran Dana Otonomi [Khusus dan  DTI
dilaksanakan secara bertahap, yaitu:
a. tahap I paling cepat bulan Maret;
b. tahap II paling cepat bulan Juli; dan
c. tahap III paling cepat bulan Oktober.
Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan  DTI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan rincian sebagai berikut:
a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persén) dari pagu
alokasi;
b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari
pagu alokasi; dan

c. tahap III sebesar 25% (dua p Iluh lima persen) dari

&

pagu alokasi.
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Penyaluran tahap I sebagaima%na dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

a. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan rekapitulasi’ alokasi dan realisasi
penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI tahun
anggaran sebelumnya yang dirinci per
provinsi/kabupaten/kota, urusan, dan capaian
output per urusan; dan

b. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus
dan DTI sampai dengan Tahap [II tahun anggaran
sebelumnya dari gubernur.

Penyaluran tahap II sebagaimgna dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

a. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi
penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI Tahap I
yang dirinci per provinsi/kabupaten/kota, urusan,
dan capaian output per urusan; dan

b. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus
dan DTI Tahap [ dari gubernur yang telah mencapai
paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana
yang telah diterima dalam RKUD.

Penyaluran tahap III sebagaimgna dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Kehangan menerima:

a. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi
penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI sampai
dengan Tahap I yang dirinci per
provinsi/kabupaten/kota, urusan, dan capaian
output per urusan; dan

b. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus
dan DTI sampai dengan Tahap II dari gubernur yang
telah mencapai paling kurang 70% (tujuh puluh
persen) dari dana yang telah dii:erima dalam RKUD.

P
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Pasal 98 ‘

Penyaluran Dana Keistimewaan DIY Idﬂaksanakan sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan DIY.

(1)

Paragraf 10

Dana Desa

Pasal 99
Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk
selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD
ke RKD. ’J
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan
sebagai berikut: |
a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat
bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh persen).
Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 100
Penyaluran Dana Desa dari; RKUN ke RKUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan
setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa:
1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun
anggaran' berjalan
2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa;

3. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun

g 2

anggaran sebelumnya; dan
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4. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Degsa tahun anggaran
sebelumnya; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap [;
dan

2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahap I.

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan
Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Kepala KPPN s laku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA
esa.

Dokumen  persyaratan penyaluran  sebagaimana

Penyaluran DAK Fisik dan Dana D

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3,
angka 4 dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.

Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa
yang diterima di RKUD telah disalﬁrkan ke RKD.
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
menunjukkan rata-rata realisas] penyerapan paling
kurang sebesar 75% (tujuh pultth lima persen) dan
rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50%
(lima puluh persen).

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata
persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan
dan capaian output sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan

el
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tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output,

volume output, satuan output dan capaian output.

Pasal 101

(1) Dokumen  persyaratan  penyaluran Dana  Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 disampaikan
dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau
dokumen elektronik (softcopy).

(2) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan.

(3) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum  tersedia, dokumen  elektronik  (softcopy)
disampaikan menggunakan aplikasi umum pengolah

data.

Pasal 102

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan oleh
bupati/walikota.

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
bupati/walikota menerima dokumen persyaratan
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
2. laporan realisasi penyerap ;n dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran| sebelumnya,
dari Kepala Desa; dan |
b. tahap II berupa laporan realiéasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan

paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

ra
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dan rata-rata capaian output menunjukkan paling
kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian output dari sel ruh kegiatan.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,
sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara
pengadaan, dan capaian output.

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh

kementerian/lembaga terkait.

Pasal 103

(1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan
perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD,
bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui
peraturan bupati/walikota.

(3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Kepala KPPN selaku KPA l?enyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa.

Bagian Keempat

Kewajiban Penyampaian Konfirmasi Penerimaan Dana TKDD

Pasal 104
(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib
menyampaikan konfirmasi penerimaan TKDD melalui:

a. LKT dan LRT; dan

o
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b. media elektronik,
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
melalui Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
Penyampaian LKT dan LRT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan degngan ketentuan:
a. LKT pada setiap triwulan palihg lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah triwulan berliienaan berakhir; dan
b. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan
dengan penyampaian LKT triwulan IV.
Kepala KPPN selaku Kuasa BUN menyampaikan LKT
dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta
rekapitulasi LKT dan LRT seluruh Pefnerintah Daerah
dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua)
hari kerja setelah diterima dari Kepala Daerah.
Berdasarkan LKT dan LRT yang disampaikan oleh
Kepala KPPN selaku Kuasa BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Kepala Kantor| Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan melaklilkan penelitian dan
menyusun  rekapitulasi LKT ''dan LRT untuk
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan paling lama S (lima) hari kerja setelah
diterima dari Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
Penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD melalui
media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b menggunakan aplikasi yang tersedia pada

portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 105 |
Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
tidak menyampaikan konfirmasiJ penerimaan TKDD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1),
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan langkah-langkah

koordinasi dengan Kepala Daerah atau pejabat yang

s ¢
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ditunjuk dalam upaya pemenuhan  kewajiban
penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD.

Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan
konfirmasi penerimaan TKDD mlelalui LKT dan LRT
sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah
dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Kantor Wilayah| Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menyampaika; laporan hasil
koordinasi kepada Direktur Jénderal Perimbangan

Keuangan.

Bagian Kelima
Pemotongan, Penundaan, Penghentian dan/atau

Pembayaran Kembali TKDD

Paragraf 1
Pemotongan, Penundaan, Penghentian dan/atau

Pembayaran Kembali Transfer ke Daerah

Pasal 106

KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan/atau
KPA BUN Transfer Nondana Perimbangan dapat
melakukan  pemotongan, penundaan, dan/atau
penghentian penyaluran Transfer Ke Daerah untuk
suatu Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemotongan, penundaan  dan/atau  penghentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah mendapat surat permintaan dari instansi/unit
yang berwenang.

Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh pimpinan |instansi/unit yang
berwenang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan. '

i



- 120 -

Pasal 107

Pemotongan  penyaluran  Transfer ke Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat

dilakukan dalam hal terdapat:

a. kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran
Transfer ke Daerah, termasuk DBH CHT yang tidak
digunakan sesuai peruntukaérnya dan/atau tidak
dianggarkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya; 7

b. tunggakan pembayaran pinjaman daerah;

c. tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada
daerah otonomi baru; dan/atau

d. daerah yang tidak menganggarkan Alokasi Dana
Desa (ADD).

Selain pemotongan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan

dan/atau KPA BUN Transfer Nondana Perimbangan
dapat melakukan pemotongan penyaluran Transfer Ke

Daerah karena adanya pembebanan keuangan negara

atas biaya yang timbul akibat ad ‘nya tuntutan hukum

dan/atau putusan peradilan 1tas kasus/sengketa
hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah.

Penundaan penyaluran Traﬁsfer ke Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat

dilakukan dalam hal perlu dilakukan kebijakan
pengendalian Transfer ke Daerah oleh Pemerintah,
dan/atau pemerintah daerah tidak memenuhi
ketentuan:
penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD;
penyampaian laporan realisasi APBD semester I;

c. penyampaian laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; '

d. penyampaian perkiraan belanja operasi dan belanja
modal bulanan;

e. penyampaian laporan posisi kas bulanan;

f. penyampaian laporan realisasi anggaran bulanan,;

&
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penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT
dan LRT;

penyampaian persyaratan penyaluran DBH CHT;
penyampaian laporan pemanfaatan sementara dan
penganggaran kembali sisa dana Transfer ke Daerah
dan Dana Desa yang sudah ditentukan
penggunaannya;

penyampaian  rekapitulasi | pemungutan dan
penyetoran pajak penghasilan (Lan pajak lainnya;
penyampaian data informasi Keuangan daerah dan
nonkeuangan daerah melalui Sistem Informasi
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

penyampaian surat komitmen pengalokasian Alokasi
Dana Desa (ADD);

penyampaian rencana defisit APBD;

penyampaian laporan posisi kumulatif pinjaman
daerah; dan/atau

penyaluran Dana Desa.

Penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana

|
Desa sebagaimana dimaksud dalgm Pasal 106 ayat (1)

dapat dilakukan dalam hal:
a. daerah penerima DBH CHT| telah 2 (dua) kali

diberikan sanksi berupa pehundaan penyaluran
DBH CHT dalam tahun anggaran berjalan;
menteri/pimpinan lembaga terkait mengajukan
permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik
pada Menteri Keuangan c¢.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan;

Kepala Daerah mengajukan permohonan
penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri
Keuangan c¢.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan, disertai dengan surat persetujuan dari
pimpinan kementerian negira/ lembaga terkait;

dan/atau
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d. terdapat kelebihan alokasi DAK Nonfisik kepada
Daerah akibat adanya lebih salur DAK Nonfisik pada
tahun anggaran berjalan berdasarkan rekomendasi
menteri atau pimpinan lembaga teknis.

Pemotongan, penundaan dan/atau  penghentian

penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan

mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan,
pagu alokasi, lebih bayar atau lebih salur Transfer ke

Daerah dan Dana Desa, dan kapasitas fiskal daerah

yang bersangkutan.

Dalam hal pemotongan dan pepundaan penyaluran

Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) diusulkan dalam waktu yang

bersamaan dan untuk jenis transfer yang sama, KPA

BUN Transfer Dana Perimbangan dapat menentukan

prioritas pemotongan dan penundaan penyaluran |

Transfer ke Daerah.

Dalam hal penghentian penyaluran DAK Fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan

sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka DAK

Fisik yang dihentikan penyalurannya tidak dapat

disalurkan pada tahun anggaran b'erikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan,

penundaan, dan/atau penghentiaul penyaluran Transfer

ke Daerah dapat diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 108

Penyaluran kembali Transfer ke Daerah yang ditunda
dan/atau dihentikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah:
a. dicabutnya sanksi penundaan,

dipenuhinya kewajiban daé:rah dalam tahun

anggaran berjalan; atau
c. batas waktu pengenaan sanksi penundaan berakhir

craturan perundang-

sesuai dengan ketentuan p

undangan.

7 é



- 123 -

(2) Penyaluran kembali DBH CHT yang ditunda dilakukan
bersamaan dengan penyaluran triwulan berikutnya

setelah seluruh persyaratan setiap triwulan terpenuhi.

Paragraf 2
Pemotongan, Penundaan, Penghentian dan/atau

Pembayaran Kembali Dana Desa

Pasal 109

(1) Dalam hal bupati/walikota tiidak menyampaikan
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana
Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di

. RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun

anggaran berikutnya.

Bagian Keenam

Penyaluran pada Akhir Tahun Anggaran

Pasal 110

(1) KPA BUN Transfer Dana PerirLbangan, KPA BUN
Transfer Nondana Perimbangan, dan KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa dapat menyusun pedoman
pelaksanaan TKDD pada akhir tahun anggaran.

(2) Pedoman pelaksanaan TKDD pada akhir tahun
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain menginformasikan mengenai tata cara
penyampaian dan penerimaan laporan realisasi
penggunaan dana dari daerah dan batas akhir
penyaluran TKDD.

(3) Pedoman pelaksanaan TKDD pada akhir tahun
sebagaimana dimaksud pada aya{t (1) ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Perimbangan I{eh,langan paling lambat

12

akhir bulan November.
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BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban TKDD

Pasal 111

Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayatr (6) huruf e kepada
Koordinator KPA Penyaluran DAK |Fisik dan Dana Desa
paling lambat tanggal 10 bulan bernikutnya.

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (10) huruf b kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan setiap bulan paling lambat

tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 112

Dalam rangka  pertanggungjawaban peﬁgelolaan
BA BUN TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN
menyusun Laporan Keuangan TKDD sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan| mengenai sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan TKDD.

Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun oleh Direktorat Pembiayaan dan
Transfer Nondana Perimbangan selaku Unit Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum
Negara Pengelolaan TKDD menggunakan sistem aplikasi
terintegrasi.

Dalam rangka penatausahaan, akﬁntansi, dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA
BUN Transfer Dana Perimbangan, KPA BUN Transfer
Nondana Perimbangan, dan KPA -‘enyaluran DAK Fisik

2
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dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan Tingkat

KPA dan disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN

Pengelolaan TKDD. |

Untuk menyusun laporan keuangan tingkat KPA

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN

Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer

Nondana Perimbangan dapat menunjuk dan

menugaskan unit organisasi pada Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

Unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Alnggaran Bendahara

Umum Negara Transfer Dana Perimbangan dan Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara

Umum Negara Transfer Nondana Perimbangan.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TKDD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
tingkat KPA dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan
tahunan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data
realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku
Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pedoman
rekonsiliasi dalam rangka aljenyusunan laporan
keuangan;

b. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan
tahunan disampaikan secara berjenjang kepada PPA
BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesual dengan
jadwal penyampaian laporan keuangan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menterl

s
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Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan
penyampaian laporan keuang:jl BUN; dan

c. ketentuan lebih lanjut menge,nai penyusunan dan
penyampaian laporan keuangan tingkat KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode
semesteran dan tahunan diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TKDD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. laporan keuangan tingkat? Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan |Dana Desa periode
semesteran dan tahunan disugun setelah dilakukan
penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK
Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi
anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi
terintegrasi;

b. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode
semesteran dan tahunan disampaikan kepada PPA
BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan jadwal
penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
dengan memperhatikan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan
penyampaian laporan keuangan BUN; dan

c. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data
elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana
Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer,
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa periode semesteran dan tahunan diatur

dengan Peraturan Direktur Jenderal

,/f

Perb endaharaéln.
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Pasal 113

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi

anggaran TKDD, Direktorat Jenderal P rimbangan Keuangan

dan Koordinator KPA Penyaluran DAK |Fisik dan Dana Desa

dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran

TKDD dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

dan Pemerintah Daerah.

(4)

Bagian Kedua

Pelaporan Dana Desa

Pasal 114
Kepala Desa menyampaikan laporan  realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada bupati/ walikoth.
Laporan realisasi penyerapan dan|capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud padajayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan
capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan
capaian output tahap I.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun
anggaran berjalan.
Dalam hal terdapat pemutakh'fan capaian output
setelah batas waktu penyampaian‘laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian  output
kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dilakukan

pemutakhiran data pada aplikasi.

o F



(3)

=128 =

Bupati/walikota dapat mendorong proses percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada , ayat (2) dengan
berkoordinasi dengan Kepala Desa

Pasal 115 |

Bupati/walikota menyampaikan laporan  realisasi

penyaluran dan laporan  konsolidasi  realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahap .

Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas)

hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari

tahun anggaran berjalan. |

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli

tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas

waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala KPPN selaku

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat

5 ¢



- 129 =

meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan
penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk
selanjutnya  dilakukan pemutakhiran data pada

aplikasi.

BAB VII
PEDOMAN PENGGUNAAN TKDD

Pasal 116

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan
material atas penggunaan TKDD.

(2) Transfer ke Daerah digunakan untuk mendanai urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah  provinsi,
kabupaten, dan kota yang terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah

" Daerah dilaksanakan secara tertibl, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, | ekonomis, efektif,
transpararn, dan bertanggung  jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 117
Penggunaan Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (2), terdiri atas:
a. penggunaan yang bersifat umum; dan

b. penggunaan yang sudah ditentukan.

Bagian Kesatu

Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum

Pasal 118
Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, terdiri
atas:
a. DBH PBB;
b. DBH PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29;

g
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c. DBH SDA Minyak Bumi 15,5% (lima belas koma lima
persen);

d. DBH SDA Gas Bumi 30,5% (tiga puluh koma lima

persen);

DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi;

DBH SDA Mineral dan Batubara; |

DBH SDA Perikanan;

DBH SDA Kehutanan Iuran Izin| Usaha Pemanfaatan

Hutan ([IUPH) dan Provisi Sumber ﬁaya Hutan (PSDH);

i. DAU; dan

j. DID.

T @ o

Pasal 119

(1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a,
diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan
urusan pemerintahan wajib baik yang berkaitan dengan
pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar.

(2) Jenis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan menentukan terlebih
dahulu indikator kinerja serta capaian kinerja dari
setiap program dan kegiatan.

(4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 120
(1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a
sampai dengan huruf i, paling sedikit sebesar 10%

(sepuluh persen) dianggarkan untuk Alokasi Dana Desa.

%
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Besarnya DBH yang dialokasikan sebagai Alokasi Dana
Desa dihitung berdasarkan dokumen penganggaran
dan/atau dokumen perubahan anggaran penerimaan

DBH yang diterima di RKUD.

Pasal 121
Transfer ke Daerah yang penggunaiannya bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 118 huruf a
sampai dengan huruf i setelah dikurangi Alokasi Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1)
dialokasikan untuk belanja Infras-truktur Daerah.
Belanja Infrastruktur Daerah seb.agaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit sebesar yang ditetapkan
dalam Undang-Undang mengenai APBN.
Belanja Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan belanja yang langsung terkait
dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan
publik dan ekonomi dalam réngka meningkatkan
kesempatan Kkerja, mengurangl kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyedigan pelayanan publik
antardaerah.
Besaran belanja Infrastruktur | aerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dihitung dari total belanja
modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi
belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti
pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung
pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan
administratif dan kendaraan dinas.
Pembatasan alokasi belanja Transfer ke Daerah yang
penggunaannya bersifat umum untuk Infrastruktur
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) menjadi dasar evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah mengenai APBD|provinsi oleh Menteri
Dalam Negeri dan Rancangan| Peraturan Daerah

mengenai APBD kabupaten/kota oleh gubernur.

%
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Pasal 122

(1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan belanja
Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Transfer ke
Daerah  yang  penggunaannya  bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun
anggaran berkenaan. |

(2) Penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat

penyaluran DAU bulan Maret.

Pasal 123
(1) Dalam hal Transfer ke Daerah yang penggunaannya
bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
huruf a digunakan untuk pemberian hibah dan/atau
bantuan sosial kepada pihak lain, diutamakan untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
(2) Pemberian hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan

Pasal 124
Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, terdiri
atas:
DBH CHT;
DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi;
c. DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk
dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh;
d. DBH SDA Minyak Bumi dan Gas|Bumi dalam rangka
Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat;
e. Dana Transfer Khusus; 1

f. Dana Otonomi Khusus;

gz
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g. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi
Khusus Papua dan Papua Barat; dan

h. Dana Keistimewaan DIY.

Pasal 125
Pemerintah Daerah mencantumkan sufnber pendanaan atas
setiap program/kegiatan yang didanai dari Transfer ke
Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dalam APBD,
Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD.

Pasal 126
Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Desa

Pasal 127

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan  untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa
yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan pedoman

umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

g ¢
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Pasal 128

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga

kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 129

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2)
setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2 bupati/walikota memastikan
pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi
prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah
terpenuhi.

Persetujuan bupati/walikota sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan

Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 130
Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana

Desa.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

g E
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Bagian Keempat

Penggunaan Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal 131
(1) Sisa DBH CHT tahun anggaran sebelumnya digunakan
untuk mendanai kegiatan DBH CHT sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD tahun anggaranl berikutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 132

(1) Dalam hal terdapat sisa DAK dan/atau DAK Fisik
sampai dengan Tahun Anggaran 2016 pada
bidang/subbidang yang output kegiatannya sudah
tercapai, maka sisa DAK dan/atau DAK Fisik tersebut
dapat digunakan dengan ketentuan:

a. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang yang sama,; dan/atau

b. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang tertentu . sesual kebutuhan
daerah,

dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran

berjalan.

(2) Dalam hal terdapat sisa DAK dan/atau DAK Fisik pada
bidang/subbidang yang output i kegiatannya belum
tercapai, sisa DAK dan/atau DAK Fisik tersebut
dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran
berikutnya dengan ketentuan:

a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran
sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian
output dengan menggunakan petunjuk teknis pada
saat output kegiatannya belum tercapai; atau

b. untuk sisa DAK dan/atau DAK Fisik lebih dari 1
(satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan

untuk mendanai kegiatan! DAK Fisik pada

7/?



- 136 -

bidang/subbidang tertentu | sesuai kebutuhan
daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran berjalan. |
Kepala Daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa
DAK dan/atau DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan
wilayah Kkerjanya setelah berakhirnya pelaksanaan
tahun anggaran. |
Laporan penggunaan sisa DAK Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Rekapitulasi
SP2D atas penggunaan sisa DAK Fisik dalam bentuk
dokumen elektronik. L
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa meneruskan laporan sgbagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan melaui Koordinator KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa.

Pasal 133 ’

Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 pada RKUD
kabupaten/kota wajib disetor oleh Daerah ke RKUN
melalui Bank/Pos Persepsi dengan cara penyetoran
penerimaan negara bukan pajak secara elektronik
melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak Online (SIMPONI) paling lampbat bulan Juli Tahun
Anggaran 2017.

Qisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa Dana BOS yang
ditetapkan berdasarkan dokumen sumber Laporan
Hasil Monitoring Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011
pada Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana BOS
Tahun Anggaran 2011 yang diperoleh dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rincian Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

. e
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Tata cara penyetoran Sisa Dana BOS Tahun Anggaran
2011 ke Bank/Pos Persepsi seiagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ‘mengenai tata cara
penyetoran penerimaan negara.

Ketentuan penyetoran melalui Sistem Informasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
Daerah yang belum menyetorkan sisa Dana BOS Tahun
Anggaran 2011 melalui Surat Setoran Bukan Pajak

(SSBP).

Pasal 134

Kepala Daerah wajib menyampaijan bukti penyetoran
pengembalian sisa Dana BOS T hun Anggaran 2011
kepada Menteri Keuangan c.qy Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus
Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Daerah belum mengembalikan sebagiaﬁ atau
seluruh Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) sampal
dengan bulan Juli tahun 2017, maka sisa Dana BOS
Tahun Anggaran 2011 tersebut diperhitungkan dengan

penyaluran DAU dan/atau DBH Tahun Anggaran 2017.

Pasal 135

Sisa Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
pada Tahun Anggaran 2016 dapat digunakan untuk
mendanal kegiatan peningkatan kapasitas
ketenagakerjaan yang sama sesual kebutuhan daerah
dengan menggunakan petunjuk  teknis Tahun
Anggaran 2016.

Lebih salur Dana Peningkatan Kapasitas
Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2016 yang
disebabkan karena adanya perubahan alokasi dalam

Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016,
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diperhitungkan pada penyaluran DAU dan/atau DBH
tahun anggaran berikutnya.

(3) Penghitungan lebih salur Dana Peningkatan Kapasitas
Ketenagakerjaan pada  Tahu Anggaran 2016
ditetapkan dalam Peraturan ! Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan berdasarkan Berita Acara
Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dengan
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Pasal 136
Sisa Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
pada Tahun Anggaran 2016, digunakan untuk mendanai
kegiatan yang sama sesuai kebutuhan daerah dengan

berpedoman  Peraturan  Menteri | Keuangan  Nomor

160/PMK.07/2016 tentang Pedoman |Umum dan Rincian
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

Pasal 137
Sisa Dana Desa yang ada pada RKUD dianggarkan kembali
untuk disalurkan ke desa pada tahun anggaran berikutnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

(1) Dalam hal Daerah mengalami kesulitan likuiditas
sebagai akibat dari realisasi penelrimaan Daerah tidak
mencukupi, Pemerintah Daerah iapat memanfaatkan
sisa dana Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 untuk mendanai kégiatan yang sudah
ditetapkan dalam APBD.

(2) Sisa dana Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan akumulasi sisa dari tahun-tahun anggaran

sebelumnya.
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Pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah yang sudah
ditentukan penggunaanya scbagaimana dimaksud pada
ayat (2), hanya dapat dilakukan untuk memenuhi:

a. kewajiban pembayaran atas !cegiatan yang sudah
dikontrakkan dan selesai dilakganalkan;

b. kebutuhan belanja daerah Ipada saat realisasi
penerimaan daerah tidak mencukupi untuk
mendanai kegiatan yang tidak dépat ditunda
pembayarannya; dan/atau

c. kebutuhan belanja untuk kegiatan yang menjadi
prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

Besaran pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah

yang sudah ditentukan penggunaannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar kebutuhan

belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah yang sudah

ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dianggarkan ke bali sesuai dengan
peruntukannya  dalam APBD‘ tahun  anggaran

berikutnya sebagai prioritas pertama.

Pasal 139

Rincian jenis dan besaran atas pemanfaatan sisa dana

Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan penggunaannya

dicatatkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

tahun anggaran berkenaan.

(2)

Pasal 140

Laporan pemanfaatan sisa dana‘ Transfer ke Daerah
yang sudah ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 disaﬁnpaikan oleh Kepala
Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Laporan pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah
yang sudah ditentukan penggunaannya scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
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a. latar belakang penggunaan sisa dana transfer yang
sudah ditentukan penggunaannya.

b. jenis dan jumlah sisa; dan

c. rincian pemanfaatan dan besargnnya.

Laporan sebagaimana dimaksud jpada ayat (1) paling

lambat bulan Maret tahun anggara}n berikutnya.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah

Pasal 141
Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi
secara berkala terhadap kinerja keuangan Daerah.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalul penilaian kinerja
berdasarkan indikator kesehataL keuangan daerah,

hasil capaian dari program/kegiatan, pengelolaan

keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesual dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai pemeringkatan kesehatan

fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 142

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas
penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya
sudah ditentukan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan data laporan yang telah
disampaikan oleh Daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.
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Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan  melakukan

pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan DAK

Fisik dan Dana Desa menggunakan data yang

bersumber dari KPPN berdasarkan laporan yang
i

disampaikan oleh Daerah.

Pemantauan dan evaluasi Transfer ke Daerah yang
penggunaannya sudah = ditent kan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenal pemantauan
dan evaluasi transfer ke daerah yang sudah ditentukan

penggunaannya.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pemantauan dan Evaluasi oleh Kementerian Keuangan
Pasal 143

Kementerian Keuangan c.q. [Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama

dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian

Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan

Transmigrasi melakukan pemantauan atas

pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap:

a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata
cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;

b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;

c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan
laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa;

d. sisa Dana Desa di RKUD; dan

e. pencapaian output Dana Desa.

~ Z
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Dalam hal terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh
aparat pengawas fungsional di daerah, Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
melakukan pemantauan untuk mempercepat proses

penyaluran Dana Desa.

Pasal 144 |

Pemantauan terhadap pengrbitan peraturan
bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dilakukan untuk
menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap
Desa untuk tahap I.
Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan
percepatan penetapan peraturan dimaksud.
Kepala KPPN selaku KPA Penyaliuran DAK Fisik dan
Dana Desa dapat berkoordinasi delngan bupati/walikota

J:netapan peraturan

dalam -rangka percepatan D

bupati/walikota mengenai tata Jizara pembagian dan

penetapan Dana Desa setiap Desa.

Pasal 145

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari
RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan
penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan erundang-undangan,
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dapat memberikan teguran kepada

bupati/walikota.

i
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Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat berupa:
a. keterlambatan penyaluran; dan/atau
b. tidak tepat jumlah penyaluran.
Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak
tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh
bupati/walikota paling lama 7 (tujhh) hari kerja setelah
menerima teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2). 1

Pasal 146
Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi
penyaluran dan ~ laporan konsolidasi  realisasi
penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf ¢ dilakukan untuk menghindari
penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran
berikutnya.
Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA benyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa dapat meminta kepada Bupati/ Walikota
untuk melakukan percepatan Ienyaunpadan laporan
dimaksud. |
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/walikota
dalam rangka proses percepatan penyampaian laporan
realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi

penyerapan Dana Desa.

Pasal 147
Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf d dilakukan
untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum
disalurkan dari RKUD ke RﬁD tahun anggaran

sebelumnya.

72
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(2) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terjadi karena bupati/walikota
belum menerima laporan realisasi penyerapan Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
ayat (2) huruf b, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa meminta kepada
bupati/walikota untuk  memfasilitasi percepatan
penyampaian laporan dimaksud.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di{RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terjadi karena perbedaan
jumlah Desa, bupati/walikgta menyampaikan
pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN
ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 148
Pemantauan capaian output sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui

capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 149 |
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa melakukan evaluasi, terhadap:
a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap
Desa oleh kabupaten/kota; dan
b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.

Pasal 150
(1) Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran
Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a
dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa
setiap Desa dilakukan sesuail dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal terdapat 1§etida1<se§uaia11 penghitungan
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
Desa oleh kabupaten/kota, Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta
bupati/walikota untuk melakukan perubahan
peraturan  bupati/walikota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
Desa. |

Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK|Fisik dan Dana Desa.
Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran

Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 151

Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan
laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran
realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output
Dana Desa.

Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari
90% (sembilan puluh persen) seLagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (4) dan realilasi penyerapan Dana
Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta
capaian output kurang dari 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5);
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan Kklarifikasi

kepada bupati/walikota.
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Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi oleh Bﬁpati /Walikota

Pasal 152
Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas

sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 153
(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas
sisa Dana Desa di RKD sebagaim'ana dimaksud dalam
Pasal 152 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari
30% (tiga puluh persen), bupati/ wilikota:

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai

sisa Dana Desa di RKD tersebult; dan/atau
b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk
melakukan pemeriksaan.

(2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun
anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perurjdang-undangan.

Pasal 154
(1) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa,
dalam hal:

a. bupati/walikota  belum  menerima  dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 ayat (2);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153; dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat

pengawas fungsional di daerah‘
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Penundaan penyaluran Dana | Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf | dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa
tahap I tidak dilakukan.

Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar darl 30% (tiga
puluh persen), penyaluran Danal Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
Bupati/walikota melaporkan Daﬁa Desa yang tidak
disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disampaikan oleh aparat pengawas fungsional
di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.



- 148 -

Pasal 155 |

(1) Bupati/walikota menyalurkan kenlfoali Dana Desa yang
ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1)
huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dai’la Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di
RKUD. |

(3) Bupati/walikota melaporkan sisa ‘Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati/walikota memberitahukan kepada Kepala Desa
yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar diénggarkan kembali dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati/walikota menganggarkan kembali sisa Dana
Desa di RKUD sebagaimana di iaksud pada ayat (2)
dalam rancangan APBD tahunm‘anggaran berikutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke
RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun
anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut
diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran

Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran

berjalan.
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(7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun
anggaran berjalan, bupati/walikota ~menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang
belum disalurkan dari RKUN ke} RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa
tahap 1 dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa
tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayé t (6) paling lambat
bulan Juli tahun anggaran ber] alaj.

(9) Dalam hal bupati/walikota ti{dak menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa
tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 156

(1) Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran
Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi
penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 ayaf (1) huruf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga
puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Danal Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran befikutnya.

(3) Bupati/walikota melaporkan pemotongan penyaluran

Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

76
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Pasal 157

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa melakukan pemotonglan penyaluran Dana

Desa dalam hal terdapat:

a. pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 147 ayat (3);

b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 154 ayat (5) dan Pasal 155 ayat (3); dan /atau

c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 156 ayat (3).

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa

pada tahun anggaran berj alan. |

Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 147 ayat (3) digunak ‘n untuk menutup

kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan

pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 158

Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan
yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya
kegiatan DAK Fisik di daerah, maka DAK Fisik dapat
dialokasikan kembali pada tahunianggaran berikutnya
sesuai mekanisme penganggaran APBN.

Badan Pengawasan Keuangan dalLi Pembangunan dan
kementerian/lembaga teknis melakukan verifikasi atas
nilai DAK Fisik yang tidak terlaksana karena bencana
alam dan/atau kerusuhan di daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
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(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan  dan kementerian /lembaga  teknis
menyampaikan rekomendasi pePgalokasiall kembali
DAK Fisik pada tahun anggaran berikutnya kepada

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Pasal 159
Dalam hal terdapat kelalaian dalam proses pengelolaan
TKDD yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,
maka terhadap pihak yang lalai tersebut dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 160

(1) Bendahara Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran
Daerah/Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak
penghasilan dan pajak lainnya Wwajib menyampaikan
rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak
penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara semesteran kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni
untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk
semester kedua.

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menyampaikan dafta; daerah yang tidak
menyampaikan rekapitulasi atgs pemotongan dan
penyetoran pajak penghasilan ‘dan pajak lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan melalul Direktorat
Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.
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Berdasarkan daftar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan
dapat melakukan penundaan penyaluran DAU
dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh persen) dari
besarnya DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan

pada periode berikutnya. |

Pasal 161

Dalam rangka pengendalian pelakéanaan APBN, Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat
melakukan  penundaan, pemotongan, dan/atau
penghentian penyaluran TKDD sebagian dan/atau
seluruhnya.

TKDD yang penyalurannya ditunda sebagian dan/atau
seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk
dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran

berikutnya.

Pasal 162

Dalam hal terdapat perubahan |struktur dan /afau

nomenklatur TKDD, pengelolaan TKDD yang mengalami

perubahan dimaksud, diatur dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. perubahan struktur dan/atau nomenklatur yang secara

substansi tidak berbeda dengan jenis TKDD dalam
Peraturan Menteri ini maka mekanisme penyaluran dan
pelaporannya  ditetapkan  oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan mempertimbangkan
mekanisme yang sudah ada dalam Peraturan Menteri ini
dengan pertimbangan dari kementerian teknis terkait;
dan

perubahan struktur dan/atau no enklatur yang secara
substansi berbeda dengan jenis TKDD dalam Peraturan
Menteri ini, pengelolaannya diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan tersendiri.
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Pasal 163

Ketentuan mengenai:

a. persentase pembagian DBH PBB antara provinsi,
kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (3);

b. format laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH
SDA Minyak Bumi dan Gas Bﬁmi dan rekapitulasi
lJaporan tahunan penggunaan t mbahan DBH SDA
Minyak Bumi dan Gas Bumi se} agaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (8);

c. format laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dan huruf b;

d. format laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2);

e. format laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru
PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4);

f  format laporan realisasi penyelrapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOK se!bagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (7);

g. format laporan realisasi penyérapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3);

h. format laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3);

i. format laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2);

j.  format Rekapitulasi SP2D DAK Nonfisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Pasal 88 ayat (5),
Pasal 91 ayat (8), Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (4),
dan Pasal 94 ayat (5);

k. format laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf ¢, dan ayat (3);

¢
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1. format laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi
Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b;

m. format laporan realisasi penyaluran Dana Desa, laporan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100°
ayat (1);

n. tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output,
volume output, satuan output |dan capaian output
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) dan
Pasal 102 ayat (5);

o. format laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (2);

p. format LKT dan LRT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (1) huruf a; |

q. format laporan belanja Infrastruktur Daerah yang
bersumber  dari  Transfer ke Daerah  yang
penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 122; dan

r. format laporan pemanfaatan sisla dana Transfer ke
Daerah yang sudah ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasil 140,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 164
Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan Pengelolaan TKDD sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan baik secara bersama-sama maupun

sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. Penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 83 untuk Tahun

Anggaran 2017, berlaku ketentuan sebagai berikut:

ks
2.

penyaluran triwulan I paling lambat tanggal 31 Mei.
lJaporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output kegiatan DAK Fisik per bidang tahﬁn anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dalam bentuk data
elektronik (softcopy) melalui Aplikasi Inovasi DAK.
berdasarkan laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
angka 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan rekomendasi penyaluran DAK Fisik
triwulan [ Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa. :

batas waktu penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
Pasal 83 untuk Tahun Anggaran 2017, berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a) triwulan I paling lambat tanggal 19 Mei;

b) triwulan II paling lambat tanggal 21 Juli; dan

¢) triwulan III paling lambat taﬁggal 20 Oktober.

FZ
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5. penyampaian rekomendasi terhadap kegiatan DAK
Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan
secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2017 paling
lambat bulan April.

6. penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian output, daftar kontrak kegiatan dan/atau
bukti pemesanan barang atau bukti sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (10)
untuk Tahun Anggaran 2017 disampaikan oleh
Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
tanggal 19 Mei.

b. Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5), serta Dana TP Guru PN3SD,
DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dan ayat (6) untuk
triwulan I, triwulan II, dan semester I dilaksanakan
sesual dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.07/2016 tentang Perubéhan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/P]L/IK.O7/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah darj Dana Desa.

c. Penyaluran DID untuk Tahun Anggaran 2017 dan
penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk tahap I Tahun
Anggaran 2017 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 187 /PMK.07/2016 tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer

ke Daerah dan Dana Desa.

7¢



- 157 -

d. Penyaluran Dana Desa sebagaim e dimaksud dalam
Pasal 99 untuk tahap I Tahun Anggaran 2017, berlaku
ketentuan sebagai berikut:

1. penyaluran paling cepat bulan April dan paling
lambat bulan Juli 2017,

2. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1)
huruf a disampaikan oleh Képala Daerah kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan; dan |

3. berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 2,
Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan
menyampaikan rekomendasi pe nyaluran Dana Desa
tahap I Tahun 2017 kepada Kebala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui
Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

e. Penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah yang
bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya
bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
untuk Tahun Anggaran 2017 disampaikan paling lambat
31 Juli 2017 dan menjadi syarat penyaluran DAU bulan
September 2017. ‘

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 /PMK.07/2016
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 48/PMK.07/2016 tentang |Pengelolaan Transfer

7
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ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1850}); dan

b. ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 42 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 537

Salinan sesuai dengan aslinya
KepeRiro Umum
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RE

NOMOR 50/PMK.07/2017
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

PUBLIK INDONESIA

PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH-

Persentase

Sektor Pertambangan, Panas

Nomor Provinsi Sektor Perkebunan Sektor Perhutanan . .
Bumi, dan Sektor Lainnya
Provinsi |Kab/Kota | Total |Provinsi |Kab/Kota | Total |Provinsi |Kab/Kota | Total

1 Provinsi Aceh 10,00 30,00 | 40,00 8,75 26,25 | 35,00 7,50 22,50 | 30,00
2 Provinsi Sumatera Utara 2,00 38,00 | 40,00 1,75 33,25| 35,00 1,50 28,50 | 30,00
3 Provinsi Swnatera Barat 10,00 30,00 | 40,00 15,00 20,00 | 35,00 10,00 20,00 | 30,00
4 Provinsi Riau 8,00 32,00 [ 40,00 7,00 28,00 | 35,00 6,00 24,00 | 30,00
5 Provinsi Kepulauan Riau 8,00 32,00 | 40,00 7,00 28,00 | 35,00 6,00 24,00 | 30,00
6 Provinsi Jambi 12,00 28,00 | 40,00 10,50 24,50 | 35,00 9,00 21,00 30,00
7 Provinsi Sumatera Selatan 8,00 32,00 | 40,00 7,50 27,50 | 35,00 5,00 25,00 { 30,00
8 Provinsi Bangka Belitung 8,00 32,00 | 40,00 7,50 27,50 | 35,00 5,00 25,00 | 30,00
9 Provinsi Bengkulu 8,00 32,00 40,00 6,00 29,00 | 35,00 6,00 24,00 | 30,00
10 Provinsi Lampung 8,00 32,00 | 40,00 7,00 28,00 | :35,00 6,00 24,00 | 30,00
11 Provinsi DKI Jakarta 40,00 -| 40,00 35,00 -1 135,00 30,00 -1 30,00
12 Provinsi Jawa Barat 2,00 38,00 | 40,00 1,75 33,25 | 35,00 1,50 28,50 [ 30,00
13 Provinsi Banten 8,00 32,00 | 40,00 7,00 28,00 | 35,00 6,00 24,00 30,00
14 | Provinsi Jawa Tengah 6,67 33,33 | 40,00 7,00 28,00 | 35,00 6,00 24,00 | 30,00
15 Provinsi DI Yogyakarta 6,67 33,33 | 40,00 7,00 28,00 | 35,00 6,00 24,00 | 30,00
16 Provinsi Jawa Timur 5,00 35,00 | 40,00 5,00 30,00| 35,00 5,00 25,00 | 30,00
17 Provinsi Kalimantan Barat 5,00 35,00 | 40,00 5,00 30,00 35,00 5,00 25,00 30,00
18 Provinsi Kalimantan Tengah 12,00 28,00 | 40,00 10,50 24,50 35,00 9,00 21,00 ( 30,00
19 Provinsi Kalimantan Selatan 8,00 32,00 | 40,00 7,00 28,00 | 35,00 6,00 24,00 30,00
20 Provinsi Kalimantan Timur 5,00 35,00 | 40,00 5,00 30,00 | 35,00 5,00 25,00 | 30,00
21 Provinsi Kalimantan Utara 5,00 35,00 | 40,00 5,00 30,00 | 35,00 5,00 25,00 | 30,00
22 Provinsi Sulawesi Utara 10,00 30,00 | 40,00 10,00 25,00 | 35,00 7,50 22,50 | 30,00
23 Provinsi Gorontalo 10,00 30,00 | 40,00 10,00 25,00 | 35,00 7,50 22,50 | 30,00
24 Provinsi Sulawesi Tengah 8,00 32,00 40,00 7,00 28,00 | 35,00 6,00 24,00 30,00
25 Provinsi Sulawesi Selatan 4,00 36,00 | 40,00 3,50 31,50 | 35,00 3,00 27,00 | 30,00
26 Provinsi Sulawesi Barat 3,00 37,00 40,00 2,50 © 32,50 [ 35,00 2,50 27,50 | 30,00
27 | Provinsi Sulawesi Tenggara 4,00 36,00 | 40,00 3,50 31,50 | 35,00 3,00 27,00 | 30,00
28 Provinsi Bali 5,00 35,00 | 40,00 5,00 30,00 | 35,00 5,00 25,00 | 30,00
29 | Provinsi Nusa Tenggara Barat 5,00 35,00 | 40,00 5,00 30,00 | 35,00 5,00 25,00 | 30,00
30 | Provinsi Nusa Tenggara Timur 5,00 35,00 | 40,00 5,00 30,00 | 35,00 5,00 25,00 | 30,00
31 Provinsi Maluku 10,00 30,00 | 40,00 10,00 25,00 | 35,00 7,50 22,50 | 30,00
32 Provinsi Maluku Utara 4,00 36,00 | 40,00 3,50 31,50 | 35,00 3,00 27,00 30,00
33 Provinsi Papua 10,00 30,00 | 40,00 10,00 25,00 35,00 7,50 22,50 | 30,00
34 Provinsi Papua Barat 4,00 36,001 40,00 4,00 31,00 35,00 3,00 27,00 30,00
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FORMAT LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN
TAMBAHAN DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

b

LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ... 1ATAHUN ANGGARAN ... 1t

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 2 menyatakan bahwa saya bertanggung
jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Tambahan Dana Bagi hasil
Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dengan rincian, sebagai
berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Triwulan I : Rpee:3)
Triwulan II : Rp...4)
Triwulan III : Rp...5)
Triwulan IV :Rp... 6)
Jumlah - Rp...7

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

T TRRU - -
Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui Sisa Capaian Output (%)

SP2D Daerah Anggsinn
i i 8) kasi? : s . i -
ba Eegatan Lekas Mriwulanl! [Triwulan | Triwulan Kumt_ﬂatxl’ Kegiatan Voluine Persentase-
0) i 112 setiap 13a) 13) 13¢)

Triwulan 13

A. Bidang/Program Pendidikan

1 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...
Dst

B. Bidang/Program Kesehatan dan Perbaikan Gizi

1 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...
Dst

C. Bidang/Program Pembangunan

1 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...
Dst '

D. Bidang/Program Lainnya

1 Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

Dst.

Jumlah!¥ Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

17)
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

la-b. | Diisi sesuai dengan nama provinsi dan tah“'un anggaran yang
dilaporkan. ‘
Diisi oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.

3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan 1.

4, Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.

5, Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.

6. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. -

7. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening
kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampal dengan
triwulan akhir laporan. .

Kolom diisi sesuai dengan rincian kegiatan bersangkutan.
Kolom diisi sesuai dengan rincian lokasi kegiatan dilaksanakan.

10. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga
dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan I.

i Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga
dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan II.

12 Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga
dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan III.

13. Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke
pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah
pada tahun anggaran bersangkutan.

13a. Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap kegiatan.

13b. | Kolom diisi dengan volume capaian keluaran (outpuf) setiap bidang/
program.

13c. Kolom diisi dengan persentase capaian keluaran (output) setiap bidang/
program.

14. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing
kolom.

1.5 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

16. Diisi sesuai dengan bupati/walikota daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan. I

17. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.

18. Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.
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FORMAT REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN
TAMBAHAN DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

REKAPITULASI

LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS

DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS BAGIAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI ... 1TAHUN ANGGARAN .1. 1b)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 2 menyatakan bahwa Rekapitulasi Laporan
Penggunaan Tambahan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas
Bumi ini dibuat berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kabupaten /kota,
dengan rincian sebagai berikut:

Penyaluran dari RKUD Provinsi

Triwulan I : Rp...3
Triwulan II . :Rp..®
Triwulan III : Bpod
Triwulan IV ' Rp... o
Jumlah : Bp.®
No BidAnE] PenRecl?lmi)Saa:asfl di Pemlgg.alai.xs':iidari AnSiiian o
‘| Program® | RrUD Kab/Kota® | RKUD Kab,Kota 1 it Volume: | Petsentase
Kabupaten/Kota ... 12
1 Rp... Rp... Rp:z
2 Rp... Rp... Rp...
Dst. | ... Rp... Rp... R '
Jumlah 13 Rp... " | Rp... Rp...
Kabupaten/Kota ...
1 Rp... Rp... Rp...
2 Rp... Rp... Rp...
Dst. | ... Rp... Rp... Rp...
Jumlah Rp... Rp... Rp...
Dst.
Jumlah 4 | Epis l Rp... | Rp...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga dalam rekapitulasi laporan
ini, disimpan oleh kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.. 19)
.. 16}

.. 18)
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

la-b. | Diisi sesuai dengan nama provinsi dan tahun anggaran yang dilaporkan.

2. Diisi oleh gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.

<8 Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas
umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota pada
triwulan I. l

4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas
umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota pada
triwulan II.

3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas
umum daerah prov1n31 ke rekening kas umum daerah kab/kota pada
triwulan III.

6. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas
umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota pada
triwulan IV.

7. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yangdisalurkan dari
rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah
kab/kota sampai dengan triwulan akhir laporan.

Kolom diisi sesuai dengan bidang/program yang dilaksanakan.

9. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penerimaantambahan DBH
SDA Migas di rekening kas umum daerah kab/kota.,

10. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga
dari rekening kas umum daerah kab/kota.

3118 Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap bidang/
program.

1la. Kolom diisi dengan volume capaian keluaran (output) setiap bidang/
prograrm.

11b. Kolom diisi dengan persentase capaian keluaran (output) setiap bidang/
program. '

12. Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota dalam provinsi yang
bersanglkutan.

13. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan masing-masing kolom
nilai untuk setiap kab/kota.

14. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom
kab/kota.

1.5 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

16. Diisi sesuai dengan gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.

17. Ditandatangani dan dicap basah oleh gubernur daerah provinsi yang
bersangkutan. ;

18. Diisi sesuai dengan nama gubernur daerah provinsi lyang bersangkutan.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOS

Yang bertandatangan di bawah ini
BOS ini, dengan rincian sebagai berikut:

SAMPAI DENGAN SEMESTER

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PROVINSI

(m

@ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana

Kumulatif Sisa
Dana BOS di

Penerimaan Dana BOS dari Rekening Kas Umum

Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke

Negara (RKUN) Jumlah Sekolah Sisa Dana BOS di
RKUD Provinsi Dana BOS di RKUD Provinsi
No. { ¢ = : :
Kabupaten/Kota s.d. triwulan/ . Peicrodas RKUD humulau{ s.d. Triwulan.../ Tiiralah s.d Triwulan.../
semester | Tebwulan 1/} prpan p 11/ Triwulan1v | Provinsi tiwalan/ | gemester... | Triwulan.../ SEeERT-
sebelumnya SeesEed Semester II semestar ini Semester
sebelumnya "
] 2 13) - 5) 16) g} 8)=(+*+(S)1+(6)+ (7] 9 (10 (11}=(9]+(10] 12]=(8}-(11)
Provinsi ....cvonmminanee W 1 e 1 e | mmemm | ommmme | s} w4 S
1 Kab./Kota .........c..... X e e £ TP
2 Kab.J®ota.ooocoiows. 4 ~~++ 1t | e | smess L g
dst.
Jumlah

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. R

Tempat .o.covvvvenenn, ©l, Tanggal ......oovveenn,

Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola kenangan
Provinsi............... (1

(tanda tangan asli dan stempel basah)
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN
1 Diisi nama provinsi.
2 Diisi triwulan atau semester berkenaan dan Laporan dibuat per

triwulan atau per semester (tidak digabung).
Daerah tidak terpencil : triwulanan.

Daerah terpencil : semesteran.
3 Diisi tahun anggaran berkenaan.
4 Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan.

5 atau Diisi kabupaten/kota di lingkup wilayah provinsi.
Kolom (2) I

6 Diisi tempat dibuatnya laporan.

74 Diisi tanggal dibuatnya laporan.

8 Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan.
9 Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

10 Diisi nama lengkap penandatangan laporan.

11 Diisi NIP penandatangan laporan.

Kolom (3) | Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum
Daerah s.d. triwulan sebelumnya.

Kolom Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang
(4), (5), Salur) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas
(6), dan | Umum Daerah (RKUD) yang diterima pada triwulan atau semester
(7) berkenaan.(4), (5), (6), dan (7).

Kolom (8) | Diisi jumlah Kumulatif Sisa Dana BOS di RKUD Provinsi s.d.
triwulan /semester sebelumnya ditambah jumlah penerimaan
Dana BOSdan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari RKUN ke

RKUD. (8) = (3) + (4) + (5) + (6) + (7).

Kolom (9) | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana
Cadangan) ke satuan pendidikan dasar s.d. triwulan/semester
sebelumnya.

Kolom (10) | Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) ke
satuan pendidikan dasar pada triwulan atau semester berkenaan.

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun
Anggaran .... pada triwulan/semester berkenaan.

L
Kolom (11) | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS ke satuan pendidikan
dasar sampai dengan triwulan/semester berkenaan.

(11) = (9)+(10).

Kolom (12) | Diisi jumlah kumulatif sisa BOS yang terdapat pada Rekening
Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan. (12) = (8)-(11).

Untuk penomoran kolom menyesuaikan dengan penyalurain sesuai dengan:

Daerah tidak terpencil : triwulanan.
Daerah terpencil : semesteran.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

BEROVINST suvnmnnssinis 1
SAMPAI DENGAN SEMESTER ...oooiviiiiiiiinnnn.. @ TAHUN @)
Yang bertandatangan di bawah ini ........occcoeveenennn. (4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Dana
BOS ini, dengan rincian sebagai berikut:
i Penyaluran
Kebutihan il Dana BOS | Lebih/Kurang,
No. | Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Jumlah Siswa : Kebutuhan Dana BOS dari RKUD | Salur Dana
Provinsi ke BOS *)
SD | SMP | SMA | SMK SD SMP SMA SMK SD SMP SMA SMK Jumlah Sekolah *)
11 = 12= 13= 14 = 15 = -
L 2 3 4 5 6 7 8 8 10 {7 x unit cost (8 x unit cosi) {9 % unit cos {10 x unit cost] (11+12+13+14) 16 ek f16=13)
1 | Kab./Kota ....... B 1 rvess | wwove | commre | vmees | mvessmeme | esenseers | wmemwmmes § o ossesnss [ dwn | mmmmsw | esesswm | asmmsms | wmemmmy | e
Kab. /Kota coeeee. | cevee b ovve | vee | e ] e b e ] e | e | e | e s | i | e | s ] i
dst.
Jumlah

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sisa Dana BOS di RKUD Provinsi s.d. periode sebelumnya R s (@) Tempat o ), Tanggal ............... @
Penerimaan Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi periode ini R s (b) Kepala SKPD teknis ............... 8)

Total Dana BOS yang ada di RKUD Provinsi RpP oo c=a+np) Provingi............. 1w~

Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah *) R v svunciies {d = kolom 16)

Sisa Dana BOS di RKUD Provinsi o4 [S—— (e=c-d) (tanda tangan asli dan Stempe] basah) 9)
Kebutuhan riil Dana BOS 5o I B = - S = T (10)
Lebih/Kurang Salur Dana BOS **) Rp e, (g=d - f) = kolom 17 =

Keterangan:
* Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah (d) harus sama dengan jumlah kolom 16.
**)  Lebih/Kurang Salur Dana BOS (e) harus sama dengan jumlah kolom 17.
Selisih lebih : Jika dana di RKUD Provinsi lebih besar dari kebutuhan riil Dana BOS (d > f)
Selisih kurang : Jika dana di RKUD Provinsi lebih kecil dari kebutuhan riil Dana BOS (d < )
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN
1 Diisi nama provinsi.
2 Diisi triwulan atau semester berkenaan dan Laporan dibuat per
triwulan atau per semester (tidak digabung).
Daerah tidak terpencil : triwulanan.
Daerah terpencil : semesteran.
3 Diisi tahun anggaran berkenaan.
4 Diisi oleh Kepala SKPD teknis.
5 atau Diisi kabupaten/kota di lingkup wilayah provinsi.
Kolom (2)
6 Diisi tempat dibuatnya laporan.
7 Diisi tanggal dibuatnya laporan.
8 Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan.
9 Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
10 Diisi nama lengkap penandatangan laporan.
11 Diisi NIP penandatangan laporan.
Kolom Diisi jumlah sekolah penerima BOS sesuai Kebutuhan Riil.
(3), (4),
(5), dan
(6)
Kolom Diisi jumlah siswa penerima BOS sesuai Kebutuhan Riil
(7). (8),
(9), dan
(10)
Kolom Diisi jumlah Kebutuhan Riil masing-masing jenjang sekolah

(11), (12), | (jumlah siswa x unit cost) !

(13), dan ;

(14) | |

Kolom (15) | Diisi jumlah Kebutuhan Riil seluruh jenjang sekolah.
(15) = (11) + (12) + (13) + (14)

Kolom (16) | Diisi jumlah penyaluran Dana BOS (termasuk Dana Cadangan
BOS) ke satuan pendidikan dasar pada triwulan atau semester
berkenaan.
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun
Anggaran .... pada triwulan/semester berkenaan.

Kolom (17) | Diisi jurnlah Lebih/Kurang Salur Dana BOS.

(11) = (16) - (15).
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" FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOP PAUD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

TAHUN ANGGARAN ...@

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 3 menyatakan bahwa saya bertanggung
jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi PenyerapanDana BOP PAUD ini
dengan rincian, sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Sisa Dana BOP PAUD Tahun Anggaran Sebelumnya . & Rp @
- Penyaluran Dana BOP PAUD Tahun Anggaran .. ’ : Rp®
- Penyaluran Dana Cadangan BOP PAUD Tahun Anggaran : Rpw©

Jumlah : Rp ™

Realisasi Penyaluran BOP PAUD ke Satuan Lembaga PAUD melalui SP2D
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Tahun Anggaran ... :Rp @
Pengembalian Dana BOP PAUD ke RKUD tRp @
Sisa Dana BOP PAUD : Rplio) = (7)-@1+9)

Bulkti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
Japoran ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tempat ..., Tanggal Aoz

Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola
Keuangan...(13]

(tanda tangan asli dan stempel basah) (14
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PETUNJUK PENGISIAN

NO.. URAIAN

1 | Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota dan tahun anggaran.

2 | Diisi tahun anggaran berkenaan.

3 | Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.

4 | Diisi sisa Dana BOP PAUD Tahun Anggaran Sebelumnya

5 | Diisi jumlah transfer Dana BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Negara
ke Rekening Kas Umum Daerah.

.6 Diisi jumlah transfer Dana Cadangan BOP PAUD dari Rekening Kas

Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

7 | Diisi total transfer Dana BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah

8 | Diisi jumlah penyaluran Dana BOP PAUD ke satuan lembaga PAUD pada
tahun anggaran berkenaan.
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D
yang diterbitkan untuk penyaluran Dana BOP PAUD Tahun Anggaran
berkenaan.

9 | Diisi jumlah pengembalianDana BOP PAUD ke Rekenmg Kas Umum
Daerah

10 | Diisi jumlah sisa Dana BOP PAUD.

11 | Diisi tempat dibuatnya laporan.

12 | Diisi tanggal dibuatnya laporan.

13 | Diisi nama jabatan.

14 | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

15 | Diisi nama lengkap penandatangan laporan.

16 | Diisi NIP penandatangan laporan.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOP PAUD
|

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (I
TAHUN ANGGARAN ...@)

No. Jenis Lembaga Jumlah Jumlah Kebutuhan Dana
PAUD Lembaga Peserta BOP PAUD
(1) (2) (3] (4) (5) = (4] x unit cost
1 PAUD
2 TK
3 (lainnya)
Jumlah
Realisasi ' Permasalahan
No. Penggunaan Dana Jumlah Persentase dalam Penyaluran
BOP PAUD |Dana BOP PAUD
(1) (2) (3 (4) ' ()
Kegiatan
Pembelajaran
2 Kegiatan Pendukung
Pembelajaran
3 Kegiatan Lainnya

o 20 op

Sisa Dana BOP PAUD di RKUD Kab/Kota Penyaluran Tahun Sebelumnya : Rp.....

Transfer Dana BOP PAUD dari RKUN ke RKUD Kab/Kota Tahun ini ! Rplas
Total Dana BOP PAUD yang ada di RKUD Kab/Kota i R
Total Kebutuhan Dana BOP PAUD : Rp.....
Kurang Salur Dana BOP PAUD : Rp.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ..., Tanggal ...
Kepala SKPD teknis ...

(tanda tangan asli dan stempel basah)
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FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN
DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (DANA TP GURU) PNSD

PROVINSI/KAB/KOTA: ..o,
SEMESTER ......... TA. 20..... (BAGIAN I)
Yang bertanda tangan di bawah ini ... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TP Guru PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:
Triwulan I
Penyaluran ke Kas Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah Kekurangan Pembayaran Triwulan I
Daerah
Sisa : Sisa Total
Letéilhi,&axbang Jiimlak | Tansedl - - NTangg;l PgD Pq%'ﬁ:]xgﬁih?ﬂ Le,l?ih/ [\iuralng Potnéa%aganPh s &
1 Eernjan, g : [t omor 7 enjan, ] x amy
Pznﬁlur l?rr:rrlxxulg;la? Pendildikgan Januari Februari Maret Our;? Total P,?mba¥ﬂa;1 fiwulan § Pendildikgan Januari Februari Maret OveF’ Total
nwulan
; = =7e =
() (2) (3) ) () (6) (7) 8 |1=51+(61+7)+(8) (10) (11) s (13) (13) (14) (15) (16) T
TK TR
SD SD
" |smP SMP
SLE SLE
SMA SMA
SMK SMK
JUMLAH TUMLAH
Triwulan II
PerypIEa kel Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah Kekurangan Pembayaran Triwulan 11
Sisa i %
Piarrrs : Sisa Lebih/ Total
Leblh}éhurang Tangeal & |Pengembalian I = P =
di RKUD Jumlah | Tanggal Fariang . ; .| carry Nomer epap | Triwulan I T pﬁ’ﬁ"ﬁagﬁ Jenjan; ; : - Ca
HEL | R ?rer?ﬁ%ﬁ?? Péndiaikan april Mel Juni | G Lotal Pembayaran ran s Pendidikan April Mei Juni Over Total
riwulian
(1) @ @) o) (5) ) (7 @ |e=E+e+mHe) (10) (11) “2(51(_}{*1(]2) (13) (13) (14 (15) (16) (17) (S‘ﬁ T{,});‘ ‘{‘7’;
TR K
SD SD
SMP SMP
SLB LE
SMA = o — SMA —= e
SMK SMEK
JUMLAH JUMLAH

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember) Ten;f)at, ....................... 20....
; gormat Lapgran tersebut diatas adalah contoh untuk Semester I, sedangkan untuk format laporan semester II perlu disesuaikan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan
enamaan bulanya.
. Dalam hal yang berwenang terkait laporan adalah di bawah eselon II maka yang bertanda tangan adalah Eselon II atau Eselon I
Atas nama Kepala Daerah.

) (tanda tangan dan stempel)
. Daerah dapat menambahkan keterangan yang diperlukan dalam lembar tersendiri

£SO o

Nama Jelas
NIP
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FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TP GURU PNSD

Yang bertanda tangan di bawah ini ...

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN

DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (DANA TP GURU) PNSD
PROVINSI/KAB/KOTA: w.................
SEMESTER .........

TA. 20w

(BAGIAN II)

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TP Guru PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:

Triwulan I
BULAN : JANUARI BULAN : FEBRUARI BULAN : MARET CARRY OVER

pé’EEfé‘ﬁ'éiN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KETERANGAN

GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG | GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL

TELAH BELU TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM
MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA
(1) 2) (3! {#)={21+(3) (5 (6] {7)=(S)+(6) (8] 191 (10}=(8)+(9) (11 (12) (13)=(11)+(12) (14}
TK *} dapat ditambahkan
SD keterangan vang dianggap
perlu
SMP
SLE
SMA
SME
JUMLAH
Triwulan II
BULAN : APRIL BULAN : MEI BULAN : JUNI CARRY OVER
JENJANG JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KETERANGAN
PENDIDIKAN GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL
TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM
MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA
{1 2] 3) (H=12)+(3) (5) 6) (7)=(5)+(6) 8) (9 (10)=(8)+(9] {11 (12) (13)=(11)+(12) (14
TK *]  dapat ditambahkan
5] keterangan yang dianggap
perlu

SMP
SLE
SMA _
SME
JUMLAH

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
%emqu_ksaan aparat pengawas fungsional.
emikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

1. Jumlah guru adalah jumlah guru yang berhak menerima Dana TP Guru PNSD dan telah memenuhi persyaratan
2. Format laporan tersebut di atas adal

3. Format Laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya

untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember)

Tempat,

Kepala Biro/Badan/Dinas P

(tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas
NIP

engelola Keuangan
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FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DTP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU (DTP GURU) PNSD
PROVINSI/KAB/KOTA: ........o........
SEMESTER ......... TA. 20..... (BAGIANI)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:
Triwulan I

Penyaluran ke Kas Realisasi Pembayaran oleh Kas Dacrah Kekurangan Pembayaran Triwulan [
Sisa : Sisa Total
Lei?iip é}}galbang Jumilzh Tana%ga.l e & NTanggngBgnD P%%g}ﬁ‘g%llfﬂ Le%gip /]\iuraing Po thr.;%aéanPh e 5 -
1 enjang 3 : arrif omor riwulan s enjang : : el
Pengnalur P&\er?‘_'\;ug;a? Pendi’dikan Januari Februari Maret e Total P‘%n}bava.raln Pendi’dikban Januari Februari Maret OU’Z;';' Total
nwuian
(1) @ (3) (4 s) (6) ) 8)  |(9)=(51+(6)+(7)+(8) (10) (11) e 13) (13) (14) (15) (16) T i i i
TR TIC
SD SD
SMP ’ SMP
SLE SLE
SMA SMA
SME MK
JUMLAH [JUMLAH
Triwulan II
- PEHYEJD"‘;? a.l*ifc Kas Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah Kekurangan Pembayaran Triwulan II
152 = o
sk 2 h/ Total
Lebih/Kurang Tamggal & |Pengembalian | Sis3 Lebi >
di RKUD Jumlah Tanggal Senlah 28 Triwulan 11 hurang otongan i
) ng i i i | Carry Nomor SP2D Triwulan 11 PPh Psl 21 Jenjang i ; i Carry
Triwulan 1 Pe?gnalu I;?:‘%ﬁa{l Pendfdlkan April Mei Juni i Total Eli:mbaf’a:?{‘ Pendildikan April Mei Juni Pt Total
riwulan
( @) @) ) ) ) M | @® |eErErTrE | 0o ay | ERGEe- (3 (13) (14) 1) as | 7 | CEFIHSkIG)
T TR
50 : SO
[SMP SMP
SLE SLE
[SMA SMA
SMh . = . R P SMKk i
JUMLAH JUMLAH

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
Bemenksaan aparat pengawas fungsional.

emikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :
1. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember) Tempat, «oocveeeeeiinirinnenns
2. Format Laporan tersebut diatas adalah contoh untuk Semester I, sedangkan untuk format laporan semester II perlu disesuaikan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan

Penamaan bulanya.

. Dalam hal yang berwenang terkait laporan adalah di bawah eselon II maka yang bertanda tangan adalah Eselon II atau Eselon I
Atas nama Kepala Daerah.

. Daerah dapat menambahkan keterangan yang diperlukan dalam lembar tersendiri

w

(tanda tangan dan stempel)

o

Nama Jelas

NIP




- 175 -

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DTP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU (DTP GURU) PNSD

PROVINSI/KAB [EOTA! .ovissmiimmses
SEMESTER ....... TA. 20...... (BAGIAN II)
Yang bertanda tangan di bawah ini ... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:
Triwulan I
BULAN : JANUARI BULAN : FEBRUARI BULAN : MARET CARRY OVER
paEDIANG JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KETERANGAN
GURU YANG | GURU YANG TOTAL GURU YANG | GURU YANG TOTAL GURU YANG | GURU YANG TOTAL GURU YANG | GURU YANG TOTAL
TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM
MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA
(1) (2 13) (=(21+{3) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) 19) (10)=(8)+(S) (1) {12) (13]=(11)+(12) (14)
TR *]  dapat ditambahkan
35 keterangan yang dianggap
perlu
SMP
SLB
SMA
SMKE
JUMLAH
Triwulan II
BULAN : APRIL BULAN : MEI BULAN : JUNI CARRY OVER
JENJANG JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH : AN
PENDIDIRAN | GURU YANG | GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG | GURU YANG TOTAL TELERANOA!
TELA BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM
MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA
{1 {2} (3) (#1=(2)+3) {5) (6) (7)=(5}+(6) (8) ) (10)=(8)+(9} (11} (12) (13)={11}+(12) (14
TK 7] dapat ditambahkan
35 keterangan yang dianggap
perlu
SMP
SLE
SMA — —
SMRK
JUMLAH

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan

E)emenksaan aparat pengawas fungsional.

emikian laporan in1 dibuat dengan sebenamnya.

Keterangan :

1. Jumlah guru adalah jumlah guru
2. Format laporan tersebut di afas a

a_rlﬂ
alah

berhak menerima DTP Guru PNSD dan telah memenuhi persyaratan

untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember)
3. Format Laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya

Tempa
Kepala

(tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas
NIP
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FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TKG PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN
DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU (DANA TKG) PNSD
PROVINSI/KAB/KOTA: «.oovcovoo.....
SEMESTER ......... TA. 20..... (BAGIAN )

Yang bertanda tangan di bawah ini ... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TKG PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:
Triwulan I

Penya%larg;naﬁ:e Kas Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah Kekurangan Pembayaran Triwulan I
Sisa : Sisa Total
Le‘t&i_h é}%albang Jumlah Tanggal . & NTanggglP%uD P‘?ﬁ_%g’aﬁih?“ Lgll_nih,'kiura?g Potog.%aé\. PPh Jeni i
1 enjan, : . arry 0mor iwulan sl 21 enjang : : arry
Pengj]ur F"rer?;ﬁlgla? Pengiine. | Januari Februari | Maret | 7Y Total Pep e o Pendbaiian Januari Februari Maret Y Total
Triwulan T
5 12)= JJ- =TTz =

(1] (2 @ 4 ) (6) 7) @ [@=s1+61+71+(8) (10] (11) Ly (13) (13} (14) (15) (16) T e e Rl
TH Th
SD SD
[SMF [snP
SLB SLB
SMA SMA
[SMK SMK
JUMLAH JUMLAH

Triwulan II
Peny: ag";::‘ailfe Kas Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah Kekurangan Pembayaran Triwulan II
Sisa : 3
o SIS : Sisa Lebih/ Total
chlh}éhurang Tangeal & |Pengembalian K B
di RKUD Jumlah Tanggal TemiaRa . Ca NDmOgI.'aSPQD Triwulan I1 - Kurang otongan .
iw i i i riwulan 11 PPh Psl 21 Jenjan, . ; g Carry
Triwulan I Pc?gna.lu %ﬁﬂ%{ﬁl Pendi}dik%.n April Mei Juni | GUHY Total Pembayaran wulan pen ledikin April Mei Juni Pl Total
Triwulan II
(1 @ @) 4 ®) (6) | 8 |(91=(51+16)+(7)+(8) (10) (11) - (13) (13) (14) (15) (16) an | QHTEHLRS
T TR
SD 5D
SMP SMP
SLB SLB
.. [SMA R SMA _ _

SMK SMK
JUMLAH JUMLAH

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :
1. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni} dan Semester II (Juli s.d. Desember) Terra?at, AR b s rsmsmnd 20....
2. Format Laporan tersebut diatas adalah contoh untuk Semester I, sedangkan untuk format laporan semester Il perlu disesuaikan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan

Penamaan bulanya.

3. Dalam hal yang berwenang terkait laporan adalah di bawah eselon Il maka yang bertanda tangan adalah Eselon II atau Eselon I
Atas nama Kepala Daerah.

{tanda tangan dan stempel)
4. Daerah dapat menambahkan keterangan yang diperlukan dalam lembar tersendiri

Nama Jelas
NIP
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FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TKG PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN
DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU (DANA TKG) PNSD

PROVINSI/KAB/KOTA: ....covveree
SEMESTER ......... TA. 20...... (BAGIAN II)
Yang bertanda tangan di bawah ini ... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TKG PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:
Triwulan I
BULAN : JANUARI BULAN : FEBRUARI BULAN : MARET CARRY OVER
L JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAK JUMLAH JUMLAH KETERANGAN
GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TR GURU YANG GURU YANG T,
TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM
MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA
1 (2) (3) (4)={2)+(3) (3) (6) (7)=(5)+(6] 8) (9) (10)=(8)+(9) (11) (12) (13)={11)+(12) (14
Th B *] dapat ditambahkan
=5 keterangan yang dianggap
periu
SMP
SLB
[ SMA
SMK
JUMLAH
Triwulan II
BULAN : APRIL BULAN : MEI BULAN : JUNI CARRY OVER
JENJANG N
PENDIDIKAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KETERANGAN
GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL GURU YANG GURU YANG TOTAL
TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM TELAH BELUM
MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA MENERIMA
(1) (2) (3) (H={2]+(3) (5) (6) [7)=(5)+(6) 8 9 (10)=(8)+{9) (11) (12) (13}=(11)+(12) (14)
TK "] dapat ditambahkan
L) keterangan yang dianggap
periu
SMP
SLB
SMA — ———= — - — ;
SMK
JUMCAH

meriksaan aparat pengawas fungsional.
emikian laporan im1 dibuat dengan sebenarnya.
Keterangan :
1. Jumlah guru adalah jumlah guru aﬂa% berhak menerima Dana TEG PNSD dan telah memenuhi persyaratan

TePAL; wvanevsmnimssvasuze e
2. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember) Kepala lejro/Bade.n/Dinas Pengelola Keuangan
3. Format Laporan Semester Il perlu disesuaikan penamaan bulannya

Bukti-bukti realisasi pembayaran Kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
BE

(tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas
NIP
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOK

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... 1aTAHUN ANGGARAN ... (1n)

SAMPAI DENGAN TRIWULAN/SEMESTER .

1)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 3 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOK ini dengan rincian, sebagai

berikut:

A. Sisa BOK di Rekening Kas Umum Daerahtahun sebelumnya

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Triwulan /Semester [
- Triwulan II
- Triwulan 1II/Semester II

- Triwulan IV
Jumlah

{7 Rp

: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp

(4

(5)
(©)
{7
(8)

(9)= (5)+(6)+(7)+(8)

C. Realisasi Penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu

Persalinan melalui SP2D Provinsi/Kabupaten/Kota
- Kumulatif s.d Triwulan/Semester sebelumnya
- Triwulan/Semester ini

- Kumulatif s.d Triwulan/Semester ini

- Persentase penyaluran

D. Pengembalian ke RKUD

E. Sisa BOK di RKUD s.d. Triwulan/Semester ini

: Rp
: Rp
: Rp
2 (%)
i Rp

:: Rp

(10)
(11)
(12) = (10)+(11)

(13) = (12)/{9)

(14)

(15) = (4}+(9)-(12)+(14)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,
disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan

keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...10) Tanggal ... 17
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola

keuangan (18)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (19
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

la-b. | Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota dan tahun anggaran
yang dilaporkan.
Diisi sesuai dengan triwulan/semester yang dilaporkan.
Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.

5 Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOK di RKUD yang Dbelum
digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

5. Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas
umum negara ke rekening kas umum daerah pada triwulan/semester I.

6. Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas
umum negara ke rekening kas umum daerah pada triwulan/semester IIL

748 Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas
umum negara ke rekening kas umum daerah pada triwulan IIL

8. Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas
umum negara ke rekening kas umum daerah pada triwulan IV.

9. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana BOK yang disalurkan dari
rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sampai
dengan triwulan/semester akhir laporan.

10. | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah
Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. triwulan sebelumnya.

11. | Diisi jumlah penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah
Tunggu Persalinan triwulan berkenan.

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar
SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOK Tahun Anggaran
berkenaan pada triwulan berkenaan.

12. | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah
Sakit/Rumah Tunggu Persalinans.d. triwulan berkenan.

13. | Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOK ke; Puskesmas/Rumah
Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. semester berkenaan dibagi dengan
jumlah penerimaan negara s.d. triwulan IV

14. |Diisi dengan jumlah dana BOK yang tidak terpakai oleh
Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan yang dikembalikan
ke RKUD

15. | Diisi jumlah kumulatif sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas
Umum Daerah s.d. triwulan/semesterberkenaan.

16. | Diisi tempat dibuatnya laporan.

17. | Diisi tanggal dibuatnya laporan.

18. Diisi nama jabatan.

19. | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

20. Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOK

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SAMPAI DENGAN TRIWULAN/SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN ...

Perencanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan
; : el Persentase Qutput ;
No. Jenis Kegiatan Jumlah Pene:'ima Pagu APBN/ Jumlah Peneq::].ma Realisasi L% Kesesuaian antara DPA SKPD Kodefikasi
Manfaat {*) AFBNP Manfaat (*) Penggunaan dengan Petunjuk Teknis Masalah (*)
Jumlah | Satuan (Rp.) Jumlah Satuan (Rp.) % YA TIDAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (8)/(5) 10 ) 11 12
Bantuan Operasional
I Hatek il Puskesmas

Operasional Puskesmas

... dst

Akreditasi Rumah Sakit

Rumah Sakit

Bimbingan Teknis

... dst

Akreditasi Puskesmas

Puskesmas

Bimbingan Teknis

... dst

Jaminan Persalinan

Ibu Hamil

Operasional Rumah
Tunggu Kelahiran

... dst

Total

Tempat ....., Tanggal ...
Mengetahui,
Kepala SKPD teknis...
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Keterangan

H WO

Kodefikasi Masalah:

Masalah
Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

Pelaksana DAK adalah SKPD Provinsi terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Jenis Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK
Kolom 18 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia

Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOKB
|

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ... UTAHUN ANGGARAN ...@
SAMPAI DENGAN SEMESTER ... @)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 9 menyatakan bahwa saya bertanggung
jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini
dengan rincian, sebagai berikut:

A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerahtahun sebelumnya : Rp ©

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Semester] : Rp (6)
- Semester Il . Rp (7
Jumlah : Rp (8) = (6)+(7)

C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan KB
melalui SP2D Kabupaten/Kota

- Semester ] :Rp ©@
- Semester Il : Rp (90
- Kumulatif : Rp (1= @m10)
- Persentase penyaluran 2 (%) 12=01/@)
D. Pengembalian ke RKUD : Rp 3
E. Sisa Dana BOKB di RKUD : Rp (14 =(5+@)-0111+013)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihalk ketiga yang tercantum dalam
laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
i
Tempat ...015), Tanggal (16
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola
keuangan(1?

(tanda tangan asli dan stempel basah) (18)
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

1. Diisi nama kabupaten/kota.

2. Diisi tahun anggaran.

3. Diisi semester berkenaan.

4. Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.

5. Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum
digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Diisi jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada semester .

T Diisi jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada semester IL

8. Diisi jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada semester I dan/atau IL.

9. | Diisi jumlah penyaluran BOKB semester L.

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantuin pada Daftar SP2D
yang diterbitkan untulk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan
pada semester L.

10. | Diisi jumlah penyaluran BOKB semester II.

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D
yang diterbitlkan untuk penyaluran BOKBTahun Anggaran berkenaan
pada semester II.

11. | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKBmelalui SP2D Kabupaten/Kota
s.d. semester berkenan.

12. | Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKBke Balai Penyuluhan
KB s.d. semester I dibagi dengan jumlah penerimaan negara s.d.
semester II

13. | Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidalk terpakai oleh Balai
Penyuluhan yang dikembalikan ke RKUD ,

14. | Diisi jumlah sisa Dana BOKB semester [ dan/atau semester IL.

15. | Diisi tempat dibuatnya laporan.

I

16. | Diisi tanggal dibuatnya laporan.

17. | Diisi nama jabatan.

18. | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

19. | Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.

-
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOKB

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SAMPAI DENGAN TRIWULAN/SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN ...

Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan
Persentase
e e Jumlah Penerima Pagu Jumlah Penerima Realisasi Kesesuaian antara DPA SKPD .
Jenis Kegiatan Output
& Manfaat (¥ APBNP Manfaat (*) Penggunaan ® dengan Petunjuk Teknis Kodefikasi
Masalah (*)
Jumlah | Satuan (Rp.) Jumlah Satuan (Rp.) % YA TIDAK
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyuluhan Keluarga Balai
Berencana
... dst
Distribusi Obat & Alat
Kontrasepsi Faskes
Bimbingan Teknis
... dst
Penggerakan Program Balai
Keluarga Berencana
... dst
Total
o . Tempat ....., Tanggal _
Mengetahui,

Kepala SKPD teknis ...
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Kodefikasi Masalah :

N
(@]
(o
o

Masalah

Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis

Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D

Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

0 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

— OO0 U RN

eferangan

Pelaksana DAK adalah SKPD Provinsi terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Jenis Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK

Kolom 18 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia
Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA PK2UKM

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA PENINGKATAN
KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PK2UKM)
PROVINSI... WTAHUN ANGGARAN ... @

SAMPAI DENGAN TAHAP ... @

i
]

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ¥ menyatakan bahwa sa)Jra bertanggung jawab
penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana PK2UKM ini dengan rincian,
sebagai berikut:

Sisa PK2UKM di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya :Rp ©

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Tahapl :Rp ©
- TahapII :Rp ™
Jumlah :Rp 8 =6)+(7)

Realisasi Penggunaan Dana PK2UKM sesuai SP2D.

- Tahapl :Rp @
- TahapII :Rp (10)
- Kumulatif :Rp (11) = (9)+(10)
Pengembalian Dana ke RKUD Rp | (12)
i
Sisa Dana PK2UKM di RKUD :Rp (13) = (5)+(8)-(1 1)+ (12)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,
disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...(1%, Tanggal (15!
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola
keuangan(lt

(tanda tangan asli dan stempel basah) (17)

Nama (18)
NIP
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

1 Diisi sesuai nama provinsi.

2 Diisi sesuai tahun anggaran.

3 Diisi sesuai tahap berkenaan.

4 Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.

S Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana PK2UKM di RKIIJD yang belum
digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

6 Diisi sesuai jumlah transfer Dana PK2UKM dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah pada tahap L.

7 Diisi sesuai jumlah transfer Dana PK2UKM dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.

8 Diisi sesuai jumlah transfer Dana PK2UKM dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I dan/atau IL.

9 Diisi jumlah penggunaan Dana PK2UKM tahap I.

10 | Diisi jumlah penggunaan Dana PK2UKM tahap II.

11 | Diisi jumlah kumulatif realisasi penggunaan Dana PK2UKM s.d. tahap II

12 | Diisi pengembalian dana ke RKUD

13 | Diisi jumlah kumulatif sisa Dana PK2UKMyang terdapaf pada Rekening
Kas Umum Daerah s.d. tahun anggaran berkenaan. .

14 | Diisi tempat dibuatnya laporan.

15 | Diisi tanggal dibuatnya laporan.

16 | Diisi nama jabatan.

17 | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

18 | Diisi nama lengkap penandatangan laporan.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PK2UKM

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH (PK2UKM)
PROVINSI.... TAHUN ANGGARAN... TAHAP...

. SASARAN (Jumlah) REALISASI
NO. | PAGU | JENIS KEGIATAN | PELATIHAN | PENDAMPINGAN

ANGGARAN
(ORANG) (ORANG)

(1) (2) (3) {4) (5) | (©)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ..., Tanggal.i..
Kepala SKPD teknis
(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama
NIP
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PETUNJUK PENGISIAN

NO.

URAIAN

Diisi sesuai nama provinsi.

Diisi sesuai tahun anggaran.

Diisi sesuai tahap berkenaan.

Diisi tempat dibuatnya laporan.

Diisi tanggal dibuatnya laporan.

Diisi nama jabatan.

Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

oo I B B N O B IS B VR IS

Diisi nama lengkap penandatangan laporan.
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FORMAT LAPORAN REALISAST PENYERAPAN DANA PELAYANAN ADMINDUK

LAPORAN REALISASI PENYERAPANDANA PELAYANAN ADMINSITRASI
KEPENDUDUKAN (ADMINDUK)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA... W TAHUN ANGGARAN ... @

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 3 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab
penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Adminduk ini dengan
rincian, sebagai berikut:

Sisa Dana Pelayanan Adminduk di Rekening Kas Umum Daerah
tahun sebelumnya ‘Rp @&
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara !
- Tahun Anggaran - :Rp ®
Jumlah : Rp (6)

Realisasi Penggunaan Dana Pelayanan Adminduk sesuai SP2D
Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Tahun Anggaran :Rp @

Jumlah :Rp @
Pengembalian Dana ke RKUD Rp ©
Sisa Dana Pelayanan Adminduk di RKUD : Rp (10) = (9)+(6)-18) +(9)

Bulkti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,
disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat... (11, Tangge;ﬂ 12)
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola
keuangan(d

(tanda tangan asli dan stempel basah) (14

Nama (19
NIP
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- FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PELAYANAN ADMINDUK

Provinsi/Kabupaten/Kota

No. AR, o Realisasi | Sisa Dana | Keterangan
Kegiatan Anggaran
() (2) ) (4) () ©)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ..., Tanggal...
Kepala SKPD teknis

tanda tangan asli dan stempel basah

Nama
NIP
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PETUNJUK PENGISIAN
NO. URAIAN

1 Diisi sesuai nama provinsi/kabupaten/kota.

2 . | Diisi sesuai tahun anggaran.

5 Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.

4 Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Pelayanan Adminduk di RKUD
yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

o Diisi transfer Dana Pelayanan Adminduk dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah pada tahun berkenaan.

6 Diisi jumlah transfer Dana Pelayanan Adminduk dari Rekening Kas
Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun berkenaan.

T Diisi realisasi penggunaanDana Pelayanan Adminduksesuai SP2D pada
provinsi/kabupaten/kota pada tahun berkenaan.

l

8 Diisi jumlah realisasi penggunaanDana Pelayanan Adminduksesuai SP2D
pada provinsi/kabupaten/kota pada tahun berkenaan.

9 Diisi pengembalian dana ke RKUD

10 | Diisi sisa danaterhadap realisasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk
s.d. tahun berkenaan

11 | Diisi tempat dibuatnya laporan.

12 | Diisi tanggal dibuatnya laporan.

13 | Diisi nama jabatan.

14 | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

15 | Diisi nama lengkap penandatangan laporan.
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FORMAT REKAPITULASI SP2D DAK NONFISIK

REKAPITULASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN
UNTUK PENYALURAN DANA ....
SEMESTER/TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN ...

SP2D o
No. Nila1 (Rp) Ket.
Nomor Tanggal
Jumlah
Pengembalian Sisa Dana ke RKUD
Pengembalian .
No. Nilai (Rp) Ket.
Nomor Tanggal
Jumlah

Tempat ..., tanggal ...

Kepala Biro/ Badall /Dinas
pengelola keuan;gan. Y

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama ...
NIP

1) Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA INSEN’J’j‘IF DAERAH

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA ..iccoiceiiinesimmunnes (M
TAHAP coo s @ TAHUN wonssssmmncssassn @)
Yang bertanda tangan di bawah ini ................... 4 menyatakan bahwa saya

bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana
Insentif Daerah ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

a. Tahap I P BD crrcoenons ()
b. Tahap II Rp ..., @
Jumlah i (7)

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana | 21 J—— @®)
b. Persentase Penggunaan Dana ... % 0
| I Jumlah Realisasi
No. Bidang Keptatan Pembaygran dari RKUD
melalui SP2D Daerah
1
2
3
4
S
Jumlah (19

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas

fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

L. Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.

2 Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan |

3. Diisi sesuai dengan tahun alokasi Dana Insentif Daerah yang
dilaporkan.

4, Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni:

a. Gubernur untuk daerah provinsi;
b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau
c. Walikota untuk daerah kota.

8. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara pada penyaluran tahap L.

6. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara pada penyaluran tahap IL

e Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima
rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai
dengan tahap laporan.

8. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana
yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum
negara sampai dengan tahap laporan. "

9. Diisi sesuai dengan persentase penyerapan penyi?rapan keseluruhan
Dana Insentif Daerah yang diterima rekening kas umum daerah
terhadap jumlah keseluruhan dana yang rekening kas umum negara
sampai dengan semester laporan.

10. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari rekening kas
umum daerah melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan
tahap laporan

11, Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan

12 Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.

13. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.

14. Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA OTONOMI KHUSUS

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA OTONOMI KHUSUS

ini:
NAHIA 7 v s s somsas

JABARATIS snovvmemuovanssnassussassmssmsssmsmms
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi

Penyerapan Dana Otonomi Khusus
Tahap ...... Tahun Anggaran ...... sebagal
berikut:
Penerimaan dari Rekening Kas Umum
Negara
Tahap I LU
Tahap II 8 wsmmramenmsmemnnds
Tahap III O e o
Total T
Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus melalui
SP2D Daerah
Tahap ini ¥ s s
Kumulatif s.d. Tahap ..
ini :
Sisa Dana Otonomi Khusus yang disetor Bendahara ke Rekening Kas 3 s
Umum Daerah
Sisa Dana QOtonomi Khusus di Rekening Kas Umum
Daerah sejumlah |
Persentase Penyerapan Dana Otonomi Gk

Khusus
] Realisasi Penyerapan .
oy REEE Pegu Tahap ! Tahap II Tahap 11 wise, Bapy
(1) () 3] 4) (5) (6) {7)
1. | Pendidikan
2. | Kesehatan
3. | Pekerjaan Umum

4. | Lainnya (*rincian urusan lain

sesuai dengan ketentuan

terkait keuangan daerah)

TOTAL

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus yang tercantum

dalam laporan ini
disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan kcperluan

pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan
sebenarnya.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

TAHAP wivii TAHUN ANGGARAN .......

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama  ; .oaseadssmssemmmms |
JaBAtAIL | s ST
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi
Penyerapan Dana Tambahan Infrastruktur
Tahap ...... Tahun Anggaran ...... sebagai
berikut:
Penerimaan dari Rekening Kas Umum
Negara

Tahap 1 | R

Tahap II e,

Tahap III } sy

Total ! e
Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur melalui
SP2D Daerah

Tahayp ini s AT

Kumulatif s.d. Tahap ini @ ...cceiiniinninnns
Sisa Dana Tambahan Infrastruktur yang disetor Bendahara ke Rekening Kas ...
Umum Daerah
Sisa Dana Tambahan Infrastruktur di Rekening Kas Umum .
Daerah sejumlah
Persentase Penyerapan Dana Tambahan .

Infrastruktur
No. Ueysag Pagh Tahap | Reahsz'lrs;ilf:;}lf = Tah:a]n 1l Sisa Pagu
(1) 2) (3] (4) (5) (6) (7)
1. | Pekerjaan Umum
2. | Perhubungan
3. | Lainnya (*rincian urusan

lain sesuai dengan
ketentuan terkait keuangan
daerah)

Bulkti-bukti realisasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur

yang tercantum dalam laporan ini
disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan

keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan
sebenarnya.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA

Pagu Kab/Kota Rp

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD
KABUPATEN/KOTA ........
TAHUN ANGGARAN ..............

PENYALURAN
NO PENYALURAN PAGU TAHAP I TAHAP II TOTAL SISA DALAM
KEDESA DESA PENYALURAN PERSENTASE
NOMOR TGL NOMOR TGL
SP2D PENYALURAN | JUMLAH SP2D PENYALURAN | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+9 | 11=3-10 12
1 DESA A 1000 600 400 1000 0 100%
Penyaluran Pertama 01/DPPKAD 31-Mar 400 01/DPPKAD 31-Aug 200
Penyaluran kedua 02/DPPKAD 2-Apr 200 02/DFPKAD 2-Sep 200
2 DESA B 2000 1200 700 1900 100 95%
Penyaluran Pertama 01/DPPKAD 31-Mar 500 01/DPPKAD 31-Aug 400
Penyaluran kedua 02/DPPKAD 4-Apr 700 02/DPPKAD 4-Sep 300
3 DESA C
dan seterusnya.....
JUMLAH TOTAL 3000 1800 1100 2900 100 97%

(kota), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALADAERAH/A.N. KEPALA DAERAH
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PETUNJUK PENGISIAN

K$O Uraian
2 Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan
penyaluran Dana Desa Tahap I
3 Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa
4 Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap I
o Kolom S diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap [
6 Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap | yang telah disalurkan
7 Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
8 Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
9 Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap Il yang telah disalurkan
10 Kolom 10 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II
13 Kolom 11 diisi dengan selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa
12 Kolom 12 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa

7¢



FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
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LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHAP ............ TAHUN ANGGARAN ..............
KABUPATEN/KOTA ............
Pagu Kabupaten /Kota Rp ....o.eveeennen.
%
NO. URAIAN URATAN Bugpyp| e | SNCUGRAN | REANSASL | SEBO | expmmw | s,
OUTPUT
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 9
iz DESA A
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Kegiatan onmsmmmmmsasimisosan
2. A8t s pnsnn s s
Bidang Pembangunan Desa
1 Kegiataty o ssnmmmspmmneasoiny
2, st mnmnueserm s
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
i KeSatan souemmenpians v
2. Penyertaan Modal
=] P s = .
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Ketiatah ... s
2. 5 (= O e
2. | DESAB
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Kegiatan .cocoovverveniiieinciiieen,
2. At
Bidang Pembangunan Desa
L KepIatam wassevsanmamivis s suanmsim s




Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1 Kegiatan
2. Penyertaan Modal

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
i Kegiatan ....cocoveviiieiniieneneeeaans

dan seterusnya...
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JUMLAH

(daerah), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DAERAH/A.N. KEPALA DAERAH
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PETUNJUK PENGISIAN

Kolom Uraian

2 Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang

3 Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan

4 Kolom 4 diisi dengan volume output

5 Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran

6 Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi

7 Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

8

Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output

a. Keglatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran,
sebesar 30%

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%

Kolom 9 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).
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SATUAN OUTPUT DAN CAPAIAN OUTPUT
BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, VOLUME OUTPUT,

Bidang Rincian Bidang Kegiatan Sifat Kegiatan Pencgz.rdian Uraian Output %a;;ir;
Pembangunan Pengadaan, pembangunan, | rumah sehat untuk | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Rumah Sehat unit
pengembangan dan fakir miskin aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana
dan prasarana lingkungan [“selokan Pembangunan /Pemelihar | Swakelola/ Selokan meter
pemukiman aan/Pengembangan Kontrak
tempat Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Tempat Pembuangan unit
pembuangan aan/Pengembangan Kontrak Sampah
sampah '
gerobak sampah Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Gerobak Sampah unit
aan/Pengembangan Kontrak
kendaraan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Kendaraan Pengangkut unit
pengangkut aan/Pengembangan Kontrak Sampah
sampah
mesin pengolah Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | Mesin Pengolah Sampah unit
sampah aan/Pengembangan ontrak
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain unit
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak {Sebutkan)
Pengadaan, pembangunan, | tambatan perahu Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Tambatan perahu unit
pengembangan dan aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana Jalan Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Jalan Desa meter
& prasarana transportasi 1 T aan/Pengembangan Kontrak -
Jalan Pemukiman Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Jalan Pemukiman meter
aan/Pengembangan Kontrak
jembatan Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ jembatan Desa meter
aan/Pengembangan Kontrak
gorong-gorong Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ gOTrong-gorong meter
aan/Pengembangan Kontrak
terminal Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ terminal Desa unit
aan/Pengembangan Kontrak
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak

7%



Q04 =

Bidang " Rincian Bidang Kegiatan Sifat Kegiatan Pencgzl;;an Uraian Output Sozt;;i?
Pengadaan, pembangunan, | pembangkit listrik Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pembangkit listrik tenaga | watt
pengembangan dan tenaga mikrohidro aan/Pengembangan Kontrak mikrohidro
pemeliharaan sarana pembangkit listrik Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | pembangkit listrik tenaga | watt
dan prasarana energi tenaga diesel aan/Pengembangan ontrak diesel

pembangkit listrik Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pembangkit listrik tenaga | watt
tenaga matahari aan/Pengembangan Kontrak matahari
instalasi biogas Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ instalasi biogas unit
aan/Pengembangan Kontrak
jaringan distribusi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ jaringan distribusi tenaga | watt
tenaga listrik aan/Pengembangan Kontrak listrik
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
Pengadaan, pembangunan, | jaringan internet Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ jaringan internet untuk unit
pemanfaatan dan untuk warga Desa aan/Pengembangan Kontrak warga Desa
pemeliharaan sarana website Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ website Desa unit
dan prasarana informasi aan/Pengembangan Kontrak
dan komunikasi peralatan pengeras | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ peralatan pengeras suara | unit
suara (loudspeaker) | aan/Pengembangan Kontrak (loudspeaker)
telepon umum Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ telepon umum unit
aan/Pengembangan Kontrak
radio Single Side Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ radio Single Side Band unit
Band (SSB) aan/Pengembangan Kontrak (SSB)
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | Lain-lain (Sebutkan) satuan
- - (Sebutkan) aan/Pengembangan - —| ontrak e
Pengadaan, pembangunan, | air bersih berskala | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | air bersih berskala Desa unit
pengembangan dan Desa aan/Pengembangan ontrak
pemeliharaan sanitasi lingkungan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ sanitasi lingkungan unit
saranaprasarana aan/Pengembangan Kontrak
kesehatan jambanisasi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ jamban unit
aan/Pengembangan Kontrak
mandi, cuci, kakus | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ mandi, cuci, kakus (MCK) | unit
{(MCK) aan/Pengembangan Kontrak

al
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Bidang Rincian Bidang - Kegiatan Sifat Kegiatan Pen(;zjt-:lzan Uraian Output %’rﬁ;ﬁ
mobil/kapal motor | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ mobil/kapal motor untuk | unit
untuk ambulance aan/Pengembangan Kontrak ambulance Desa
Desa
alat bantu Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ alat bantu penyandang unit
penyandang aan/Pengembangan Kontrak disabilitas
disabilitas
panti rehabilitasi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ panti rehabilitasi unit
penyandang aan/Pengembangan Kontrak penyandang disabilitas
disabilitas
poliklinik/balai Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ poliklinik /balai unit
pengobatan aan/Pengembangan Kontrak pengobatan
posyandu Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ posyandu unit

aan/Pengembangan Kontrak
penambahan ruang | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ ruang rawat inap unit
rawat inap aan/Pengembangan Kontrak poskesdes (posyandu
poskesdes apung/perahu)
(posyandu
apung/perahu)
pengadaan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | peralatan kesehatan unit
tambahan aan/Pengembangan ontrak emergency poskesdes
peralatan
kesehatan
—_ i emergency . S
poskesdes
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
Pengadaan, pembangunan, | taman bacaan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ taman bacaan masyarakat | unit
pengembangan dan masyarakat aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana bangunan PAUD Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ bangunan PAUD unit
prasarana pendidikan dan aan/Pengembangan Kontrak
kebudayaan buku dan peralatan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ buku dan peralatan unit
belajar PAUD aan/Pengembangan Kontrak belajar PAUD lainnya

lainnya
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Sifat Kegiatan Pen(;?cﬂ:;an Uraian Output %ﬁ:;ﬁ
wahana permainan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ wahana permainan anak unit
anak di PAUD aan/Pengembangan Kontrak di PAUD
taman belajar Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ taman belajar keagamaan | unit
keagamaan aan/Pengembangan Kontrak
bangunan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | bangunan perpustakaan unit
perpustakaan Desa | aan/Pengembangan ontrak Desa
buku/bahan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ buku/bahan bacaan unit
bacaan aan/Pengembangan Kontrak
balai Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ balai pelatihan/kegiatan unit
pelatihan/kegiatan | aan/Pengembangan Kontrak belajar masyarakat
belajar masyarakat
sanggar seni Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ sanggar seni unit

aan/Pengembangan Kontrak
film dokumenter Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ film dekumenter unit
aan/Pengembangan Kontrak
peralatan kesenian | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ peralatan kesenian unit
aan/Pengembangan Kontrak
amphitheater di Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ amphitheater di ruang unit
ruang publik pantai | aan/Pengembangan Kontrak publik pantai
fasilitas penunjang | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ fasilitas penunjang acara unit
acara tradisi aan/Pengembangan Kontrak tradisi "sedekah laut"
— - "sedekah laut” s —_—
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain {Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
Pengadaan, pembangunan, | bendungan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ bendungan berskala kecil | unit
pengembangan dan berskala kecil aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana pembangunan atau | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | embung dan/atau sistem unit
prasarana produksi usaha | perbaikan embung | aan/Pengembangan ontrak pengairan

pertanian untuk
ketahanan pangan dan

dan/atau sistem
pengairan
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Sifat Kegiatan Pen(;il;gan Uraian Output %Fi;)ir;
usaha pertanian berskala irigasi Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ irigasi Desa meter
produktif yang difokuskan aan/Pengembangan Kontrak
pada kebijakan
satu Desa satu produk percetakan lahan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ lahan pertanian m?
unggulan pertanian aan/Pengembangan Kontrak

kolam ikan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kolam ikan m?
aan/Pengembangan Kontrak

kapal penangkap Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kapal penangkap ikan unit

ikan aan/Pengembangan Kontrak

tempat pendaratan | Pembangunan/Pemelihar Swakelola/ tempat pendaratan kapal unit

kapal penangkap aan/Pengembangan Kontrak penangkap ikan

ikan ‘

tambak garam Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ tambak garam m?
aan/Pengembangan Kontrak

kandang ternak Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kandang ternak unit
aan/Pengembangan Kontrak

mesin pakan ternak | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ mesin pakan ternak unit
aan/Pengembangan Kontrak

gudang Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ gudang penyimpanan unit

penyimpanan aan/Pengembangan Kontrak sarana produksi pertanian

sarana produksi (saprotan)

pertanian

(saprotan)

- pusat budidaya, Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | pusat budidaya, =~ 77| unit
pembenihan dan aan/Pengembangan ontrak  pembenihan dan keramba
keramba ikan ikan kerapu, konservasi
kerapu, konservasi tukik penyu dan
tukik penyu dan karang/seareef
karang/seareef
rehabilitasi pasar Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pasar ikan unit
ikan aan/Pengembangan Kontrak
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Sifat Kegiatan Pen(;fiian Uraian Output S(;E;ftl
Pengadaan, pembangunan, | pengeringan hasil Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pengeringan hasil unit
pemanfaatan dan pertanian seperti: aan/Pengembangan Kontrak pertanian seperti: lantai
pemeliharaan sarana dan lantai jemur gabah, jemur gabah, jagung, kopi,
prasarana pengolahan jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat
hasil pertanian untuk coklat, kopra, dan penjemuran ikan
ketahanan pangan dan tempat penjemuran
usaha pertanian yang ikan
difokuskan pada kebijakan | lumbung Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ lumbung Desa unit
satu Desa satu produk aan/Pengembangan Kontrak
unggulan gudang pendingin Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ gudang pendingin (cold unit

{cold storage) aan/Pengembangan Kontrak storage)
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) unit
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
Pengadaan, pembangunan, | mesin jahit Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ mesin jahit unit
pemanfaatan dan aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana dan peralatan bengkel Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ peralatan bengkel unit
prasarana jasa dan kendaraan aan/Pengembangan Kontrak kendaraan bermotor
industri kecil yang bermotor
difokuskan pada kebijakan mesin bubut untuk | Pembangunan/Pemelihar Swakelola/ mesin bubut untuk unit
Satl duk mebeler aan/Pengembangan Kontrak mebeler
Egsilfgil procs Lainnya (Sebutkan) | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K Lainnya (Sebutkan) satuan
g8 aan/Pengembangan ontrak
Pengadaan, pembangunan, | pasar Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pasar Desa unit
pemanfaatan dan aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana dan pasar sayur Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pasar sayur unit
preasdarana pemasaran yang aan/Pengémbangan Kontrak - -
difokuskan pada kebijakan | pasar hewan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pasar hewan unit
satu Desa satu aan/Pengembangan Kontrak
produk unggulan tempat pelelangan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ tempat pelelangan ikan unit
ikan aan/Pengembangan Kontrak
toko online Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ toko online unit
aan/Pengembangan Kontrak
gudang barang Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ gudang barang unit
aan/Pengembangan Kontrak
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak

O/

{\
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. _— : ; ; . Cara ; Satuan
Bldang Rincian Bidang Kegiatan . Sifat Kegiatan Perpatiasn Uraian Output Output
Pengadaan, pembangunan, | pondok wisata Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pondok wisata unit
pemanfaatan dan aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana dan panggung hiburan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ panggung hiburan unit
prasarana Desa Wisata aan/Pengembangan Kontrak
kios cenderamata Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | kios cenderamata unit
aan/Pengembangan ontrak
kios warung makan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kios warung makan unit
aan/Pengembangan Kontrak
wahana permainan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ wahana permainan anak unit
anak aan/Pengembangan Kontrak
wahana permainan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ wahana permainan unit
outbound aan/Pengembangan Kontrak outbound
taman rekreasi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ taman rekreasi unit
aan/Pengembangan Kontrak
tempat penjualan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ tempat penjualan tiket unit
tiket aan/Pengembangan Kontrak
rumah penginapan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ rumah penginapan unit
aan/Pengembangan Kontrak
angkutan wisata Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ angkutan wisata unit
aan/Pengembangan Kontrak
Pemeliharaan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Pemeliharaan joggingpath | meter
joggingpath aan/Pengembangan Kontrak track wisatawan
track wisatawan
tembok Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ tembok meter
laut kawasan aan/Pengembangan Kontrak laut kawasan wisata laut
wisata laut
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan .ontrak
Pengadaan, pembangunan, | penggilingan padi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ penggilingan padi unit
pemanfaatan dan aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana dan peraut kelapa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ peraut kelapa unit
prasarana Teknologi Tepat aan/Pengembangan Kontrak
Guna (TTG) untuk _
g?f?;iiiiii;ﬁ;ﬁzﬁ?jz%{an penepung biji-bijian | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ penepung biji-bijian unit
aan/Pengembangan Kontrak
satu Desa satu produk : -
unggulan pencacah pakan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pencacah pakan ternak unit
& ternak aan/Pengembangan Kontrak
ter) to)
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Sifat Kegiatan Pen(;aal;;an Uraian Output Soaut;ja;;
sangrai kopi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ sangrai kopi unit
aan/Pengembangan Kontrak
pemotong/pengiris | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pemotong/pengiris buah unit
buah dan sayuran aan/Pengembangan Kontrak dan sayuran
pompa air Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pompa air unit
aan/Pengembangan Kontrak
traktor mini Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ traktor mini unit
aan/Pengembangan Kontrak
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
Pengadaan, pembangunan, | pembuatan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | pembuatan terasering m?2
pengembangan dan terasering aan/Pengembangan ontrak
pemeliharaan kolam untuk mata Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kolam untuk mata air m?
saranaprasarana untuk air aan/Pengembangan Kontrak
pelestarian lingkungan plesengan sungai Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ plesengan sungai m?2
hidup aan/Pengembangan Kontrak
pencegahan abrasi | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pencegahan abrasi pantai | m?
pantai aan/Pengembangan Kontrak
Pengembangan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Pengembangan Cemara pohon
Cemara aan/Pengembangan Kontrak laut dan
laut dan pembibitan/penanaman
pembibitan/penana bakau
man
bakau
sarana -— -|-Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ sarana - unit
prasarana aan/Pengembangan Kontrak prasarana pengelolaan
pengelolaan sampah terpadu bagi
sampah terpadu rumah tangga dan
bagi kawasan wisata
rumah tangga dan
kawasan wisata
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak

7
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Sifat Kegiatan Pencgaal;laéan Uraian Qutput %ﬁ;ﬁﬁ
Pengadaan, pembangunan, | pembangunan jalan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K pembangunan jalan meter
pengembangan dan evakuasi dalam aan/Pengembangan ontrak evakuasi dalam bencana
pemeliharaan bencana gunung gunung berapi
saranaprasarana untuk berapi
penanggulangan bencana pembangunan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pembangunan gedung unit
alam dan/atau kejadian gedung aan/Pengembangan Kontrak pengungsian
luarbiasa lainnya pengungsian

pembersihan - Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pembersihan lingkungan unit
lingkungan aan/Pengembangan Kontrak perumahan yang terkena
perumahan yang bencana alam
terkena bencana
alam
rehabilitasi dan Pembangunan/ Pemelihar | Swakelola/ rehabilitasi dan unit
rekonstruksi aan/Pengembangan Kontrak rekonstruksi lingkungan
lingkungan perumahan yang terkena
perumahan yang bencana alam
terkena
bencana alam
Lain-lain Pembangunan/ Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak

Catatan: 1. Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah sifat kegiatan+kegiatan.

Contoh: Pembangunan jalan desa, pemeliharaan pompa air, dst

2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Cara Pengadaan Uraian Ouftput Satuan Output
Pemberdayaan | Dukungan kegiatan ekonomi | Pendirian/pengembangan BUM Penyertaan Modal BUMDes unit
Masyarakat baik yang dikembangkan oleh | Desa/BUM Desa Bersama :
BUM Desa/BUM Desa Modal Awal Rupiah
Bersama Pengembangan BUM Desa/BUM Penyertaan Modal Jumlah Rupiah
Desa Bersama penyertaan modal
vang diberikan
Pengembangan usaha perdagangan Penyertaan Modal Jumlah Rupiah
yang dikelola oleh BUM Desa/BUM penyertaan modal
Desa Bersama yang diberikan
Pengembangan kerjasama Penyertaan Modal Jumlah Rupiah
perdagangan antar BUM Desa penyertaan modal
yvang diberikan
Pengembangan bisnis dan pemetaan | Penyertaan Modal Jumlah Rupiah
kelayakan BUM Desa dan BUM Desa penyertaan modal
Bersama yang diberikan
Pelatihan manajemen usaha BUM Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
Desa/BUM Desa Bersama yvang terlatih
Pelatihan manajemen perencanaan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
bisnis dalam pengelolaan BUM vang terlatih
Desa/BUM Desa Bersama
Pelatihan kewirausahaan Desa untuk | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
pemuda yang terlatih
Bantuan permodalan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah modal Rupiah
yvang diberikan
Meningkatkan penyertaan modal di Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah Rupiah
- . BUM Desa/BUM Desa Bersama S - penyertaan modal
vang diberikan
Workshop Business Plan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
yang mengikuti
workshop
Investasi usaha ekonomi melalui Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah Rupiah
kerjasama BUM Desa penyertaan modal
yang diberikan
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan) (Sebutkan)

s
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Bidang

Rincian Bidang

Kegiatan

Cara Pengadaan

Uraian Output

Satuan Qutput

Peningkatan kapasitas

Pelatihan pertanian organik

Swakelola/ Pihak Ketiga

Jumlah peserta org
pelaku usaha ekonomi Desa yang terlatih
melalui pelatihan dan Pelatihan penggunaan sarana Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
pemagangan prasarana produksi pertanian dan yang terlatih
usaha ekonomi lainnya
Lain-lain (Sebutkan) Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan)
Bantuan peningkatan Pelatihan peningkatan kualitas Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
kapasitas untuk program dan | musyawarah/rembug warga untuk yang terlatih
ketahanan pangan Desa menfungsikan kembali tradisi
lumbung padi/hasil pertanian
lainnya
Pelatihan pengolahan dan pemasaran | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
hasil pertanian dan usaha ekonomi yang terlatih
lainnya
Musyawarah/rembug warga untuk Swakelola/Pihak Ketiga Terselenggaranya frk
menfungsikan kembali tradisi musyawarah /remb
lumbung padi/hasil pertanian ug warga
lainnya
Pelatihan teknologi tepat guna Swakelola/Pihak Ketiga Jumlah peserta org
pengolahan dan penyimpanan bahan yang terlatih
pangan hasil pertanian
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan) (Sebutkan)
e Pengorganisasian Pelatihan paralegal Desa Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
masyarakat, fasilitasi, yang terlatih
bantuan hukum masyarakat . . . = :
dan pelatihan paralegal di Pelatihan penyelesaian _mechasu Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
Desa sengketa hukum berkaitan yang terlatih
pengelolaan aset Desa serta
penyimpangan penggunaan
keuangan dan aset Desa
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan) (Sebutkan)

7
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Bidang

Rincian Bidang

Kegiatan

Cara Pengadaan

Uraian Output

Satuan Output

Sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi ancaman penyakit di Desa

Swakelola/ Pihak Ketiga

Jumlah peserta org
kesehatan yang mengikuti
sosialisasi
Edukasi gerakan hidup bersih dan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
sehat di Desa yang teredukasi
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga .Lain-lain satuan
{Sebutkan) (Sebutkan)
Peningkatan investasi Pelatihan pengolahan bahan pangan | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
ekonomi Desa melalui yang terlatih
pengadaan, pengembangan : 2 - :
atai Baiitian sletealat Pembentukan pos pelayanan Swakelola/ Pihak Ketiga Dibentuknya pos unit
produksi, permodalan, teknologi perDesaar} untuk pelayana_n
pemasaran dan peningkatan penerapan teknqlogl tepgt guna teknologi
kapasitas melalui pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman
dan pemagangan haligall
Pengadaan induk sapi dan Swakelola/ Pihak Ketiga Tersedianya induk unit
inseminasi buatan yang dikelola oleh sapi dan
gabungan kelompok tani inseminasi buatan
Pameran hasil produksi pengelolahan | Swakelola/ Pihak Ketiga Terselenggaranya frk
tanaman pangan pameran
Pelatihan e-markerting dan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta frk
pembuatan website untuk yang terlatih
pemasaran hasil produksi pertanian
Pelatihan benih kerapu, tukik dan Swalkelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta frk
budidaya cemara laut dan bakau yang terlatih
Pelatihan kerajinan tangan berbahan | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta frk

baku limbah laut (kerang, kayu,
bakau, dan cemara laut)

yvang terlatih




- 215 -

Bidang Rincian Bidang Kegiatan Cara Pengadaan Uraian Output Satuan Output
Pelatihan kuliner dan pengembangan | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
makanan lokal sebagai komoditas yang terlatih
strategi ekonomi-wisata
Pelatihan membuat barang-barang Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
kerajinan berbahan baku lokal (sabut yang terlatin
kelapa, tempurung kelapa,
topeng/ukiran kayu, anyaman

| bambu/daun, dli)
Pelatihan tentang hak-hak Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
perburuhan kerjasama desa dengan yang terlatih
perusahaan
Bazar produk kerajinan Swakelola/ Pihak Ketiga Terselenggaranya frk
tangan/produk industri rumah bazar
tangga _
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan) (Sebutkan)
Promosi dan edukasi Sosialisasi dampak negatif pupuk Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
kesehatan masyrakat serta kimia terhadap kesehatan manusia yang mengikuti
gerakan hidup bersih dan sosialisasi
sehat Festival makanan olahan hasil laut Swakelola/ Pihak Ketiga Terselenggaranya frk
festival
Lomba melukis/menulis keindahan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
alam dan hidup bersih dan sehat yang mengikuti
"anak pantai’ lomba
— "7 Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satudn= -’
{Sebutkan) (Sebutkan)
Peningkatan kapasitas Pelatihan pemanfaatan limbah Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
kelompok masyrakat untuk organik rumah tangga dan pertanian yvang terlatih
energi terbarukan dan serta limbah peternakan untuk
pelestarian lingkungan hidup energi biogas
Percontohan instalasi dan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah unit
pusat/ruang belajar teknologi tepat percontohan
guna instalasi yang
tersedia
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Cara Pengadaan Uraian Cutput Satuan Output
Pelatihan pengelolaan tanaman Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
sekitar hutan untuk konservasi dan yang terlatih
tambahan pendapatan
Pembibitan tanaman produlktif Swakelola/ Pihak Ketiga Tersedianya bibit unit
sekitar hutan dan instalasi tanaman produktif
percontohan
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan) (Sebutkan)

Dukungan terhadap kegiatan | Pelatihan pengolahan hasil laut dan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
pengelolaan pantai untuk pantai untuk petani budidaya dan yvang terlatih
kepentingan Desa nelayan tangkap
Membentuk,/memperbaharui Swalkelola/ Pihak Ketiga Terbentuknya unit
kelembagaan lokal untuk menjaga kelembagaan lokal
kelestarian pantai dan laut termasuk pengelolaan pantai
bakau, terumbu karang dan wilayah
tangkap dan pelestarian lingkungan
laut.
Lain-lain (Sebutkan) Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan)

Catatan: Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHAP............ TAHUN ANGGARAN ..............
PEMERINTAH DESA ...cocovvviveniiennnns
KECAMATAN ....ooiviiiiinnnn.
KABUPATEN/KOTA ............
PaguDesa Rp. = e
URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA % CAPAIAN
HIGHNTER L OUTPUT | OUTPUT | PENGADAAN OUTPUT e
Rp. Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10

1, PENDAPATAN
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa

- TAHAP PERTAMA
- TAHAP KEDUA
JUMLAH PENDAPATAN

2. BELANJA BANTUAN KE DESA A
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1.1 Kegiatafl woamoanmmsmmrrsemmmens
2.1.2 OISE s s AR S ST
2.2 Bidang Pembangunan Desa
2.2.1 Eegiatal s niniiimim s mais
2.2.2 ABt o v R R
2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat o o
2.3.1 KEBIATAT wonnummmmmmns s s st oy
2.3.2 BB s S
2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4.1 KeRIatarl v sisssvvessssnmntatassssss svaasnyams
24.2 TS v T R
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 KEIATAT o v e s s sanvasass yesesssins
252 o T e

JUMLAH BELANJA
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3 PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

2 Penyertaan Modal Desa

- Modal Awal

% . Pengembangan Usaha

w W
e

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH R
(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN) ) p.

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
BENDAHARA DESA

KEPALA: DESA i
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PETUNJUK PENGISIAN

2
=

Uralan

Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa

Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa

Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan

Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter

Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola

Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran

Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi

Olw|Nlon|lv| b |W|N |~

Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan
foto

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran,
sebesar 30%;

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% D

10

Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

7 E
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FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA

LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER KE DAERAII DAN DANA DESA

Telah Tevimn dini - pirekiur Jdenderat Perbendabaraan Selako Ruasa Bendahinas Union Negars

Melalni KPPN sejumlah Ry
Terbilang 5

Untuk Kepetluan © Penyalian Auggaran Tramsler ke Daernhdim Dage Hesa P
Bulan & ... !
Praersli Prov/ Kab, fKota e i
Denpan Kincian : :
RN ANGGARAN TRANSFIN Kl DAERAN JUAL AT RO T POTORG JUNIEATL RS | DECERINLY TARGGAL

I. PENYALURAN TRANSFER MELALUT KPP
TRANSFER DBH PAJAK

S DL PPh Pagal 210 Triwulan ... i Iy - Rp W
T TN WPOPTIN, Trnvnban ... t IND ™ 5T

TN PO Tngl Fata, Talip ... wp 5D 15Ty

T P vk, Trawolan .. T By (HT)
—TREye Petntinguian P Mias, nvnlin . R p T
T OTHG Thanas Do, Towihin . : R i BN IS
TTHiava Pemungitan PHTTanas Tiami, Trswnbn ... : Fp [HB 4T
TP Tngin proe/ kah/ kol ssulon ... : IE B AR 18T

“Tiaya Nemunputan PO Tngin proviaah /Tl sulan ... T 1D — R i

IRANSFER DEH CUKAIL :

- DI Cukai Hasit Tembakan, Trivakn ... 3 2 Iy 1
PRANSFER DBH SDA
PERTAMBANGAN UMUM =

- DI e g Uminn - luran Tetap, Trivalan .. Z Hp p By
I CorTambangant iinm - Royaliy, THiwnkm ... % 5D B LT LHT
MINYAK :
S Minyak 1578 Triwulan ... : I o i cwp
IR MInyak 057« Thwukul ... 3 Tp A T ™
S DOTT Minyald Takim Ranglen GIsUs Travolan ... 5 TP 5] T
GAS
- DI G ¥p e K
R i 1 1 50
1T ¢ [5H BRI [
DANAS BUMI
- DB Panas Bumi ... 3 B Hp e
REIUTANAN ¢
DI SO Triwulan .., s Rp B ) p
TP Triwolan ... Iy e : 5
DI DR Triwakan .. : I Tp ! IHD
PERIKANAN : i
- DI Pepikanan Triseulan ... : Rp p 51
TRANSFER DAU
Dana Alokasi Do bulan i Iy py { I'p
TRANSFER DAK
ana Alolasi Khasus ahap ... 50 P 1
TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS
Dana Olsus Provinsi ... i 1) BT N
TRANSFER DANA PENYESUAIAN
ana Tanmahan Fenghasian Dagl Guru PNSD g Kn [E [ED
e Tunjmigen Prolesi Gurn PRSD b Ry - e B0
Tann Hantuan Operasional Seholah : *p B IS I
T ana nsentil Dacrah (DID) : p [ B8
TThna Trovek Peeringab PDaciah dan Desentralisast : (31 (51 e e
TRANSFEL DANA DESA
- Dann Desa I S kEp I

JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER

i berilant

Dana tersebut telahy ditering pacda Rekening Kas Dacrah sl
Homor Rekening
Manun Rekening, $ a5
Ninma Hank

Kepala Daerali ..

denpan SKThupati

MATERAI
Rp.60O0Q-
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FORMAT LEMBAR REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA

LEMBAR REKAPITULASI DANA TRANSFER KE DAZRAM DAN DANA DESA

Direloture Jewderad Perbendahiraan Selaku Kuaasa Benedahuea Lhniom Negara

Telab Terima dari i

Melalui KIPPN sejumlah ;o Rp.

Terbilnng

Unluk Keperluan
Bualan 1.

Dacral: Piov/Kab/kola ...

Dengan Rineinn

Peavaluran Anggaran Transier ke Dracrah diam Dana Desa TA L

JENTS ANGGARAN T RANSIRI KE 1ARRAL JURTLATE L RAR SRR FEAUIAT TRARS IR | DL E R FARGGAL S
I PENYALURAN TRANSFER MELALUI KPFN !
TRANSFER DDH PAJAK
- D PPh Pasal 21 I I
Sy PPl WeOPnNN "p (51
ST PHT Hapgt Kola W I
DI PHI Mipgas Wi 5T
“Thinya Pemnnpulan PRI [ 1y [
DT U Poanas Bumi [ED T
TThinvn Doy DU Panas Buni Wi i
TN Dhyaan prov/kab/loln 2y T
v Coomngulan ' Daginn prov/Linb/Kaln P G
TRANSFER DBH CUHAL -
ST Culkead Hasil Tembakau 1 p
TRANSFER DBH SDA . g
PERTAMBANGAN UMUM :
- DB e an Ui - o Telap " 2
T CerGumbansin Vo Rovally ' (5D
I’p Ry
[T (51
Ip I*p
0 s by
0.0 Ep i
Dialinn RKangla Cfsus B i
PANAS BUMI ;
S DR Panas Do Iy Wy
KEUUTANAN :
- D PsnIl [B1) [T
- D Bp K
- 1L D 1 B0
PIERIRANAN : )
~ B Perikanan Wy Ty
TRANSFIR DAU ‘ :
s Alokasi Lnonom I |'|‘i
. ;
TRANSFER DAK |
Nana Alokasi Khnsas p I
[RANSTER DANA OTONOMI KHUSUS
i Dsus Provinsi Itp B
TRANSFER DANA PENYESUAIAN
T Tomhahan Praghasalin Dapi Gurn NsD Rp [0
TTyana Tungangzan Prolesi Gorea NS [0 T
Tann Dan g Opetasional Sekolah 5 ip
T nseudl Dacrah [D1D) R Wy
“Tiana Provek Pemerintln Daceah dan Desenfralisisi p [
TRANSFER DANA DESA ;
Jana Desi 2 [N
JUMLAH TOTAI PENERIMAAN TRANSFER

Dana tersehul fetah diterima pada Rekening Kas Dae ral seba

Nomar Rekening
Nami Rekening
Nrma Bank

i berikut

Wepala Dacah o/ Pejabat yangditunjul

dengan S Bupati

MATERAI
Rp.6000,-

Reete n:
" Jun il e oral jum lal e
4 Rincian Trs fumilady fesnsd

B3y L pelassan ko tnnesgal dang iransfee di

o b 1 i st en

e de s penis dana femesher

71 ¢
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FORMAT LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERSUMBER
DARI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA BERSIFAT UMUM

LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH
YANG BERSUMBER DARI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA
BERSIFAT UMUM PROVINSI/KAB/KOTA... (1 ;
TAHUN ANGGARAN ... @

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ® menyatakan bahwa saya bertanggung
jawab penuh atas kebenaran Laporan Belanja Infrastruktur Daerah yang
bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum, dengan
rincian sebagai berikut: ‘

Penerimaan dari: |
DAU o s . )

DBH Yang Penggunaannya Bersifat Umum ‘Rp ..... (5)
Jumlah o 5 QOO (-
Dikurangi: DAU dan DBH untuk ADD :Rp ... iy
Jumlah penerimaan : Rp..... (8
Jenis Belanja Infrastruktur Yang Jumlah
No Bersumber Dari Transfer ke
: Daerah yang penggunaannya Pagu APBD /Pil0)

bersifat umum ©®)

Pl W N =

Dst...

Jumlahdy

Persentase Belanja Infrastruktur
Terhadap Transfer ke Daerah yang
penggunaannya bersifat umum setelah
dikurangi ADD(12)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

tempat, tanggal ... (13
Kepala Daerah...... (14)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama(lo!




 Bd D=

PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

1z Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan

2 Diisi sesuai dengan tahun anggaran belanja infrastruktur yang dilaporkan

3. Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan

4. Diisi dengan alokasi penerimaan DAU

5. Diisi dengan alokasi penerimaan DBH yang penggunaannya bersifat
umum |

6. Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi
penerimaan DBH yang penggunaannya bersifat umum (6) = (4) + (5)

7. Diisi dengan alokasi DAU dan DBH yang digunakan untuk Alokasi Dana
Desa (ADD)

8. Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi
penerimaan DBH yang penggunaannya bersifat umum dikurangi alokasi
DAU dan DBH yang digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (8) = (6) —
(7)

9. Kolom diisi dengan jenis belanja infrastruktur yang bersumber dari dana
transfer umum

10. | Kolom diisi dengan jumlah pagu masing-masing jenis belanja infrastruktur
yang bersumber dari dana transfer umum

11. | Diisi dengan jumlah keseluruhan jenis belanja infrastruktur

12. | Baris diisi sesuai dengan persentase belanja infrastruktur terhadap dana
transfer umum setelah dikurangi ADD (yang bersumber dari DAU dan
DBH) (12) = (11) : (8) !

13. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan

14. | Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan

15. | Ditandatangani dan di cap basah oleh kepala daerah bersangkutan

16. | Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan
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FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

YANG SUDAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Provinsi/Kabupaten/Kota: ...

YANG SUDAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

_ , Pemanfaatan - Penganggaran Kembali dalam APBD
No. Jenis Dana Jumlah Sisa (Rp) Kegatan Nilzi (Rp) Sisa (Rp) TA Berikutnya (Rp)

(1) {2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (5) (7} = (5)

1 1.

2. 2.

3, 3.
dst. .. dst.

Total

Tempat ..., tanggal ...
Gubernur/Bupati/Walikota ...

(tanda tangan + stempel basah)

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
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